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ABSTRAK

Penyel enggaraan Muktamar NU ke-33 dan Muktamar Muhammadiyah ke-
47 menarik perhatian banyak elemen masyarakat, salah satunya media massa, surat
kabar harian Tempo. Jikadikaitkan dengan polemik perbedaan furu’iyah antara NU
dengan Muhammadiyah selama ini, adanya pertarungan wacana mengenai
muktamar keduanya di harian Tempo seakan-akan media menggiring khalayak
dengan memproduksi rekayasa persetujuan (engineering of consent) bahwa
penggagas islam nusantara sendiri tidak mampu menjalankan nilai-nilai toleransi di
dalam organisasi internalnya dimana hal ini berbeda dengan islam moderat ala
Muhammadiyah yang cenderung lebih toleran dalam kasus muktamar.

Teori sosial yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori
hegemoni Antonio Gramsci yang memiliki pendapat bahwa hegemoni bukanlah
hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan
persetujuan dengan menggunakan ideologi.

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, dengan
teknik analisis wacanakritis Norman Fairclough. Teknik ini memiliki 3 (tiga) level
analisis, yakni level teks, level praktik diskursus, dan level praktik sosiokultural.
Unit analisis berfokus pada pemberitaan surat kabar harian Tempo tentang
Muktamar NU ke-33 dan Muktamar Muhammadiyah ke-47 dengan rentang waktu
1-7 Agustus 2015, serta hasil wawancara terhadap wartawan Tempo dan khalayak
pembaca Tempo.

Penelitian ini berkesimpulan: (1) pemberitaan Muktamar NU ke-33 memuat
wacana terkait Islam Nusantara yang cenderung masih belum terimplementasikan
konsep toleransinya, sedangkan pemberitaan Muktamar Muhammadiyah ke-47
memuat wacana terkait Islam Berkemagjuan yang belum berani terjun ke dunia
politik praktis; (2) hegemoni yang hendak disebarkan terkait tentang integritas atas
identitas diri, dengan momentum urgensitas Indonesia krisis tolerans dan
dibutuhkannya dukungan politik kepada pemerintah incumbent. Kelas sosial yang
terlibat di dalamnya adalah Negara, pemerintah, NU dan PKB, serta
Muhammadiyah dan PAN.

Kata kunci: surat kabar harian Tempo, muktamar NU, muktamar Muhammadiyah,
hegemoni, analisis wacanaKkritis.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 1-5 Agustus 2015, Nadhlatul Ulama (NU) sebagai salah satu
organisasi masyarakat keagamaan terbesar di Indonesia mengadakan Muktamar ke-
33 di Jombang. Di waktu yang hampir bersamaan, Muhammadiyah juga
mengadakan Muktamar ke-47 di Makassar, tepatnya tanggal 3-7 Agustus 2015.

Tentu sgjafaktaini menarik perhatian banyak elemen masyarakat Indonesia
bahkan Internasional, mengingat dua ormas besar ini memiliki sgjarah interaksi
yang cukup rumit. Salah satunya seperti opini Gun Gun Heryanto, seorang dosen
komunikasi politik UIN Jakarta yang menyatakan bahwa, “perbedaan khilafiyah
yang sebenarnya tak substansial tetapi kerap dibesar-besarkan dan dibenturkan
seolah-olah NU dan Muhammadiyah itu bermusuhan dan bahkan ada juga jebakan
politik dan kekuasaan”.! Ada juga pendapat Adman Nursal menyatakan bahwa,
“sejak saat Soekarno tampil sebagai penguasa demokrasi terpimpin, seiring dengan
menyurutnya pengaruh formal kekuatan politik Islam “modernis”, kekuatan politik
Islam “tradisionalis” (NU), ditampilkan sebagai representasi politik (sebagian)
komunitas Islam”.?

Terlepas dari polemik furu’iyah yang terjadi diantara NU dengan

Muhammadiyah, banyak pihak yang menaruh harapan besar dari agenda 5 (lima)

1 Gun Gun Heryanto, “Agenda NU-Muhammadiyah”, dalam http://www.republika.co.id/
2 Adman Nursal, Political Marketing (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 115.



tahunan ini. Misalnya seperti opini Gun Gun Heryanto, seorang dosen komunikas
politik UIN Jakarta mengatakan, “Agenda kebangsaan kedua organisasi ini ke
depan adalah meneguhkan sgjumlah strategi dalam dimensi keagamaan, ekonomi,
sosial, politik dan kebudayaan untuk menyembuhkan bangsa kita yang saat ini
sedang sakit”.3
Namun, dalam proses berlangsungnya Muktamar NU ke-33, imaged
community atau angan-angan sosial tentang romantisme peran ormas keagamaan
terhadap praktik kebangsaan di Indonesia mulai luntur. Ini ditandai dengan
pemberitaan muktamar NU ke-33 yang cenderung diwacanakan negatif oleh media
massa. Bahkan hal ini bukan hanya pendapat penulis, tetapi justru pendapat KH
Mustofa Bisri yang akrab dipanggil Gus Mus yang menyatakan bahwa
K etikasaya mengikuti persidangan-persidangan yang sudah lalu, (bicaranya
terhenti sgjenak) saya menangis karena NU yang selama ini dicitrakan
sebagai organisasi keagamaan panutan, penuh dengan akhlakul karimah,
yang sering mengkritik parktik-praktik tidak terpuji dari pihak-pihak lain,
ternyata digambarkan dalam media massa begitu buruk. Saya malu kepada
Allah Ta’ala, malu kepada hadratusyaikh Kiai Haji Hasim Asy’ari, malu
kepada Kia Abdul Wahab Hasbullah, malu kepada Kia Bisri Syansuri,
malu kepada Kiai Romli Tamin, dan pendahulu-pendahulu kita. Yang

mengajarkan kita akhlakul rasul. Lebih menyakitkan lagi ketika pagi tadi
sayadisodori headline koran, muktamar NU gaduh.*

Berbeda dengan pemberitaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang
cenderung diwacanakan positif oleh media massa. Dalam koran yang sama, yakni
Tempo, tepatnya pada edisi 5 Agustus 2015, terdapat kartun yang jika dipahami
unsur semiotiknya menunjukkan bahwa muktamar Muhammadiyah lebih baik

ketimbang muktamar NU. Berikut cuplikan kartun tersebut:

3 Gun Gun Heryanto, “Agenda NU-Muhammadiyah”, dalam http://m.republika.co.id/
4 Khaerudin dan Antony Lee, “Tangisan Gus Mus yang Menyadarkan”, Kompas (4 Agustus 2015).



Gambar 1.1 Kartun Perbandingan Kedua M uktamar

Praktik sosial ini menunjukkan bahwa media memainkan peran,
sebagaimana yang dikatakan Althusser, sebagal aparat ideologis (ideological state
apparatus) kelompok dominan.® Dalam menjalankan praktik sosianya, media
menggunakan bahasa sebagai instrumen dalam interaksi. Konsekuensi penggunaan
bahasa sebagai instrumen, mengisyaratkan bahasa dipahami sebagai suatu tindakan
yang memiliki tujuan. Lebih lanjut hal ini menunjukkan bahwa bahasa merupakan
hal yang secara sadar dan terkontrol diimplementasikan, bukan lagi sesuatu yang di
luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

Bukan tidak mungkin di dalam bahasa terkandung pertarungan kepentingan

atau ideologi, karena bahasa sendiri diproduks dari proses pertarungan antara

> Muhammad Fahmi, “Wacana Penerapan Hukum Islam di Brunei Darussalam dalam Bingkai Media
Indonesia”, Dinika, Vol. 12, No. 2 (Juli-Desember 2014), 56.



kekuasaan ekonomi, politik dan sosid yang ada di masyarakat. Hal ini
menunjukkan pilihan kata dan tata bahasa tertentu merupakan bentuk konkrit dari
nilai-nilai ideologi tertentu. Sehingga wacana tidak sekedar dipahami sebagai
rangkaian kata atau proposisi dalam teks tetapi sebagai sesuatu yang memproduksi
gagasan, konsep dan bahkan hingga nantinya memberikan dampak tertentu.

Dalam konteks pertarungan kepentingan atau ideologi, proses interaksi ini
mensyaratkan adanya pihak yang dikuasai dan ada yang menguasai. Karena
pertarungan selalu menyisakan pihak yang berkuasa. Sebagaimana dikatakan
Foucault bahwa strategi kuasa berlangsung di mana-mana.® Di mana saja terdapat
susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, di mana sga ada manusia yang
mempunyai hubungan tertentu, di situ kuasa sedang bekerja. Kuasa tidak datang
dari luar tetapi menentukan susunan, aturan-aturan, dan hubunganhubungan itu dari
dalam. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi penguasa dan
dikuasai. Di antaranya yaitu pengetahuan, ekonomi, politik, dan sosial.

Salah satu fakta pertarungan wacana di media yang terjadi seperti berikut
ini.

Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus

2015, diwarnai munculnya peserta gelap dan tudingan intimidasi. Dua

masalah ini telah mengundurkan jadwal sidang pembahasan tata tertib

hingga lebih dari 12 jam, kemarin, dan kian memanaskan persaingan
pemilihan Rais Aam serta Ketua Umum Pengurus Besar NU yang akan
digedar Selasa besok Para peserta gelap itu memegang kartu anggota

muktamar yang bukan diterbitkan oleh panitia Munculnyakartu yang mirip
Kartu.”

6 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media (Y ogyakarta: LKiS, 2001), 65-66.
" Hari Tri Warsono, “Muktamar NU Memanas”, Tempo (3 Agustus 2015).



Sedangkan dilain wacana, yakni muktamar Muhammadiyah ke-47, berikut
pemberitaannya.
Din menjamin muktamar berlangsung independen. Dia juga memastikan
proses pemilihan calon anggota pengurus pusat bebas intervensi, termasuk
dari partai politik. "Kader-kader Muhammadiyah punya keteguhan untuk
mengedepankan gerakan dakwah bagi umat, sehingga intervensi dari luar
tidak akan mempan,” kata Din. Menurut Din, Muhammadiyah sebagai salah
satu ormas Islam terbesar di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi
partai politik. Banyaknya jumlah kader yang tersebar di seluruh provins,

kata dia, adadah potensi besar untuk meraup dukungan suara dalam
pemilihan umum.®

Dari dua fakta tersebut, terlihat serangan yang dilakukan media terhadap
Muktamar NU ke-33 yang seakan-akan kata ““memanas” dimakna sebagal
muktamar yang sarat dengan konflik kepentingan. Berbeda dengan pengekspresian
mengenai Muktamar Muhammadiyah ke-47 dengan pilihan kata “mengedepankan
gerakan dakwah bagi umat™ atau “intervensi dari luar tidak akan mempan, hal
ini seakan-akan menggambarkan muktamar yang profesional dan bersih.

Jika dikaitkan dengan polemik perbedaan furu’iyah antara NU dengan
Muhammadiyah selama ini, adanya pertarungan wacana mengenai muktamar
keduanya di harian Tempo seakan-akan media menggiring khalayak dengan
memproduks rekayasa persetujuan (engineering of consent) bahwa penggagas
islam nusantara sendiri tidak mampu menjalankan nilai-nilai toleransi di dalam
organisas internalnya dimana hal ini berbeda dengan islan moderat aa

Muhammadiyah yang cenderung lebih toleran dalam kasus muktamar.

8 Aan Pranata, “Alwi Uddin Wakil Wilayah Timur”, Tempo (3 Agustus 2015).



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka pendliti
membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut: Berdasarkan identifikasi dan
batasan masalah di atas, maka peneliti membuat suatu rumusan masalah
“Bagaimana hegemoni dalam pertarungan wacana Muktamar NU ke-33 dengan
Muktamar Muhammadiyah ke-47 pada harian Tempo?”, yang dapat dipermudah
dengan point pertanyaan berikut ini:
1. Bagaimana analisis teks, praktik diskursus, dan praktik sosiokultural pada
pemberitaan tentang kedua muktamar tersebut?.
2. Apa nila yang menghegemoni dalam pertarungan wacana pada

pemberitaan tentang kedua muktamar tersebut?.

C. Tujuan Penélitian
Penelitian ini bertujuan mengetahui hegemoni dalam pertarungan wacana
Muktamar NU ke-33 dengan Muktamar Muhammadiyah ke-47 pada harian Tempo,
lebih spesifiknya bertujuan sebagai berikut:
1. Mengetahui wacana yang sedang dipertarungkan dari pemberitaan tentang
dua muktamar tersebut.
2. Mengetahui nilai yang menghegemoni dari pemberitaan tentang dua
muktamar tersebut.
3. Mengetahui peran harian Tempo pada pertarungan wacanadari pemberitaan

tentang dua muktamar tersebut.



D. Kegunaan Penelitian
1. Segi Praktis.

Penelitian ini dapat membantu menunjukkan ada atau tidak adanya
hegemoni ideologi tertentu dalam wacana media massa mengena pel aksanaan
muktamar baik oleh NU maupun Muhammadiyah yang notabene merupakan dua
organisas masyarakat keislaman terbesar di Indonesia Sehingga baik bagi
muktamirin, masyarakat dan para awak media (khususnya media dakwah) dapat
mengambil hikmah dan kelak dapat memproduksi serta memaknai wacana lebih
bijak dalam merepresentasikan agama Islam.

2. Segi Teoritis.

Penelitian ini dapat terus dikembangkan hingga menjadi suatu rumusan

baku bagi da’i maupun lembaga syiar Islam atau organisasi masyarakat keagamaan

di Indonesia

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian Warsono tentang wacana politik kiat NU pada era
pemerintahan Gus Dur. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji wacana politik
kiai NU pada era pemerintahan Gus Dur, dilihat dari perspektif Gramscian. Hal ini
dimaksudkan untuk memahami bagaimanakiai menghadapi dominasi negaraketika
pemerintahannya dipegang oleh seorang kiai yang juga dari NU. Apakah mereka

akan bertindak sebagai intelektual organik atau tetap menjalankan fungsi sebagai



intelektual tradisional. Penelitian ini berfokus padakiai-kiai NU, baik yang menjadi
pengurus PBNU, kiai yang aktif di PKB maupun di partai politik lain, dan kial yang
tidak menjadi pengurus suatu partai politik. Pengumpulan data dilakukan dengan
caramengumpulkan berbagai tulisan kiai, khususnyayang berkaitan dengan politik.
Selain itu, penulis juga menghadiri berbaga kegiatan kia seperti istighosah, haul
serta kegiatan lain yang melibatkan kiai. Analisis data menggunakan pendekatan
analisis wacana dilakukan dengan memetakan makna ideologis wacana yang
dikembangkan oleh masing-masing kiai dikaitkan dengan kondisi yang melatar
belakangi wacana tersebut. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pada era
pemerintahan Gus Dur, tidak semua kiai bertindak sebagai intelektual organik
untuk mempertahankanpemerintahan Gus Dur. Ada kiai yang bertindak sebagai
intelektual tradisional, dan adakiai yang tetap menjalan peran kenabian, tetapi ada
juga kia yang bertindak sebagai intelektual organik dan intelektua tradisional
secara simultan. Bahwa kiai yang bertindak sebagai intelektual organik juga
mempunyai motivasi berbeda-berbeda. Ada kiai yang motivasinya membela NU,
dengan melihat Gus Dur sebagai lambang dari NU, tetapi ada juga yang
motivasinya kekawatiran akan kehilangan "hak-hak" istimewanya, sebagai bagian
dari kelompok dominan. Begitu juga kiai yang bertindak sebagai intelektual
tradisional dilandasi oleh motivasi yang berbeda. Adakiai intelektual organik yang
dilandasi oleh analisis rasional atas kepemimpinan Gus Dur, tetapi ada juga yang

dilandasi oleh sikap oposan, karena perbedaan ideologi.®

9 Warsono, Wacana Politik Kiai NU pada Era Pemerintahan Gus Dur: Apakah sebagai intelektual
organik atau intelektual tradisional (Disertasi--Universitas Airlangga, 2008), 45-69.



Kedua, penelitian tentang pertentangan wacana radikalisme salaf dan
kontra-radikalisme salaf di Nigeria. Penelitian ini mengambil studi kasus Boko
Haram. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap wacana tentang radikalisme
salafi yg dilakukan oleh pendukung maupun penentang Boko Haram. Kerangka
teori Ninian Smart fenomenologi atas agama, yakni dengan mengidentifikasi jalan
yang dipilih untuk menggambarkan dimensi religiusitas, dan bagaimana keinginan
utk mendekatkan diri pada kekuasaan Tuhan. Dengan asumsi bahwa agama-agama
itu lahir dari pengalaman individu tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif komparatif, yakni membandingkan khutbah M. Yusuf dengan khutbah
Ja’far Mahmud Adam. Penelitian ini berkesmpulan bahwa keduanya
mendeskripsikan doktrin salafi sebagai pandangan yg melihat a-Qur’an sbg teks
yg jelas dan butuh segera diimplementasikan. Namun keduanya berbeda pendapat
pada pertanyaan apa yg harus dilakukan muslim diperintah oleh pemerintahan non-
muslim? Meski jawabannya sama, adalah muslim harus mampu bertahan dan
mewujudkan pemerintahan islam tetapi carayg digunakan berbeda. Pada akhirnya,
hal ini menunjukkan bahwa wacana radikal dan penentang-radikal mengambil
arenayang berbeda, mediayang berbeda, berbicara dalam kiasan yang berbeda, dan
menarget audiens yg berbeda.’®

Ketiga, penelitian J. Shankar, dkk tentang wacana dan keyakinan apa yang
muncul dalam sgarah penindasan, sosia-politik, praktik wacana tersebut dan

alternatif apa sgja yang dipilih saat itu sehingga dapat dipahami sikap wanita Asia

10 Anonymous, “The Popular Discourses of Salafi Radicalism and Salafi Counter-radicalism in
Nigeria: A case study of Boko Haram”, Journal of Religion in Africa 42, 118-144.
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Selatan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan
perspektif feminis menekankan gender sebaga faktor kunci dalam menentukan
pengalaman perempuan dalam masyarakat dan peduli dengan jenis kelamin,
hubungan kekuasaan, patriarki dan hegemoni dalam masyarakat. Menggunakan
lensa feminis, penelitian ini menjelgjahi literatur untuk memahami wacana sekitar
peran gender dan hubungan kekuasaan antaralaki-laki dan perempuan datang yang
akan dibangun di berbagai titik dalam segjarah, faktor-faktor sosial budaya, politik
dan struktural yang mempengaruhi pembangunan wacana ini dan keyakinan dan
praktek yang berkaitan dengan relasi gender yang muncul sebagai akibatnya. Ini
harus dinyatakan bahwa untuk tujuan studi ini kami telah terbatas review kami
untuk literatur Asia Selatan dari anak benua India dan belum ditarik dari teks
Kristen/ Isslam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni
mendeskripsikan teks-teks kitab weda baik atharma weda, rig weda, kitab
manusmriti. Penelitian ini menetapkan bahwa penindasan hak-hak perempuan dan
pel anggaran atas nama norma-norma patriarkal padamasyarakat Asia Selatan tidak
didasarkan atas nilai-nilai agama atau budaya. M eskipun masyarakat Asia Selatan,
seperti banyak masyarakat lain secara global menerapkan nilai patriarki, tetapi
Veda yang merupakan akar filosofis banyak agama dan budaya Timur seperti
Hindu, Sikh, Buddhisme dan Jainisme, memberikan bukti bahwa wacana saat ini,
kepercayaan dan praktek tentang superioritas laki-laki bukan bagian dari budaya

Asia Selatan maupun agama.!

1], Shankar, G. Das and S. Atwal, “Challenging Cultural Discourses and Beliefs that Prepetuate
Domestic Violence in South Asian Communities: A discourse analysis”, Jurnal of International
Women’s Studies, Vol. 14, No. 1, 248-262.
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Keempat, penelitian Lilik Wahyuni mengena kekuasaan simbolik dalam
wacana politik di media cetak yang berusaha membongkar hegemoni yang
dilakukan oleh Wiranto terhadap penguasa negara yakni SBY dalam wacana di
media cetak. Fokus penelitiannya adalah pertarungan simbolik dalam wacana
politik di media cetak dan mekanisme kekerasan simbolik dalam wacana politik di
media cetak. Analisis wacana kritis merupakan pendekatan yang memandang
wacana sebagai praktik sosial. Wacana dikgji dalam dialektika antara bahasa dan
struktur sosial. Analisis wacana kritis digunakan untuk menjelaskan tentang cara
struktur sosia dibentuk dalam interaksi linguistik kelompok €lit. Penelitian ini
berkesimpulan bahwa Pertarungan simbolik dalam wacana politik di media cetak
berupa praktik pelestarian doxa oleh kelompok orthodoxa dan penyerangan doxa
oleh kelompok heterodoxa. Strategi penyerangan doxa dilakukan dengan (a)
menunjukkan kekurangan kelompok orthodoxa, (b) memancing permusuhan dalam
tubuh kelompok orthodoxa, (¢) penyamaan kelompok orthodoxa dengan kel ompok
lain, dan (d) menggunakan isu-isu SARA dan golongan. Dan mekanisme kekerasan
simbolik dilakukan oleh orthodoxa dengan eufimisasi dan sensorisasi.?

Kelima, penelitian Muhammad Fahmi yang mengungkap wacana penerapan
hukum islam di Brunei Darussalam dalam bingkai media di Indonesia. Penelitian
ini berfokus pada media-media di Indonesia dalam menyajikan wacana penerapan
hukum Islam di Brunei? Bagaimana media melakukan politik pemaknaan padaisu

yang terkait dengan penerapan hukum Islam atau syariah di negara tersebut?

12 Lilik Wahyuni, “Kekuasaan Simbolik dalam Wacana Politik di Media Cetak”, Kajian Linguistik
dan Sastra, Vol. 20, No. 2 (Desember 2008), 108-120.



12

Artinya, bagaimana media merepresentasikan penerapan hukum Islam di Brunel
Darussalam? Menggunakan teori representasi, discourse dan ideologi milik
Althusser dan Gramsci; penelitian ini berkesimpulan bahwa tiga media nasional
dapat disimpulkan: Pertama; Pada “Kompas”, representasi antar pendukung dan
penolak peneragpan hukum Islam relatif berimbang. Hanya sga, “Kompas”
cendrung memperkuat representasi penolakan dengan mengontruksi pesan,
komposisi dan pilihan diksi yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan suarayang
mendukung. Kedua; Pada “Republika” justru sebaliknya, tidak terjadi
keseimbangan antara mereka yang pro dan kontra. Malahan artikel tersebut
didominasi oleh representasi ideologi Barat yang menganggap hukum Islam kejam
dan bertentangan dengan HAM. Ketiga; Pada “Jawa Pos” representasi relatif
seimbang, hanya saja berbeda dengan “Kompas” yang lebih pro ke arah yang

menolak, representasi “Jawa Pos” justru lebih pro pada yang mendukung.*®

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum, penelitian ini akan disusun dalam sistematika pembahasan
sebagal berikut :
Bab | Pendahuluan

Padabab ini penulis banyak menjelaskan mengenai fenomena permasalahan
terkait pemberitaan muktamar dua ormas Islam terbesar di Indonesia yang menjadi
latar belakang penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan besar dan

menjadi fokus dalam menganalisis, serta penulis menampilkan beberapa penelitian

13 Muhammad Fahmi, “Wacana Penerapan Hukum Islam”, 55-70
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terdahulu sgjenis sebagai bukti bahwa penelitian ini masih orisinil dan masih
termasuk dalam ruang lingkup penelitian komunikasi.
Bab Il Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai teori hegemoni yang menjadi
pisau analisis atas wacana dalam pemberitaan dua muktamar tersebut, serta juga
penulis menjelaskan konsep-konsep terkait analisis wacana kritis yang menjadi
teknik penulis dalam menganalisis pemberitaan atas dua muktamar tersebut.
Bab 111 Metode Penelitian

Padabab ini penulis menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian,
sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang notabene
menggunakan teknik analisis wacana kritis yang terdiri dari tiga level andlisis.
Dimulai dari level teks, level praktik wacana hingga level praktik sosiokultural.
Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini pertama-tama penulis menjelaskan mengenai hasil analisis
wacana kritis terhadap pemberitaan dua muktamar tersebut pada harian Tempo,
setelah itu penulis mencoba menganalisis fenomena pertarungan wacana tersebut
dengan menggunakan sudut pandang teori hegemoni.
Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis menarik suatu poin-poin kesimpulan terkait
pertarungan wacana yang terjadi dan praktik hegemoni yang sedang berlaku di
dalamnya. Lebih lanjut juga penulis memberikan saran-saran pada pemangku

kepentingan terkait penelitian ini.
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KAJIAN PUSTAKA

A. Muktamar Organisasi Dakwah sebagai Bagian Dakwah

Dakwah berarti menyeru pada kebaikan. Sebagian besar masyarakat
Indonesia masih menganggap dakwah hanya berkutat pada kegiatan khutbah di
masjid, pengajian pada saat memperingati hari besar Islam tertentu, dan selainnya.
Padahal menurut Din Syamsuddin, sikap tegas Muhammadiyah dalam
menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada
kemaslahatan umat, merupakan bagian dari dakwah pencerahan menuju Indonesia
yang berkemajuan.*

Tak juga muktamar sebenarnya bagian dari dakwah. Muktamar adalah
konferensi, kongres, rapat, perundingan, pertemuan.? Muktamar Seniman dan
Budayawvan Muhammadiyah yang digagas pada Forum temu seniman
Muhammadiyah pada 31 Agustus 2016 dilatarbel akangi salah satu alasannyaadal ah
perlunya seniman dan budayawan untuk memperjelas identitas bahwa dirinya
bagian dari menjalankan dakwah Muhammadiyah.® Selain itu Ketua Persis
Pimpinan Wilayah Maluku, Muhgjir Abdurrahman, juga menyatakan pada

Muktamar Persis ke-XV bahwa

1 Ahmad Fikri Noor, “Perkuat Amar Makruf Nahi Munkar, Muhammadiyah tak Segan Kritik
Pemerintah”, dalam http://www.republika.co.id/

2 Kemdikbud, “Muktamar”, dalam http://kbbi.kemdikbud.go.id/

3 Ribas, “Aktivis Budaya Gagas Muktamar Seniman dan Budayawan Muhammadiyah”, dalam
http://www.suaramuhammadiyah.id/

14
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“Tahun lalu dan tahun ini saya kira persiapan instrument pendukung sangat
luar bisa, kerja keras panitia patut diberi apresiasi. Muktamar ini adalah
bagian dari kerja dakwah dan pengembangan dakwah Islam™*

Sehingga tak bisa dipungkiri sebenarnya Muktamar merupakan bagian dari
dakwah yang dilakukan oleh organisas massa keislaman. Khususnya pada
penyelenggaraan Muktamar NU ke-33 dapat dicermati beberapa seruan pada
kebalkan atau kegiatan dakwah yang dilakukan. Misalnya seperti kutipan pidato
Gus Mus berikut ini:

“Saya malu kepada Allah Taada, malu kepada hadratusyaikh Kia Hgji

Hasyim Asy'ari, malu kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah, malu kepada

Kial Bisri Syansuri, malu kepada Kia Romli Tamin, dan pendahulu-

pendahulu kita. Y ang mengajarkan kita akhlakul rasul. Lebih menyakitkan
lagi ketika pagi tadi saya disodori headline koran, muktamar NU gaduh’®

B. Pemberitaan Media Massa dan Muktamar Organisasi Dakwah

Secara etimologis, muktamar berarti konferensi; kongres;, rapat;
perundingan; pertemuan dalam bentuk kata benda.® Sedangkan secaraterminologis
muktamar adalah sebuah pertemuan/ permusyawaratan tertinggi yang diadakan
oleh pimpinan pusat dalam sebuah organisasi, di mana pertemuan ini akan dihadiri
oleh para wakil organisas tersebut untuk mengambil keputusan mengenai suatu
permasal ahan yang sedang dihadapi bersama di dalam organisasi tersebut.

Beberapa contoh muktamar seperti kasus yang diangkat oleh penulis, yakni
Muktamar NU ke-33 dan Muktamar Muhammadiyah ke-47. Muktamar suatu

organisas yang menaungi banyak anggota tentu menarik perhatian media massa.

4 Administrator, “Muktamar Di Mata Mereka”, dalam http://persisalamin.com/
5> Khaerudin, “Tangisan Gus Mus yang Menyadarkan”, dalam http://nasional.kompas.com/
6 Kemdikbud, “Muktamar”, dalam http://kbbi.kemdikbud.go.id/
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Selain kasus muktamar yang menjadi studi dalam penelitian ini, terdapat juga
beberapa muktamar yang diberitakan oleh media massa. Setidaknya pada tahun
2016, berikut ini adalah beberapa muktamar yang diberitakan pada media massa
yang ditemukan dari mesin pencari: (1) Muktamar VII Partai Persatuan
Pembangunan yang diselenggarakan April 2016, (2) Muktamar I11 Wahdah
Islamiyah yang diselenggarakan Juli 2016,8 (3) Muktamar Nahdlatul Wathan ke-13
yang disel enggarakan Agustus 2016,° dan (4) Muktamar Nasyiyatul Aisyiyah X1
yang diselenggarakan Agustus 2016.%°

Berdasarkan bentuk pemberitaannya, pemberitaan tentang Muktamar NU
ke-33 dan Muktamar Muhammadiyah ke-47 berjenis berita analisa karena
dilengkapi fakta atau data tambahan guna mendukung analisa jurnalis terhadap
suatu peristiwa atau pendapat yang terjadi.’* Seperti analisa tentang kegaduhan

yang terjadi pada Muktamar NU ke-33.

C. Konsep Analisis Wacana Kritis (AWK ) pada Berita Muktamar
Dalam pengertian linguistik, wacana adalah unit bahasa yang lebih besar
dari kalimat yang memiliki unsur-unsur.'? Sebab itu pengertian terhadap analisis

wacana juga berbeda dalam masing-masing studi dan disiplin ilmu. Wacana yang

7 Ghoida Rahmah, “Muktamar PPP, Menteri Yasonna Yang Bagus Idlah, Titik!”, dalam
https://www.tempo.co/

8 Daharuddin, “Muktamar 111 Wahdah Islamiyah Fokus Pada Permasalahan dan K eutuhan Bangsa”,
dalam http://muktamar.wahdah.or.id/

9 Muhammad Fauzi Ridwan, “Muktamar Nahdlatul Wathan Ke-13 Diharapkan Pertegas
Komitmen”, dalam http://khazanah.republika.co.id/

10 Ribas, “Muktamar XI1I NA Ditutup, Nasyiatul Aisyiyah Sampaikan Pernyataan Sikap”, dalam
http://www.suaramuhammadiyah.id/

1 Imam Suwandi, Langkah Otomatis Jadi Citizen Journalist (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 54.

12 Mulyana, Kajian Wacana: Teori, Metode & Apikas Prinsip-prinsip Analisis Wacana
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 3-5.
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dimaksud adalah Discourse (memakai huruf D besar) yang berarti merangkaikan
unsur linguistik dengan unsur non lignuistik untuk memerankan kegiatan,
pandangan dan identitas.* Andlisis wacana (discourse analysis) diperkenalkan
Harris melalui artikel “discourse analysis’ dalam jurnal language No. 28/1952 1-
30. Daam artikel itu, Harris membicarakan wacana iklan dengan menelaah
hubungan antara kalimat-kalimat yang menyusunnya dan kaitannya antara teks
dengan masyarakat dan budaya.'*

Salah satu ciri dan sifat analisis wacana adalah upaya mamahami makna
tuturan dalam konteks, teks dan situasi. Analisis wacana kini menjadi salah satu
aternatif dalam analisisisi.’®> Me alui analisis wacanakita bukan hanya mengetahui
bagaimanaisi teks berita, tetapi jugabagaimana pesan itu disampaikan. Lewat kata,
frase, kalimat, metafora macam apa suatu berita disampaikan. Dengan melihat
bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa
melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks.'®

Analisis wacana kritis adalah analisis wacana yang berasal dari pandangan
kritis. Unsur bahasa menjadi aspek penting dalam analisis wacana untuk
menggambarkan sebuah objek yang mengandung nilai-nilai ideologi dan tujuan.
Setidaknya ada tiga pandangan bahasa dalam analisis wacana yakni; 1) Pandangan

positivisme-empiris; 2) Pandangan konstruktivisme dan; 3) Pandangan kritis.'’

13 |bnu Hamad, Konstruksi Realitas dalam Berita Politik, 34.

14 P, Ari Subagyo, Pragmatik Kritis: Paduan Pragmatik dengan Analisis Wacana Kritis, dalam
http://sastra.um.ac.id/

15 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, 4-6.

16 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik,
dan Analisis Framing (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 68.

17 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, 4-6.
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Ideologi merupakan konsep yang sentral dalam analisis wacana yang
bersifat kritis. Hal ini karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari
praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Teori-teori klasik tentang
ideologi di antaranya mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang
dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka.
Salah satu strategi utamanya adalah dengan membuat kesadaran kepada khal ayak
bahwa dominasi itu diterima secara taken for granted. Wacana dalam pendekatan
semacam ini dipandang sebagai medium melalui mana kelompok yang dominan
mempersuasi dan mengkomunikasikan kepada khalayak produksi kekuasaan dan
dominasi yang mereka miliki, sehinggatampak absah dan benar.*®

Setidaknya terdapat 5 (Ilima) pendekatan dalam analisis wacana kritis ini.
Pertama, pendekatan analisis bahasa kritis (critical linguistics) yang lebih melihat
bagaimana gramatikal bahasa membawa posisi dan makna ideologi tertentu.
Dengan kata lain, aspek ideologi itu diamati dengan melihat pilihan bahasa dan
struktur tata bahasa yang dipakai. Kedua, analisis wacana pendekatan perancis yang
lebih melihat bahasa sebagai medan pertarungan melalui mana berbagai kelompok
dan kelas sosial berusaha menanamkan keyakinan dan pemahamannya. Ketiga,
pendekatan kognisi sosial yang melihat faktor kognisi sebagai elemen penting
dalam produksi wacana. Bahwa wacana dilihat bukan hanya dari struktur wacana,
tetapi juga menyertakan bagaimana wacana itu diproduksi. Keempat, pendekatan
perubahan sosial yang melihat wacana sebagai praktik sosial. Sehingga wacana

memiliki hubungan dialektis antara praktik diskursif tersebut dengan identitas dan

18 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, 13.
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relasi sosial. Kelima, pendekatan wacana sgjarah yang melihat wacana sebagai
historis karena wacana harus menyertakan konteks segjarah bagaimana wacana
tentang suatu kelompok atau komunitas digambarkan.®

Dalam penelitian ini, pendekatan yang paling relevan untuk digunakan
dadam menganalisis wacana mengena Muktamar NU dan Muktamar
Muhammadiyah adalah pendekatan perubahan sosial seperti yang dipaparkan oleh
Norman Fairclough. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa terdapat hubungan
dialektis antara praktik diskursif dari identitas islam nusantara dengan identitas
isam moderat yang diwakili oleh masing-masing kelompok sosial. Sehingga
analisis wacanakritis menurut Norman Fairclough dapat dengan mudah membedah

ideologi dalam pertarungan wacana keduanya.

1. Norman Fairclough dan Pendekatan AWK Perubahan Sosial
Fairclough tidak lagi memandang bahasa sebagai kenyataan tunggal yang
terlepas dari konteks masyarakat yang lebih luas, tetapi bahasa dilihat sebagai suatu
praktik kekuasaan. Tentu adanya praktik kekuasaan membawa konsekuensi adanya
ideologi yang hendak ditanamkan oleh pengguna bahasa kepada khalayak. Maka
dalam menganalisis suatu wacana tidak cukup menggunakan tradisi analisis yang
tekstual melainkan pula perlu adanya analisis yang menyeluruh. Analisis wacana

tidak hanya mengungkap apa yang dijel askan dalam bahasatersebut melainkan juga

19 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, 15-18.
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bagaimana bahasa itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial
tertentu.?°

Fairclough menggunakan wacana menunjuk pada pemakaian bahasa
sebagai praktik sosial, lebih daripada aktivitas individu atau untuk merefleksikan
sesuatu. Terdapat beberapa konsekuens ketika bahasa dipandang sebagai praktik
sosial.?! Pertama, wacana adalah bentuk dari tindakan, seseorang menggunakan
bahasa sebagai bentuk representasi ketika melihat dunia/ realitas. Pandangan ini
tentu menolak pandangan bahwa bahasa bersifat individual. Kedua, model ini
berimplikasi terhadap adanya hubungan timbal balik antara wacana dan struktur
sosial.

Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimens, yakni teks,
discourse practice, dan sosiocultural practice. Dalam model Fairclough teks
dianalisis secara linguistik; dengan melihat kosa kata, semantik dan tatakalimat. la
jugamemasukkan koherensi dan kohesivitas; bagai mana antarkata dan antarkalimat
tersebut digabung sehingga membentuk pengertian.?? Sedangkan discourse
practice menganalisis bagamana teks diproduksi dan dikonsumsi. Dan
sosiocultural practice menganalisis konteks situasional, ekonomi media dan sosial -
politik yang terjadi di masyarakat. Sehingga berikut ini tiga dimens tersebut jika

digambarkan:

2 Norman Fairclough, “Critical Discourse Analysis and the Marketization of Public Discourse: The
Universities”, Discourse and Society, Vol. 4(2), (2011), 133-134.

2L Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, 286.

22Y oce Aliah Darma, Analisis Wacana Kritis dalam Multi per spektif, 158.
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Gambar I1.1 TigaDimensi Analisis Wacana Kritis Model N. Fairclough

a. Text (Teks)

Daam level pertama, yakni analisisteks, Fairclough memusatkan pada anak
kalimat yang terdapat dalam media massa. Jika disesuaikan dengan penelitian ini,
maka unit analisisnya adalah anak kalimat yang berada dalam pemberitaan
mengenai kedua muktamar. Namun lebih lanjut, Fairclough lebih memperinci
maksud dari anak kalimat. Bahwa anak kalimat yang dimaksud tidak hanya pada
unit terendah anak kalimat, melainkan jugatermasuk kombinasi antar anak kalimat
bahkan hinggarangkaian anak kalimat. Perbedaannyaterletak pada, jika kombinasi
anak kalimat hanya berbicara bagaimana dua fakta dihubungkan; tetapi jika
berbicara rangkaian anak kalimat berarti bagaimana tiga fakta dalam masing-
masing anak kalimat dihubungkan.

Lebih lanjut, level analisis teks, tidak hanya bertujuan untuk mengungkap
bagamana objek berita direpresentasikan melainkan juga mengeksplorasi
bagamana relas antara partisipan yang diberitakan dan bagaimana identitas

wartawan digambarkan atau ditampilkan dalam pemberitaan itu. Sehingga tidak
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hanya berbicaramengenai apatetapi juga berbicara mengenai bagaimana hubungan

yang terjadi.

b. Discourse Practice (Praktik Diskursus)

Selanjutnyalevel kedua, yang menjadi pusat analisis adal ah bagaimanateks
diproduksi dan dikonsumsi. Dalam level produksi, berarti berkaitan dengan faktor
individu/ wartawan itu sendiri, faktor organisas media yakni terkait dengan
hubungan kerja diantara jurnalis, serta faktor praktik kerja mulai dari peliputan,
penulisan, editing, meja redaks sampa termuat di media. Sedangkan level
konsumsi, berarti berkaitan dengan bagaimana khalayak media memaknai teks
yang telah diproduks oleh media.

Level analisis ini bertujuan untuk mengeksplorass mengenai ideologi dan
pengetahuan seperti apa yang berkembang di mea redaks sehingga bisa
memunculkan teks termaksud, dan bagaimana sebenarnya khalayak memaknai
kembali teks yang telah diproduksi apakah sudah sesuai dengan harapan dari pihak
media ketika melakukan produksi teks. Dengan begitu akan terlihat jelas
sebenarnya picture apa yang hendak ‘ditanamkan’ media kepada khalayak jika

penulis mengutip pendapat terkenal Laswell yakni the picturesin our head.

c. Sociocultural Practice (Praktik Sosiokultural)
Level terakhir padatingkatan makro menurut pendekatan Fairclough adal ah
praktik sosiokultural. Level ini menekankan pada kultur atau nilai-nilai apa yang

sedang berkembang di tengah masyarakat, sehingga menjadi suatu dasar kewajaran
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mengapa bisa muncul teks tertentu pada suatu media. Fairclough membagi praktik
sosiokultural ke dalam 3 (tiga) bentuk, yakni situasional, institusional, dan sosial.
Konteks situasional berkaitan dengan situasi langsung yang terjadi ketika berita
dibuat atau dimuat. Konteks institusional berarti bisa jadi ada pengaruh dari
pengiklan, atau pertimbangan yang digunakan lebih kepada khalayak pembaca
seperti oplah dan rating, atau bisa juga pertimbangan persaingan antar media, atau
bisajugaintervensi pemilik modal, dan yang terakhir mungkin saja ada keterlibatan
institusi politik baik dari Negara maupun partai politik yang sedang berkontestasi.
Sedangkan konteks sosial berbicara mengenal sistem masyarakat secara umum

yang dominan menjadi praktik sosia di tengah masyarakat.

D. Beberapa Kasus Pertarungan Wacana di Media Massa

Wacana mengkonstruk makna dalam dunia sosiad dan karena secara
mendasar bahasa itu tidak stabil, makna tidak bisa tetap secara permanen. Tidak
ada wacana yang merupakan entitas tertutup, namun wacana senantiasa mengal ami
transformasi-transformasi karena adanya kontak dengan wacana-wacanalain. Oleh
sebab itu, kata kunci teori ini adalah perjuangan kewacanaan (discursive
struggle).?

Akan tetapi pandangan ini bukan berarti hendak mengingkari realitas secara
total. Objek fisik dari suatu realitastetap eksis adanya. Namun objek-objek tersebut
hanya akan mendapatkan makna melalui wacana. Dalam analogi lain misalkan

peristiwa naiknya air sungai yang menyebabkan banjir merupakan peritiwa yang

2 Jorgensen & Phillips, Analisa Wacana: teori dan metode (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2007), 12
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terjadi tanpa ada kaitanya dengan pembicaraan dan pemikiran manusia. Namun ini
tetaplah fakta material yang eksis keberadaanya. Akan tetapi pula kemudian
sebagian orang akan menciptakan wacana meteorologis yang menyatakan kalau
meluapnyaair sungai dikarenakan turunyahujan yang lebat. Sebagian lain mungkin
akan melihat ini dalam wacana politis yang mengatakan banjir terjadi akibat
kesal ahan mangjemen pemerintah, dan bahkan ada pulayang mewacanakan dengan
kacamata ilahiah yang melihat banjir terjadi karena kehendak Tuhan. Dengan kata
lain, peristiwa naiknya air sungai yang menyebabkan banjir tersebut bisa dilihat
dari beragam wacana. Dan oleh sebab itu pula, Iahirnya makna dalam wacana-
wacana tersebut bukanlah saluran tempat pengkomunikasian semata, namun juga
sebagai alat yang menggerakan dan menyusun dunia sosial itu sendiri.

Beberapa pertarungan wacana yang pernah penulis temui misalnya seperti
kasus perbedaan headline antara koran Kompas dengan koran Sindo terkait kondisi

perekonomian Indonesia pada gambar di bawah ini:

-.:.':"‘;.‘T‘m':,....u*"""“‘ Pevekonomian
41:,-

Gambar 11.2 Perbedaan Headline Berita Perekonomian Indonesia
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Dan juga pada kasus pemberitaan demonstrasi 4 November 2016, beberapa
media koran memberikan headline yang berbeda seperti dapat dilihat pada gambar

di bawah ini:

Gambar 11.3 Perbedaan Headline Berita Demonstrasi 4 November 2016

Ha ini menunjukkan bahwa ada upaya-upaya yang berbeda dalam
mengkonstruk makna pada realitas sosial sehingga terjadilah pertarungan wacana

demi dapat menguasai dan menghegemoni khalayak atas nilai-nilai tertentu.

E. Konsep Hegemoni dalam Pemberitaan di Media Massa

Teori media-marxist mengasumsikan masyarakat sebagai suatu dominasi
kelas dan media sebagai arena pertarungan ideologi berbaga pandangan kelas.
Media memiliki kerangka interpretasi yang sesuai dengan budaya dominan.
Khalayak media sendiri terkadang melegitimasi kerangka tersebut karena khal ayak

berada daam posis tidak siap terhadap sistem makna dternatif yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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memungkinkan bagi khalayak untuk menolak definisi yang ditawarkan oleh media
secara konsisten.?*

Para teoritis marxist setuju bahwa media massa memiliki kekuatan
ideologi, meski memang tidak dipungkiri adanya perbedaan pada sifat kekuatan itu
sendiri. Misalnya fundamentalissmarxist yang menyatakan bahwa ideologi
dipandang sebagai kesadaran semu yang merupakan hasil dan emulasi ideologi
dominan, tentu berbeda dengan Althusserian-marxist yang menyatakan bahwa
ideol ogi merupakan representasi hubungan imajiner antaraindividu dengan realitas
dan memiliki eksistensi material .?®

Setidaknya terdapat perbedaan mazahab pemikiran dalam teori media-
marxist yang menjadi bahan kajian para peneliti. Misalnya seperti pendapat
Michael Gurevtich dan koleganya menyebutkan ada tiga paradigma yang bersaing:
strukturalis, ekonomi politik dan kulturalis.?® Secara umum, Althusserian-marxist
termasuk dalam strukturalis yang analisisnya berfokus pada artikulas internal atas
signifikans atas sistem dari suatu media. Sedangkan ekonomi politik —biasa juga
disebut fundamentalis-marxist— melihat ideologi sebagai subordinat dari basis
ekonomi, sehingga menempatkan kekuatan media dalam proses ekonomi dan
struktur produksi media. Dan yang terakhir adalah kulturalis-marxist yang salah

satunya direpresentasikan oleh Stuart Hall dimana paradigma ini melihat media

2 Zulfebriges, “Teori Media-Marxist: Sebuah Pengantar”, Mediator, Vol. 4, No. 1 (2003), 80.

% Louis  Althusser, “ldeology and Ideological  State  Appartuses”,  dalam
http://www.spc.uchicago.edu/

% Michagl Gurevitch, Tony Bennet, James Curran & Janet Woollacott (Ed.), Culture, Society and
the Media Part. 1 ‘Class, Ideology and the Media’ (London: Methuen, 1982), 8.
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massa sebagai kelompok pengaruh yang berkekuatan besar dalam membentuk
kesadaran publik.?’

Dalam penelitian ini, paradigma media-marxist yang paling tepat untuk
digunakan pada analisis wacana mengenai Muktamar NU dengan Muktamar
Muhammadiyah yang merupakan dikotomi antaraideol ogi islam tradisional dengan
isam moderat adalah paradigma strukturalis. Hal ini didasarkan atas alasan,
pertama, bahwa pertarungan wacana mengenai tradisional dengan moderat dalam
panggung media tidak didasarkan atas determinisme terhadap kepentingan
ekonomi. Kedua, meski memiliki kemiripan dengan paradigma kulturalis tetapi
kulturalis lebih menekankan pada pengalaman nyata dari sub-kelompok dalam
masyarakat dan mengkontekstualisasikan media dalam masyarakat yang dilihat
sebagal ekspres totalitas yang kompleks —dimana hal ini tidak terdapat dalam
fenomena pertarungan wacana Muktamar NU dengan Muktamar Muhammadiyah
yang hanyaterjadi di panggung media—.

Setidaknya ada dua ilmuwan yang dapat merepresentasikan paradigma
strukturalissmarxist, yakni Antonio Gramsci dengan konsep hegemoninya dan
Michel Foucault dengan konsep kekuasaannya. Keduanya memandang wacana
yang disampaikan oleh media senantiasa menghegemoni dan menguasai khal ayak
dan membentuk suatu kebenaran atas pengetahuan khalayak. Berikut pandangan

duailmuwan tersebut:

27 Daniel Chandler, “Marxist Media Theory”, dalam http://cym.ie/
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1. Antonio Gramsci dan Hegemoni

Hegemoni dalam pengertian tradisional, memiliki arti sebagal sistem
kekuasaan, atau dominasi politik. Hegemoni menurut Gramsci bukanlah hubungan
dominas menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan
menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.?® Istilah tersebut dalam tradisi
Marxisme diperluas ke arah pengertian hubungan kekuasaan di antara kelas-kelas
sosial, khususnya kel as berkuasa (ruling class). Pemahaman dan penerapan konsep
hegemoni tampak jelas bahwa, —baik dalam Marxisme maupun tradisi
sebelumnya— istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan fenomena kekuasaan
politik.?°

Antonio Gramsci —seorang pemikir Italia— mengembangkan pengertian
hegemoni secara lebih luas dan mendalam. Kata hegemoni dalam perspektif
Gramsci tidak hanya digunakan untuk menjelaskan relasi antar kelas politik (ruling
class), tetapi juga mengungkapkan relasi sosial yang lebih luas, termasuk relas
komunikasi dan media. Konsep hegemoni di samping menjelaskan dominasi politik
lewat kekuatan, tetapi yang lebih penting melalui kepemimpinan intelektual dan
moral .*°

Bagi Gramsci, ideologi |ebih dari sekedar sistem ide. |lamembedakan antara
sistem yang berubah-ubah (arbitrary systems) yang dikemukakan oleh intelektual

dan filsuf tertentu, dan ideologi organik yang bersifat historis (historically organic

% Roger Simon, Gagasan Gagasan Politik Gramsci (Y ogyakarta: Insist, 1999), 19.

2 John C. Raines, Marx tentang Agama (Jakarta: Teraju, 2003), Xxvii-xxviii.

% peter Beilharz, Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 205-206.
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ideologies), yaitu ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosia tertentu.®! |deol ogi
bukan fantas perseorangan, namun terjelma dalam cara hidup kolektif
masayarakat.

Gramsci berpendapat bahwa dominasi kekuasaan diperjuangkan di samping
dengan kekuatan senjata, juga melalui penerimaan publik. Penerimaan publik yang
dimaksud Gramsci, yaitu diterimanya ide kelas berkuasa oleh masyarakat luas,
yang diekspreskan melalui apa yang disebut sebagai mekanisme opini
publik—khususnya |ewat media massa (koran, televisi dan sebagainya).

Pembentukan opini publik, oleh sebab itu merupakan hal yang sangat sentral
dalam prinsip hegemoni, yang memerlukan mediasi berupa ruang publik. Dalam
kaitannya dengan penciptaan ruang publik ini, Gramsci menganggap penting
adanya institusi, yang berperan dalam mengembangkan dan menyebarluaskan
hegemoni ideologi. Gramsci menyebut institusi dan strukturnya sebagai alat
hegemoni, seperti sekolah, magjid, gergja, media massa. Sesuai dengan namanya,
alat hegemoni ini dapat digunakan untuk mensosialisasikan dan mempertahankan
ide-ide, atau ideologi hegemonik.®

M edia massa—sebagai sebuah bagian dari ruang publik, yang di dalamnya
bahasa dan simbol-simbol diproduksi dan disebarluaskan— tidak dilihat oleh
Gramsci sebagal sebuah aat hegemoni yang bersifat pasif semata. Media massa

membentuk sebuah ruang tempat berlangsungnya perang bahasa, atau perang

3L Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik,
dan Analisis Framing (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 65.

%2 Peter Beilharz, Teori-Teori Sosial, 207.

3 Yasraf Amir Piliang, Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika (Y ogyakarta:
Jalasutra, 2004), 136.
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simbol untuk memperebutkan penerimaan publik atas gagasan ideologis yang
diperjuangkan. Suatu ide hegemonik pasti akan mendapatkan tantangan dari
berbagai hegemoni tandingan lainnya.3*

Dalam upaya memperebutkan penerimaan publik, kekuatan bahasa dan
kekuatan ssimbol mempunyai peranan yang sangat penting di dalam prinsip
hegemoni. Gramsci melihat bahwa, makna (meaning) dan nilai (value) dominan
yang dihasilkan lewat berbagai media, sangat menentukan pembentukan proses
dominasi sosia itu sendiri. Meskipun demikian di dalam prinsip hegemoni, bahasa,
makna, dan nilai dominan tersebut tidak pernah berada dalam kondis stabil. la
selau dipertanyakan, digugat, ditentang dan dilawan lewat berbagai bentuk
perjuangan politik pertandaan.®

Menurut Gramsci kelompok terbagi menjadi dua cara, yaitu dominasi dan
kepemimpinan intelektual. Hegemoni menunjuk kepada kuatnya pengaruh
kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual, yang membentuk sikap
kelompok yang dipimpin. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan
menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan
ideologi.®

2. Miché Foucault dan Kekuasaan

Pengetahuan dan kekuasaan adalah konsep Foucault yang menarik, karena

Foucault mendefinisikan kuasa agak berbeda dengan para ahli yang lain. Kuasa

oleh Foucault tidak diartikan “kepemilikan”. Kuasa, menurut Foucault tidak

34 Peter Beilharz, Teori-Teori Sosial, 203.

% Risieri Frondizi, Pengantar Filsafat Nilai (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) 129.

3% Roger Simon, The Paradoxical Practice of Zakhor: Memories of “what has never been my fault
for my deed.” (Lanham: Rowman & Littlefield, 2000), 20.
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dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup tertentu di mana ada banyak
posisi yang secara strategis berkaitan satu samalain.®’ Selain itu Foucault jugatidak
membatasi arti kekuasaan pada konteks kenegaraan seperti Gramsci, tetapi
Foucault justru memperluas arti kekuasaan pada tataran individu atau subjek yang

lebih kecil.

7Y oce Aliah Darma, Analisis Wacana Kritis dalam Multiprespektif (Bandung: PT Refika Aditama,
2014), 115.
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METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Pendlitian

Penelitian ini merupakan kajian terhadap analisis is media (content

analysis) dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis wacanakritis

(critical discourse analysi’CDA). Analisis wacanakritis menggunakan pandangan

kritis menekankan pada multilevel analisis yang menghubungkan analisis pada

jenjang mikro (teks) dengan jenjang meso dan makro dengan mengacu kerangka

analisis wacanakritis dari Fairclough.!

Tabel 111.1 Level Analisis Wacana KritisModel N. Fairclough

No Tingkatan Unit Analisis Metode
1 | Teks Teks berita Critical linguistics
2 | Discourse practice | Praktik produks dan | Wawancara mendalam
News room konsumsi berita
3 | Sociocultural practice | Nilai-nila yang | Studi pustaka,
sgjarah berkembang di tengah | penelusuran
masyarakat

Daam level andlisis mikro (teks) penulis akan mengumpulkan data-data

dalam bentuk berita dengan melakukan analisis dengan metode analisis teks sesuai

! Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media (Y ogyakarta: LKiS, 2001), 288-230.
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dengan pendekatan yang dikemukakan Fairclough. Teks bukan hanya
menampilkan bagai mana suatu objek digambarkan tetapi juga bagaimanahubungan
antarobjek didefenisikan. Untuk menguraikan teks dapat dilakukan analisa dengan
melihat tiga unsur yang ada dalam setiap teks (lihat Tabel 111.1 Level Analisis

Wacana Kritis Model N. Fairclough).?

Tabel 111.2 Unsur Teks Model N. Fairclough
Unsur Yang Ingin Dilihat

Representasi | Bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apa

pun ditampilkan dan digambarkan dalam teks.

Relasi Bagaimana hubungan antara wartawan, khalayak, dan partisipan

berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks.

Identitas Bagaimana identitas wartawan, khaayak, dan partisipan berita

ditampilkan dan digambarkan dalam teks.

Representasi pada dasarnyaingin melihat bagaimana seseorang, kel ompok,
tindakan, kegiatan ditampilkan dalam teks. Representasi itu dapat dilihat dalam
anak kalimat dan gabungan atau rangkaian antar anak kalimat. Representasi dalam
anak kalimat berkaitan dengan bahasa yang dipakai, pada tingkat kosakata
(vocabulary) yang menunjukkan bagaimana sesuatu dimasukkan dalam sautu
kategori. Sedangkan pada tingkat tata bahasa (grammar) untuk menampilkan

apakah tata bahasa ditampilkan dalam bentuk proses ataukah partisipan. Sedangkan

2 Eriyanto, Analisis Wacana, 288-230.



representasi dalam kombinasi anak kalimat adalah untuk melihat pengertian yang
didapat dari gabungan anak kalimat satu dengan anak kalimat lain sehingga
mempunya arti atau disebut koherensi lokal. Pada titik tertentu, koherensi dapat
menunjukkan ideologi dari s pemakai bahasa. Koherensi antaranak kalimat
mempunyai beberapa bentuk yakni elaborasi (memperjelas), perpanjangan dan
mempertinggi. Representasi dalam rangkaian antarkalimat yakni bagaimana dua
kalimat atau lebih disusun dan dirangkai. Aspek pentingnya adalah apakah
partisipan dianggap mandiri ataukah ditampilkan memberikan reaks dalam teks
berita.

Relas yang dimaksudkan Fairclough dalam analisis teks berhubungan
dengan bagaimana partisipan dalam media berhubungan dan ditampilkan dalam
teks. Media dipandang sebagai arena sosial, dimana semua kelompok, golongan
dan khalayak yang ada dalam masyarakat saling berhubungan dan menyampaikan
versi pendapat dan gagasannya masing-masing. Menurut Fairclough, ada tiga
kategori partisipan utama dalam media, yakni; wartawan (termasuk reporter dan
redaktur), khalayak media dan partisipan publik (termasuk politisi, tokoh
masyarakat, pengusaha, artis, ilmuwan dan sebagainya). Pengertian tentang
bagaimana relasi itu dikonstrukss dalam media adalah bagian penting dalam
memahami pengertian umum relasi antara kekuasaan dan dominasi dalam

masyarakat yang berkembang.*

3 Eriyanto, Analisis Wacana, 288-230.
41bid
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Aspek identitas dalam teks adalah untuk melihat bagaimana identitas
wartawan ditampilkan dan dikonstruksi dalam teks pemberitaan. Identitas ini akan
menentukan bagaimana teks itu dibuat, bagaimana pertanyaan digjukan kepada
narasumber dan bagaimana bahan-bahan itu ditulis ke dalam teks berita. Identitas
ini bukan hanya dikaitkan dan dilekatkan kepada wartawan tetapi juga bagaimana
partisipan publik diidentifikasi, dan juga bagaimanakhalayak diidentifikasi. Selain
ketiga unsur tersebut di atas.®

Data dari temuan analisis di tingkat teks itu akan dianalisa ke tingkat meso
pada level discourse practice dengan melakukan wawancara mendalam dengan
pengelola harian Tempo yang menjadi unit analisis penelitian terkait proses
pembuatan teks. Menurut Fairclough, analisis discourse practise memusatkan
perhatian pada bagaimana produksi dan konsums teks. Menurut Fairclough teks
dibentuk lewat suatu praktik diskursus yang menentukan bagaimana teks
diproduksi.®

Sedangkan untuk level makro (sociocultural practice), peneliti juga akan
mengeksploras lebih jauh mengenai kecendrungan media dalam mengkonstruksi
berita Muktamar NU dan Muktamar Muhammadiyah melalui studi pustaka.
Analisis sociocultural practice didasarkan atas asumsi bahwa konteks sosia yang
ada di luar media mempengaruhi bagaimana wacana dimunculkan oleh media.
Meski tidak berhubungan langsung dengan produksi teks, socioculutral practice

dipandang mempengaruhi bagaimana sebuah teks diproduksi dan dipahami. Ada

5 Eriyanto, Analisis Wacana, 288-230.
% 1bid
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dua sisi dalam praktik diskursus itu, yakni produks teks (di pihak media) dan
konsumsi teks (di pihak khalayak). Keduanya saling berhubungan dan melibatkan
tiga aspek penting dalam praktik diskursus untuk memproduksi wacana berita.
Pertamadari sisi wartawan itu sendiri. Kedua, dari sisi bagaimana hubungan antara
wartawan dengan struktur organisasi media, baik dengan sesama redaksi maupun
bidang lainnya dalam satu media. Ketiga, praktik kerja/rutinitas kerjadari produksi
berita, mulai dari pencarian berita, penulisan, editing hinggamuncul sebagai tulisan
di media. Analisis pada ruang redaksi menarik bukan hanya untuk mengetahui
bagaimana berita dibuat. Lebih dari itu untuk mengetahui pertarungan yang terjadi
dalam ruang redaksi untuk menentukan berita yang diangkat. Sebab pekerjaan
redaks harus dipahami sebagai kerja kolektif dan tigp bidang atau bagian
mempunyai kepentingan dan orientasi yang mungkin saja berbeda sehingga teks
berita yang muncul pada hakikatnya adalah hasil negosiasi dalam ruang redaksi.’
Fairclough menjelaskan bahwa praktik itu tidak terjadi secara langsung
melainkan dimediasi oleh discourse practice. Medias itu meliputi, pertama
bagaimana teks diporduksi dan kedua bagaimana khalayak mengkonsumsi teks
tersebut. Pada analisis level sociocultural practice, Fairclough membuat tiga level
analisis yakni situasional, institusional dan sosial. Situasional maksudnya setiap
teks dihasilkan dalam suatu kondisi atau suasana yang khas dan unik sehingga suatu
teks bisajadi berbeda dengan teks yang lain. Sedangkan level institusiona artinya
melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi dalam praktik produks wacana.

Institusi itu bisa jadi berasal dari internal media sendiri ataupun eksternal media.

7 Eriyanto, Analisis Wacana, 288-230.
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Salah satunya adalah ekonomi media yang berpengaruh terhadap produksi beritadi
media yang pada gilirannya akan mempengaruhi wacana dalam pemberitaan.
Pengaruh itu bisa jadi datang dari mitra iklan yang selama ini turut memberikan
andil dalam kelangsungan media. Kemudian, khalayak pembaca yang dapat dilihat
dari oplah yang juga memberikan kontribusi terhadap pemasukan media. Selain itu
juga persaingan media dalam rangka merebut pangsa pasar khalayak dan mitra
iklan. Terakhir adalah intervensi dari kepemilikan atau modal yang terkadang
membuat media menjadi tidak sensitif terhadap berita yang ada hubungannya
dengan pemilik atau pemodal. Selain ekonomi, institusi lain yang berpengaruh
adalah politik. Pertama, adalah institusi politik yang mempengaruhi kehidupan dan
kebijakan yang dilakukan media. Institusi politik yang dimaksud memang tidak
berpengaruh langsung terhadap produksi berita namun menentukan seperti apa
suasana ruang redaksi saat memutuskan apakah sebuah peristiwa akan diberitakan
atau tidak, apakah berita tersebut akan dipotong atau tidak. Tentu pada akhirnya
berita yang ditampilkan adalah hasil negosiasi dan pertarungan yang berlangsung
di ruang redaksi. Pengaruh institusi redaksi ini juga dapat dilihat dengan adanya
regulasi terhadap produksi berita yakni peraturan yang membatasi apa yang boleh
diliput dan apa yang tidak boleh diliput. Kedua, institusi politik dalam arti media
menjadi alat oleh kekuatan politik tertentu di masyarakat. Sebab media dapat
menjadi aat bagi kelompok-kelompok tertentu yang dominan di masyarakat untuk
memarjinalkan kelompok yang lain. Media yang menjadi alat oleh kelompok
tertentu ini dapat dikatakan sebagai media partisan yang memang sengaja dibentuk

untuk mendukung kelompok atau kekuatan tertentu dimasyakarat serta
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kepentingan-kepentingan lainnya. Level ketiga dari analisis sociocultural practice
adalah sosial. Menurut Fairclough, dalam level sosial, budaya masyarakat ikut
menentukan perkembangan wacana media. Aspek sosia yang dimaksud lebih
mengarah pada aspek makro seperti sistem politik, sistem ekonomi atau sisitem
budaya masyarakat secara keseluruhan. Sistem itu menentukan siapa yang
berkuasa, nilai-nilai apa yang dominan dalam masyarakat dan bagai mana kel ompok

yang berkuasa itu mempengaruhi masyarakat melalui media.®

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemberitaan mengenai M uktamar
NU dan Muktamar Muhammadiyah di harian Tempo sejak tanggal 1 Agustus 2015
hingga 7 Agustus 2015 berjumlah 21 (dua puluh satu) artikel dengan spesifikasi 10
(sepuluh) berjenis berita dan 11 (sebelas) berjenis opini/ tajuk rencana. Berikut ini

adalah judul artikel yang menjadi unit analisis peneliti:

Tabel 111.3 Judul Artikel dalam Harian Tempo yang Diteliti
Edis Judul Artikel

1 Agustus 2015 | Tidak ada artikel.

2 Agustus 2015 | Tidak ada artikel.

3 Agustus2015 | @ Muktamar NU Memanas.

b) Tiga Calon Berebut Ketua Umum PBNU.

¢) PanitiaMuktamar Dinilai Paksakan Sistem Ahwa.
4 Agustus 2015 | @ Tangisan Gus Mus Selamatkan NU.

b) Bersaing di Pemungutan Suara Langsung.

8 Eriyanto, Analisis Wacana, 288-230.
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5Agustus2015 | @ Penebar Isu Politik Uang Mendadak Bungkam.

b) Muhammadiyah Diminta Geluti Politik Praktis.

6 Agustus 2015 | a NU Pecah.

b) AHWA Tunjuk MustofaBisri jadi Rais Aam.

¢) Muhammadiyah Pilih 13 Nama Formatur.

7 Agustus 2015 | @) Haedar Nasir Pimpin Muhammadiyah.

b) Haedar Ikuti Jejak Ahmad Dahlan.

¢) Kubu Gus Solah Menggugat, Said Aqil Berharap Ilah.
Sumber: harian Tempo, diolah oleh pendliti.

Idealnya penelitian ini, merujuk kepada paradigma defenisi sosia yang
menjadi acuan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dilakukan
dengan cara observasi untuk memahami realitas yang hendak diteliti. Namun hal
itu tidak mungkin dilakukan karena penelitian dilakukan terhadap sesuatu yang
telah terjadi. Selain itu, metode observas juga memiliki kelemahan karena dapat
mengganggu spontanitas tindakan serta kewgaran dari sikap s aktor yang
diselidiki. Sebagal gantinya, untuk pengumpulan data primer dengan cara:

1. Dokumentasi pemberitaan harian Tempo atas Muktamar NU ke-33 dan
Muktamar Muhammadiyah ke-47 dari tanggal 1 Agustus 2015 hingga
tanggal 7 Agustus 2015. Dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara
membeli koran Tempo dalam bentuk pdf langsung dari websitenya.

2. Melakukan wawancara dengan wartawan harian Tempo yang secara
spesifik menulis dan terlibat aktif dalam penulisan artikel tersebut (lihat
Tabel 111.3 Judul Artikel dalam Harian Tempo yang Ditdliti), yakni

Ishomuddin sebagai salah satu dari tiga wartawan yang ditugaskan untuk
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meliput Muktamar NU ke-33 di Jombang, dan Aan Pranata sebagai salah
satu dari dua wartawan yang ditugaskan untuk meliput Muktamar
Muhammadiyah ke-47 di Makassar.
Wawancara dengan Ishomuddin penulis lakukan via telepon, mengingat
jarak penulis dengan narasumber tidak satu kota ditambah lagi saran dari
narasumber tidak perlu bertemu cukup dengan telepon sehingga penulis
putuskan untuk wawancara melaui telepon. Wawancara dengan
Ishomuddin sudah penulis lakukan pada hari Jum’at tanggal 20 Mei 2016
sekitar jam 08.00 WIB hinggajam 09.00 WIB.
Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder, peneliti akan melakukan
studi literatur melalui jurnal, artikel, atau refrensi lain yang berkenaan dengan

masal ah penelitian.

C. Teknik Analisis Data

Berdasarkan kerangka analisis wacana kritis Fairclough diperlukan teknik
analisa data untuk menemukan hubungan antata analisis teks pada level mikro,
discourse practice pada level meso dan konteks yang lebih besar (sociocultura
practise). Padatahapan analisistentunyaketiga (mikro, meso dan makro) dilakukan
secarabersama, yakni menggunakan metode analisisteks untuk level mikro, hingga
melakukan wawancara mendalam dengan awak media untuk analisis pada level

meso dan wawancara mendalam dengan pakar komunikasi dan politik serta studi
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literatur untuk level makro. Untuk itu keperluan teknik analisis dilakukan dalam
tiga tahapan.®

Pertama deskripsi, yakni menguraikan isi dan analisis secara deskriptif atas
teks tanpa dihubungkan dengan aspek lain. Kedua interpretasi, yakni menafsirkan
teks dan dihubungkan dengan praktik wacana yang dilakukan. Artinya teks tidak
lagi dianalisis secara deskriptif melainkan ditafsirkan dengan menghubungkannya
dengan bagaimana proses produksi teks dihasilkan. Ketiga ekplanasi, bertujuan
untuk mencari penjelasan atas hasil penafsiran pada tahap interpretasi. Artinya
peneliti akan mencoba mencari penjelasan dengan cara menghubungkan produksi

teks dengan praktik sosioculutral dimana media berada.*®

9 Eriyanto, Analisis Wacana, 288-230.
10 1bid



BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Profil dan Sgarah Singkat
1. Muktamar NU ke-33

Tidak banyak yang tahu bahwa Muktamar NU ke-33 sebenarnya tidak
dimulai pada tanggal 1 Agustus 2015, melainkan sudah dimulai sgjak 28 Maret
2015. Agenda Muktamar NU ke-33 dimulai pada tanggal 28-29 Maret 2015 di
Y ogyakarta dengan pembahasan Bahtsul Masail Pra-Muktamar. Agenda kedua
diadakan pada tanggal 9-10 April 2015 di Lombok dengan agenda pembahasan
penguatan NU melalui sistem Ahlul Halli wal Aqdi. Agenda ketiga diadakan pada
tanggal 22-23 April 2015 di Makassar dengan agenda pembahasan Islam Nusantara
sebagal Mutamaddin menjadi tipe ideal dunia Islam. Agenda keempat diadakan
pada tanggal 17-18 Mei 2015 di Medan dengan agenda pembahasan Kedaulatan
dan Pemerataan Ekonomi (Konsep dan Perundang-undangan). Agenda kelima
diadakan pada tanggal 27-28 Mei 2015 di Jakarta dengan agenda pembahasan
konsep dan strategi penguatan serta pengembangan Aswagja Diniyyan wa
Ijtima’iyyan. Agenda keenam diadakan pada tanggal 1 Juni 2015 di Jakarta dengan
agenda pembahasan apel akbar bela negara. Dan agenda terakhir barulah diadakan
padatanggal 1-5 Agustus 2015 di Jombang terkait puncak acara muktamar NU.*

Penanggung jawab muktamar terdiri 6 (enam) orang, yakni KH. A. Mustofa

Bisri, KH. Said Aqil Siroj, KH. As’ad Said Ali, KH. A. Malik Madaniy, KH.

1 Anonymous, “Agenda”, dalam http://muktamar.nu.or.id/agenda/

42
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Marsudi Syuhud, dan H. Bina Suhendra. Sedangkan jabatan ketua steering
committee dipegang oleh KH. Slamet Effendy Y usuf, dan jabatan ketua organizing

committee dipegang oleh H. M. Imam Aziz.?

2. Muktamar Muhammadiyah ke-47

Tanwir Muhammadiyah tahun 2015, dilangsungkan pada 1-2 Agustus 2015.
Tanwir diawali dengan pembukaan sekaligus Pidato Iftitah Ketua Umum Pimpinan
Pusat Muhammadiyah, kemudian dilanjutkan dengan Pemilihan Calon Tetap
Anggota PP Muhammadiyah periode 2015-2020 pada Sidang Pleno |. Selanjutnya
penjelasan tentang arah dan materi Muktamar ke-47 Muhammadiyah pada Sidang
Pleno |, Sabtu, 1 Agustus 2015.

Sidang Pleno 111 digelar pada hari kedua, Ahad, 2 Agustus 2015, dengan
agenda Penetapan Calon Tetap Anggota PP Muhammadiyah periode 2015-2020,
dan selanjutnya penutupan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah. Muktamar ke-
47 Muhammadiyah dan Muktamar ke-47 Aisyiyah, dilangsungkan di Lapangan
Karebos Makassar, Senin, 3 Agustus 2015, dan dibuka oleh Presiden RI, Joko
Widodo.

Selanjutnya sidang-sidang Muktamar Muhammadiyah dilaksanakan di
Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, termasuk pemilihan
anggota PP Muhammadiyah periode 2015-2020, pada Rabu, 5 Agustus 2015.
Sedangkan sidang-sidang Muktamar Aisyiyah dilaksanakan di Balai prajurit TNI

Jend. M. Jusuf, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar.

2 Anonymous, “Panitia”, dalam http://muktamar.nu.or.id/panitia/



Penutupan Muktamar ke-47 Muhammadiyah dan Muktamar ke-47 Aisyiyah
dilangsungkan di Kampus Unismuh Makassar, dan ditutup oleh Wakil Presiden RI,

Jusuf Kalla.

3. Harian Tempo

Edis pertama Tempo bukanlah koran melainkan majalah yang diterbitkan
pada 6 Maret 1971 dengan Goenawan Mohamad sebagai Pemimpin Redaksi.
Terbitnyaedisi tersebut tidak bisalepas dari peran prakarsa sekumpulan anak muda
pada tahun 1969, antara lain yaitu Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Christianto
Wibisono dan Usamah, dan awalnya majalah itu bernama "Ekspres'.> Namun
dikarenakan adanya perbedaan prinsip antara jgjaran redaksi dan pihak pemilik
modal utama, maka Goenawan dan kelompoknya keluar dari Ekspres pada tahun
1970.

Dalam waktu yang kurang lebih sama, Harjoko Trisnadi sedang mengalami
masalah. Majalah Djgja, milik Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota (DK1) , yang
dikelolanya sgiak 1962 macet terbit. Menghadapi kondisi tersebut, karyawan Djagja
menulis surat kepada Gubernur DKI saat itu, Ali Sadikin, meminta agar Djga
diswastakan dan dikelola Yayasan Jaya Raya, sebuah yayasan yang berada di
bawah Pemerintah DKI. Lalu terjadi rembugan tripartite antara Y ayasan Jaya Raya,

yang dipimpin Ir. Ciputra orang-orang bekas majalah Ekspres, dan orang-orang

3 Anonymous, “Sejarah TEMPO?”, dalam http://korporat.tempo.co/tentang/sejarah
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bekas majalah Djgja. Disepakatilah berdirinyamajalah Tempo di bawah PT. Grafiti
Pers sebagai penerbitnya.*

Dan padatahun 1971, dengan peran serta dari Harjoko Trisnadi, Fikri Jufri,
Lukman Setiawan, dan Bur Rasuanto, Goenawan yang kemudian dianggap sebagai
"pendiri”, menerbitkan majalah Tempo untuk pertama kalinya.®

Pemakaian nama Tempo, tidak |epas dari saran dari para pengecer. Di mana
kataini mudah untuk diucapkan dan memiliki jarak penerbitan yang cukup longgar,
yakni mingguan. Selain itu, namanya, dianggap mirip-mirip dengan majalah
terkenal dari Amerika, Time.® Dengan rata-rata umur pengelolayang masih 20-an,
ia tampil beda dan diterima masyarakat. Dengan mengedepakan peliputan berita
yang jujur dan berimbang, serta tulisan yang disgjikan dalam prosa yang menarik
dan jenaka, maalah ini diterima masyarakat.

Pada tahun 1982, untuk pertama kalinya majalah ini dibredel, karena
dianggap terlalu tgjam mengkritik rezim Orde Baru dan kendaraan politiknya,
Golkar. Saat itu tengah dilangsungkan kampanye dan prosesi Pemilihan Umum.
Tapi akhirnya diperbolehkan terbit kembali setelah menandatangani semacam
"janji" di atas kertas segel dengan Ali Moertopo, Menteri Penerangan saat itu
(zaman Soeharto ada Departemen Penerangan yang fungsinya, antara lain

mengontrol pers)’.

4 Anonymous, “ Tempo (majalah), dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Tempo_(majalah)

5 Janet Steele, War Within: the story of Tempo, an independent magazine in Soeharto’s Indonesia
(t.tt: PT. Equinox Publishing Indonesia, 2005).

& Anonymous, “Sejarah TEMPO”, dalam http://korporat.tempo.co/tentang/sejarah

" 1bid.
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Makin sempurna mekanisme internal keredaksiannya, makin mengental
semangat jurnalisme investigasinya. Maka makin tgjam pula daya kritik Tempo
terhadap pemerintahan Soeharto yang sudah sedemikian melumut. Puncaknya,
pada Juni 1994, untuk kedua kalinyamajalah ini dibredel oleh pemerintah, melalui
Menteri Penerangan Harmoko. la dinilai terlalu keras mengkritik Habibie dan
Soeharto ihwal pembelian kapal kapa bekas dari Jerman Timur. Laporan ini
dianggap membahayakan "stabilitas negara’, di mana laporan utama membahas
keberatan pihak militer terhadap impor oleh Menristek BJ Habibie. Sekelompok
wartawan yang kecewa pada sikap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI1) yang
menyetujui pembredelan Tempo, Editor, dan Detik, kemudian mendirikan Aliansi
Jurnalis Independen (AJI).

Selepas Soeharto lengser pada Mel 1998, mereka yang pernah bekerja di
Tempo -dan tercerai berai akibat bredel- berembuk ulang. Mereka bicara ihwal
perlu-tidaknya majalah Tempo terbit kembali. Hasilnya, Tempo harus terbit
kembali. Maka, sgjak 12 Oktober 1998, majalah Tempo hadir kembali.®

Untuk meningkatkan skaladan kemampuan penetrasi ke bisnisduniamedia,
maka pada tahun 2001, PT. Arsa Raya Perdanago public dan menjual sahamnyake
publik dan lahirlah PT Tempo Inti Media Tbhk. (PT.TIM) sebagai penerbit majalah
Tempo -yang baru.- Pada tahun yang sama (2001), lahirlah Koran Tempo yang

berkompetisi di media harian.

8 Anonymous, “Sejarah TEMPO?”, dalam http://korporat.tempo.co/tentang/sejarah
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B. Temuan Data dalam Pemberitaan
1. Temuan Data Makna Teks Pemberitaan

a. Pemberitaan pertama berjudul “Muktamar NU Memanas”

Representasi dalam anak kalimat - Beberapa data terkait tentang
representasi dalam anak kalimat dapat digambarkan dari kosakatayang dipilih, tata
bahasa dan metafora yang digunakan. Pertama, berikut ini adalah beberapa kosa
kata yang digunakan dalam pemberitaan pertama terkait judul Muktamar NU
Memanas.

“Diwarnal peserta gelap dan tudingan intimidasi.” “Kian memanaskan
persaingan. Panitia terpaksa mendaftar secara manual.” “Membuktikan adanya
penyusup.” “Kepentingan parpol yang bermain dan cari untung.” “Bersaing
dengan inkumben.” “Praktek intimidas dikeluhkan.” “Pengurusan kartunya akan
diulur.” “Peserta ramai-ramai memprotes.” “Menampik soal adanya perbedaan
perlakuan.” “Tak ada kemarahan atau intrik politik di kalangan muktamirin.”
“Terlalu dipaksakan bila sistem ahwa diputuskan.”

Kedua, terkait dengan tata bahasa yang digunakan berdasarkan teori
terdapat 4 (empat) pola tata bahasa dengan konsekuensi pemaknaan masing-
masing, yakni tindakan, peristiwa, keadaan, dan proses mental.

Dalam pemberitaan pertama, setidaknya terdapat 4 (empat) anak kalimat
yang ditampilkan menggunakan tata bahasa tindakan, yakni diantaranya adalah (a)
para peserta gelap itu memegang kartu anggota muktamar yang bukan diterbitkan
oleh panitia. (b) Kandidat Ketua Umum PBNU KH Salahudin Wahid menyatakan

munculnya peserta gelap itu membuktikan adanya penyusup, yang ia duga dari
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partai politik, di muktamar tersebut. (c) Gus Solah akan bersaing dengan inkumben
Said Aqil Siroj, Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali, dan mantan Ketua NU
Jawa Tengah Muhammad Adnan menjadi Ketua Umum Tanfidziyah NU. Gus
Solah sempat diisukan mundur, namun ia membantah. (d) Sikap panitia baru
berhenti ketika sebagian besar peserta ramai-ramai memprotes.

Sedangkan terdapat 5 (lima) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan
tata bahasa peristiwa, yakni diantaranya adalah (@) menurut Baihagi, panitia
pendaftaran menanyakan kesediaan peserta mengikuti proses pemilihan Rais Aam
melalui metode ahlul halli wal ‘aqdi (ahwa) alias musyawarah untuk mufakat,
bukan pemungutan suara; (b) ketua Steering Committee Muktamar, Slamet Effendi
Yusuf, menampik soal adanya perbedaan perlakuan; (c) adapun Ketua Panitia
Daerah Muktamar Syaifullah Y usuf memastikan tak ada kemarahan ataupun intrik
politik di kalangan muktamirin; (d) calon Ketua Umum PBNU As’ad Ali mengaku
tak tahu adanyaintimidasi dari panitia kepada peserta akibat perdebatan soa ahwa;
(e) sabtu lalu, Ketua Muslimat Nadhlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa,
menila terlalu dipaksakan bila sistem ahwa diputuskan dan diberlakukan saat ini
pula.

Lebih lanjut terdapat 3 (tiga) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan
tata bahasa keadaan, yakni diantaranyaadalah (a) munculnyakartu yang mirip kartu
adi itu membuat panitia terpaksa mendaftar secara manual. Ada 400 cabang,
dengan satu suara setiap cabang, yang harus diverifikas ulang; (b) Sedangkan
praktek intimidasi dikeluhkan oleh Khotib Syuriah Pengurus Cabang NU

Grobogan, Jawa Tengah, KH Mohammad Baihagi; dan mantan Ketua PBNU, Andi
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Jamaro Dulung; (c) bagi yang setuju atau menyerahkan formulir ahwa, kata Andi,
mendapat kartu dengan barcode. Y ang tak menyerahkan formulir ahwadiberi kartu
tanpaadabarcode. Baihagi menambahkan, bagi pesertayang tak setuju, pengurusan
kartunya akan diulur.

Terakhir setidaknya terdapat 2 (dua) anak kalimat yang ditampilkan
menggunakan tata bahasa proses mental, yakni diantaranya adalah (a) Muktamar
NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015, diwarnai munculnya peserta
gelap dan tudingan intimidasi; dan (b) duamasalah ini telah mengundurkan jadwal
sidang pembahasan tata tertib hingga lebih dari 12 jam, kemarin, dan kian
memanaskan persaingan pemilihan Rais Aam serta Ketua Umum Pengurus Besar
NU yang akan digelar Selasa besok.

Ketiga, terkait dengan metafora yang digunakan, penulis menemukan hanya
ada satu anak kalimat yang digambarkan menggunakan metaforayang positif yakni
anak kalimat yang berisi “memastikan tak ada kemarahan ataupun intrik politik.”
Sedangkan penulis menemui setidaknya terdapat 13 (tiga belas) anak kalimat yang
menggunakan metafora negatif, diantaranya adalah “Diwarnai munculnya peserta
gelap dan tudingan intimidasi.” “Dua masalah ini telah mengundurkan jadwal
sidang.” “Kian memanaskan persaingan pemilihan Rais Aam serta Ketum PBNU.”
“Panitia terpaksa mendaftar secara manua.” “Munculnya peserta gelap
membuktikan adanya penyusup.” “Banyak kepentingan parpol yang bermain dan
cari untung.” “Diisukan mundur.” “Praktek intimidas dikeluhkan.” “Pengurusan

kartunya akan diulur.” “Sebagian besar peserta ramai-rama memprotes.”
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“Menampik soa adanya perbedaan perlakuan.” “Mengaku tak tahu adanya
intimidasi.” “Terlalu dipaksakan bila sistem ahwa diputuskan dan diberlakukan.”

Representasi dalam kombinasi anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam kombinasi anak kalimat pada berita pertama ini dapat
digambarkan dari bagaimana dua fakta atau lebih dikombinasikan menjadi suatu
anak kalimat. Setidaknya terdapat empat bentuk kombinasi, yakni penjelas,
perpanjangan tambahan, perpanjangan kontras, dan mempertinggi.

Pertama, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk
kombinasi sebagal penjelas, diantaranya adalah (a) Kalimat munculnya peserta
gelap itu membuktikan adanya penyusup merupakan penjelas dari kalimat
mengenai adanya peserta gelap; dan (b) Kalimat panitia pendaftaran menanyakan
kesediaan pesertamengikuti pemilihan Rais Aam melaui ahwamerupakan penjelas
dari kalimat mengenai adanya tudingan intimidasi.

Kedua, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk kombinasi
sebagal perpanjangan tambahan, diantaranya adalah (a) Kalimat peserta gelap yang
memegang kartu bukan dari panitia ditambahkan dengan kalimat panitia terpaksa
mendaftar secaramanual dan kalimat ada 400 cabang yang perlu diverifikas ulang;
(b) Kaimat mendapat kartu dengan barcode dan tidak merupakan penjelas dari
kalimat panitia pendaftaran menanyakan kesediaan peserta; dan (c¢) Kaimat
dipaksakan bila sistem ahwa diputuskan diberlakukan merupakan tambahan dari
kalimat mengenai adanya praktek intimidasi.

Ketiga, lebih lanjut berikut ini adalah anak kalimat dengan bentuk

kombinasi sebagal perpanjangan kontras, yakni kalimat menampik adanya



51

perbedaan perlakuan dan kalimat tak ada kemarahan ataupun intrik politik
mengkontraskan kalimat mengenai adanya praktek intimidasi.

Keempat, dan terakhir, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan
bentuk kombinas sebagai mempertinggi, diantaranya adalah (a) Kaimat
kemunculan peserta gelap dan tudingan intimidasi dipertinggi oleh kalimat
pengunduran jadwal sidang dan kalimat kian memanaskan persaingan pemilihan
rais Aam; (b) Kaimat sikap panitia itu baru berhenti ketika peserta memprotes
mempertinggi kalimat mengenai adanya praktek intimidasi.

Representasi dalam rangkaian anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam rangkaian anak kalimat dapat digambarkan dari
kemandirian partisipan, prioritas awa dan akhir, serta bentuk dukungan antar
rangkaian anak kalimat.

Pertama, berikut ini adalah kemandirian partisipan yang digunakan dalam
berita pertama. Setidaknya penulis menemukan rangkaian anak kalimat terbanyak
dengan pola meringkas inti yang disampaikan aktor, yakni sebanyak 5 (lima)
rangkaian anak kalimat. Diantaranya adal ah:

1) Ketua Panitia, Imam Aziz, tentang peserta yang sudah punya kartu

padaha belum dibagi.

2) Kandidat Ketum PBNU Gus Solah, tentang peserta gelap adalah bukti

adanya penyusup.

3) Khotib Syuriah PCNU Grobogan Jateng, KH Moh Baihagi dan mantan

Ketua PBNU, Andi Jamaro Dulung; tentang praktek intimidasi panitia.
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4) Calon Ketum PBNU, As’ad Ali, tentang ketidaktahuannya atas

peristiwaintimidas dari panitia.

5) KetuaMuslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, tentang pemaksaan jika

sistem ahwa diputuskan dan diberlakukan saat ini.

Sedangkan pola kemandirian partisipan dengan mengutip langsung dari
aktor hanya penulistemukan sebanyak 2 (dua) rangkaian anak kalimat, yakni dalam
rangkaian anak kalimat berikut ini:

1) Ketua Steering Coommittee Muktamar, Slamet Effendi Y usuf, tentang

menampik adanya perbedaan perlakuan.

2) Ketua Panitia Daerah Muktamar, Syaifullah Y usuf, tentang pemastian

tidak ada kemarahan atau intrik politik di kalangan muktamirin.

Lebih lanjut penulis tidak menemukan satu pun rangkaian anak kalimat
yang menggunakan pola mengevaluasi pernyataan aktor.

Kedua, terkait pemrioritasan rangkaian anak kalimat antara yang awal
dengan yang akhir, sgjak awal sudah diprioritaskan pembahasan mengena adanya
peserta gelap dan praktek intimidas sehingga hal yang lebih diprioritaskan adalah
kondisi muktamar yang berjalan tidak sebagaimana mestinya.

Ketiga, terkait dengan bentuk dukungan antar rangkaian anak kalimat,
kesemuanya saling mendukung. Mulal dari kesimpulan bahwa ada peserta gelap
dan praktek intimidasi, lalu dibuktikan fakta peserta gelap yang memegang kartu
sebelum kartu dibagikan dan fakta panitia menanyakan kesediaan peserta untuk
mengikuti sistem ahwa serta bebergpa konsekuensinya. Ditutup dengan

penggunaan istilah terlalu dipaksakan jika sistem ahwa diputuskan dan
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diberlakukan saat ini. Hanya kalimat pendapat dari Ketua Steering Committee
Muktamar dan K etua Panitia Daerah Muktamar sgja yang bertentangan.

Dari ketiga sudut pandang di atas yakni mulai dari anak kalimat, kombinasi
anak kalimat, dan rangkaian anak kalimat; penulis dapat menganalisis dari
pemberitaan pertama ini bahwa ada beberapa hal yang hendak direpresentasikan,
diantaranya adalah (a) muktamar NU ke-33 diwarnai peserta gelap dan praktek
intimidasi; (b) bukti adanya peserta gelap adalah peserta yang memegang kartu
bukan dari panitia, sedangkan bukti praktek intimidas adalah panitia menanyakan
kepada peserta kesediaannya menerima sistem ahwa; (C) ada kesengajaan untuk
memasukkan kepentingan politik dalam Muktamar NU; (d) politisasi dalam
Mutamar NU dilakukan secara oleh panitia tanpa diketahui oleh Ketua Panitia, hal
ini juga menunjukkan bahwa adanya ketidakprofesionalitasan panitia dalam
mengelola acara; (e) ketidaktahuan salah satu calon yang mendukung ahwa atas
peristiwa intimidas dari panitia mengisyaratkan adanya permainan dari calon
tersebut. Karena salah satu calon selainnya justru mengungkapkan adanya
kepentingan politik yang masuk dari adanya penyusupan peserta gelap; (f)
meskipun sempat mengutip pendapat yang menyatakan bahwatidak ada perbedaan
perlakuan oleh panitia dan tak ada kemarahan serta intrik politik di kalangan
peserta, tetapi pada akhirnya tetap menunjukkan bahwa ada upaya pemaksaan
sistem ahwa untuk diputuskan dan diberlakukan.

Relas - Dalam pemberitaan ini khalayak media tidak direpresentasikan

menjadi subyek yang dibahas, sehingga relasi lebih kental menganalisis kepada
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dalam pemberitaan.

1)

2)

3)

Panitia dianggap oleh peserta sebagai pihak yang terdampak dalam
kasus peserta gelap tetapi juga sebagai pihak yang menyebabkan
munculnya masalah praktek intimidasi karena melakukan perbedaan
perlakuan terhadap peserta yang bersedia menggunakan sistem ahwa
dan yang tidak, serta panitia dianggap memaksa peserta untuk bersedia
menggunakan sistem ahwa.

Calon Ketum PBNU Gus Sholah dan As’ad Ali dianggap memiliki
relass yang tidak akur karena salah satu pihak menyatakan
kekecewaannya terhadap masalah dalam muktamar sedangkan pihak
selainnya justru menyatakan tidak tahu atas adanya masalah dalam
muktamar.

Beberapa panitiadiposisikan memiliki relasi yang baik-baik sgjadengan
peserta; seperti Ketua Panitia Muktamar, Ketua Steering Committee

Muktamar, dan K etua Panitia Daerah M uktamar.

Dari data tersebut setidaknya terdapat ada dua relas yang dominan

ditunjukkan dalam pemberitaan ini, yakni relasi antara panitia muktamar dengan

peserta muktamar dan relasi antar Calon Ketum PBNU.

Panitia muktamar memiliki relasi yang cukup buruk dengan peserta

muktamar karena panitia dianggap sebagai pihak yang menyebabkan munculnya

peserta gelap dan munculnya permasalahan dari perilaku intimidasinya terhadap

peserta. Sedangkan relas antar Calon Ketum PBNU digambarkan memiliki



55

hubungan yang tidak sependapat karena salah satu calon merasa kecewa dengan
kondis muktamar sedangkan calon selainnya justru mengaku tidak tahu atas
masal ah yang menerpa muktamar

Identitas - Paragraf pertama menunjukkan wartawan mengidentifikasikan
dirinya sebagai peserta muktamar yang menginginkan muktamar berjalan lancar.
Paragraf kedua menunjukkan wartawan mengidentifikasikan dirinya sebagai
panitia muktamar yang harus bekerja ekstra memverifikasi pendaftaran peserta.
Paragraf ketiga, kelima, dan keenam; menunjukkan wartawan mengidentifikasikan
dirinya sebagal peserta muktamar yang kecewa terhadap adanya ketidakberesan
dalam muktamar. Paragraf ketujuh menunjukkan wartawan mengidentifikasikan
dirinya sebagal peserta yang mengelak adanya fakta ketidakberesan dalam
muktamar. Paragraf kedelapan menunjukkan wartawan mengidentifikasikan
dirinya sebagai kubu yang kontra dengan sistem ahwa atau setidaknya sistem ahwa
tidak diterapkan saat ini.

Berdasarkan data tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa wartawan
mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak pro dengan peserta yang kecewa atas
masal ah yang muncul saat berjalannya sidang muktamar dan/atau acara muktamar
secara keseluruhan. Serta wartawan mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak
yang tidak tegas setuju atau menolak sistem ahwa, wartawan hanya berfokus pada

isu kelancaran acara muktamar.
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b. Pemberitaan kedua berjudul “Tiga Calon Berebut Ketua Umum
PBNU”

Representasi dalam anak kalimat - Beberapa data terkait tentang
representasi dalam anak kalimat dapat digambarkan dari kosakatayang dipilih, tata
bahasa dan metafora yang digunakan. Pertama, berikut ini adalah beberapa kosa
kata yang digunakan dalam pemberitaan kedua terkait judul Tiga Calon Berebut
Ketua Umum PBNU.

“Bursa pemilihan Ketum PBNU mengerucut.” “As’ad Ali dan Gus Solah
mengklaim.” “Merevitalisasi NU.” “Gus Solah mengkritik kepengurusan Said
Aqil.” “Said Aqil Siroj telah bergerilya.” “Menjadi penyokong pemerintahan sah.”
“Beragam rumor negatif mewarnai jalannya muktamar.” “Adanya intimidas
terhadap pengurus daerah.” “Dia menuding panitia tak netral.” “Kabar tentang
politik uang.” “Diiming-imingi duit.”

Kedua, terkait dengan tata bahasa yang digunakan berdasarkan teori
terdapat 4 (empat) pola tata bahasa dengan konsekuensi pemaknaan masing-
masing, yakni tindakan, peristiwa, keadaan, dan proses mental.

Daam pemberitaan kedua, setidaknyaterdapat 6 (enam) anak kalimat yang
ditampilkan menggunakan tata bahasa tindakan, yakni diantaranya adalah (a) As’ad
Ali Said yang kini menjadi Wakil Ketum PBNU mengklaim mengantongi
dukungan dari ratusan ulama di berbagai daerah, seperti Aceh, DKI Jakarta, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Sulawes dan Kalimantan; (b) Hal senada diutarakan
Salahuddin Wahid. Di usianya yang ke -70, bekas Ketum PBNU yang juga adik

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menyatakan dirinya dalam kondisi sehat.
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“Separuh lebih muktamirin.”; (c) Gus Solah mengkritik kepengurusan Said Aqil
dan As’ad Ali yang tidak maksimal berkomunikasi dengan pengurus wilayah dan
pengurus cabang; (d) Adapun ketua umum inkumben, Said Aqil Sirgj, juga telah
bergerilya sgjak jauh-jauh hari; (€) Gus Solah, misalnya, mengungkapkan adanya
intimidasi terhadap pengurus daerah yang menolak sistem tersebut; dan (f)
Sebaliknya, Ketua Panitia Muktamar Imam Aziz justru mengaku menerima
informasi tentang muncul nyakartu pesertatak resmi yang dimiliki muktamirin. Dia
berdalih, gara-gara ini panitia terpaksa mendata ulang peserta secara manual
sehingga proses pendaftaran menjadi lama.

Sedangkan pola tata bahasa peristiwa, penulis tidak menemukan satupun
anak kalimat yang menggunakan tata bahasatersebut. Barul ah padapolatata bahasa
keadaan, jurnalis Tempo menggunakannya untuk menampilkan 2 (dua) anak
kalimat, yakni diantaranya adalah (a) Bursa pemilihan Ketum Tanfidziyah PBNU
mengerucut ke tiga calon terkuat. Setelah sebelumnya Said Aqil Siroj menyatakan
kembali mencalonkan diri setelah menjabat lima tahun terakhir, kemarin As’ad Ali
Said dan Salahuddin Wahid mengklaim telah memperoleh dukungan dari sejumlah
muktamirin —peserta dengan hak suara dalam muktamar; dan (b) Ada juga kabar
tentang politik uang. Menurut dia, setiap pengurus cabang NU diiming-imingi duit
Rp 15 juta agar bersedia menyepakati metode ahwa.

Terakhir setidaknya juga terdapat 2 (dua) anak kalimat yang ditampilkan
menggunakan tata bahasa keadaan, yakni diantaranya adalah (a) Hingga berita ini
diturunkan, Sidang Pleno | Muktamar NU Ke-33 di Jombang, Jawa Timur, kemarin

bel um tuntas membahas dan mengesahkan tatatertib muktamar; dan (b) Meski baru
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digelar besok, agenda pemilihan ketua umum tampaknya bakal ramai setelah
beragam rumor negatif mewarnai jalannya muktamar yang dibuka sejak Sabtu lalu.

Ketiga, terkait dengan metafora yang digunakan, penulis menemukan hanya
ada 2 (dua) anak kalimat yang digambarkan menggunakan metafora positif yakni
anak kalimat yang berisi “tiga calon terkuat” dan “menjadi penyokong
pemerintahan sah”. Sedangkan penulis menemukan setidaknya terdapat 8 (delapan)
anak kalimat yang menggunakan metafora negatif, diantaranya adalah “jalannya
organisasi tidak memuaskan.” “belum tuntas membahas dan mengesahkan tata
tertib muktamar.” “setelah beragam rumor negatif mewarnai jalannya muktamar.”
“polemik rencana pemilihan ketua Rais Aam Syuriah.” “Gus Solah, misalnya,
mengungkapkan adanya intimidasi.” “Dia menuding panitia tak netral.” “Ada juga
kabar tentang politik uang.” “Proses pendaftaran menjadi lama.”

Dari ketiga sudut pandang di atas yakni mulai dari kosa kata, tata bahasa,
dan metafora penulis dapat menganalisis dari pemberitaan pertamaini bahwa ada
beberapa hal yang hendak direpresentasikan, diantaranya adalah (a) Ada 3 (tiga)
calon yang sedang memperebutkan posisi Ketum Tanfidziyah PBNU secara sengit,
dan masing-masing telah mengklaim mendapatkan dukungan. Masing-masing
calon memiliki isu yang diangkat; mulai dari As’ad Ali Said membawa isu
revitasisass NU, Gus Solah membawa isu ketidakmaksimalan komunikas
pengurus sebelumnya, dan Said Agqil Siroj yang membawa isu sikap politik
terhadap pemerintah; dan (b) Muktamar NU sendiri direpresentasikan belum tuntas,

ramai rumor negatif, polemik sistem pemilihan, adanya praktek intimidasi terhadap
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pengurus daerah, adanya praktek politik uang dan munculnya kartu peserta yang
tidak resmi.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam kombinasi anak kalimat pada berita kedua ini dapat
digambarkan dari bagaimana dua fakta atau lebih dikombinasikan menjadi suatu
anak kalimat. Setidaknya terdapat empat bentuk kombinasi, yakni penjéelas,
perpanjangan tambahan, perpanjangan kontras, dan mempertinggi. Pertama,
berikut ini adalah anak kalimat dengan bentuk kombinasi sebagai penjelas,
diantaranya adalah anak kalimat yang menjelaskan mengenai pihak yang
mendukung masing-masing calon terkuat Ketum PBNU merupakan penjelas dari
anak kalimat pertama yang mengungkapkan mengenai adanya calon-calon yang
mengklaim didukung oleh sgjumlah muktamirin.

Kedua, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk kombinasi
sebagal perpanjangan tambahan, diantaranya adalah (a) Anak kalimat yang
menjelaskan mengena isu yang dibawa masing-masing caon Ketum PBNU
merupakan tambahan dari anak kalimat mengenai bursa pemilihan Ketum PBNU;
dan (b) Anak kalimat mengenai panitia yang mengungkapkan adanya peserta yang
membawa Kkartu peserta tak resmi merupakan tambahan atas anak kalimat
ketidaktuntasan pembahasan dan pengesahan tata tertib muktamar.

Ketiga, penulis tidak menemukan anak kalimat yang menggunakan bentuk
kombinasi sebagai perpanjangan kontras. Keempat, dan terakhir, berikut ini adalah
beberapa anak kalimat dengan bentuk kombinasi sebagai mempertinggi,

diantaranya adalah (a) Anak kalimat mengenai rumor negatif berkaitan dengan
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polemik rencana pemilihan Ketua Rais Aam Syuriah dan anak kalimat mengenai
pengungkapan adanya intimidasi terhadap pengurus daerah yang menolak sitem
ahwa merupakan anak kalimat yang mempertinggi anak kalimat ketidaktuntasan
pembahasan tata tertib muktamar yang seharusnya jika merujuk pada agenda
panitia sudah clear menggunakan metode voting; dan (b) Anak kalimat mengenai
adanya politik uang yang diindikas dilakukan oleh calon yang mendukung metode
ahwa menunjukkan sikap mempertinggi anak kalimat mengenai carut-marutnya
polemik rencana pemilihan Ketua Rais Aam Syuriah.

Representasi dalam rangkaian anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam rangkaian anak kalimat dapat digambarkan dari
kemandirian partisipan, prioritas awa dan akhir, serta bentuk dukungan antar
rangkaian anak kalimat.

Pertama, berikut ini adalah kemandirian partisipan yang digunakan dalam
berita kedua. Setidaknya penulis menemukan rangkaian anak kalimat terbanyak
dengan pola meringkas inti yang disampaikan aktor, yakni sebanyak 6 (enam)
rangkaian anak kalimat. Diantaranya adal ah:

1) Bekas Ketum PBNU, Saahuddin Wahid, tentang separuh lebih

muktamirin yang mendukung dia.

2) Bekas Ketum PBNU, Salahuddin Wahid, tentang kritiknya terhadap

kepengurusan Said Aqil dan As’ad Ali.

3) Ketum inkumben PBNU, Said Aqil Siroj, tentang kesiapannya

memimpin NU kembali.
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4) Bekas Ketum PBNU, Salahuddin Wahid, tentang adanya intimidasi

terhadap pengurus daerah yang menolak penerapan ahwa.

5) Bekas Ketum PBNU, Andi Jamaro, tentang adanya kabar politik uang.

6) Ketua Panitia Muktamar, Imam Aziz, tentang informasi munculnya

kartu tak resmi yang dimiliki muktamirin.

Sedangkan pola kemandirian partisipan dengan mengutip langsung dari
aktor hanya penulis temukan sebanyak 1 (satu) rangkaian anak kalimat, yakni
dalam rangkaian anak kalimat wakil Ketum PBNU, As’ad Ali Said, tentang klaim
telah mengantongi dukungan dari ratusan ulamadi berbaga daerah.

Lebih lanjut penulis tidak menemukan satu pun rangkaian anak kalimat
yang menggunakan pola mengevaluasi pernyataan aktor.

Kedua, terkait pemrioritasan rangkaian anak kalimat antara yang awal
dengan yang akhir, sejak awal sudah diprioritaskan pembahasan mengenai calon-
caon yang memperebutkan posis Ketum Tanfidziyah PBNU, klaim dukungan
masing-masing calon dan isu yang mereka perjuangkan. Pada akhir pemberitaan
baru dijelaskan kondisi berjalannya muktamar.

Ketiga, terkait dengan bentuk dukungan antar rangkaian anak kalimat,
setidaknya penulis temukan 2 (dua) hubungan rangkaian anak kalimat yang saling
bertentangan, yakni:

1) Anak kalimat yang menunjukkan bahwa tiap calon mengklaim telah

mengantongi dukungan pada hakikatnya bertentangan antara satu calon

dengan selainnya.
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2) Anak kalimat mengena bursa pemilihan Ketum Tanfidziyah PBNU

bertentangan dengan anak kalimat mengenai kondisi berlangsungnya
muktamar, seakan-akan tidak ada hubungan antara bursa pemilihan

dengan kondisi berlangsungnya muktamar.

Relasi - Dalam pemberitaan ini khalayak media direpresentasikan menjadi

subyek yang dibahas, sehingga relas selain lebih kental menganalisis kepada

hubungan antar partisipan, juga mulai ada pelibatan khalayak. Berikut ini terdapat

4 (empat) relasi yang penulis temukan dalam pemberitaan.

1) Tiga calon terkuat Ketum Tanfidziyah PBNU digambarkan memiliki

2)

3)

basis relas khalayak masing-masing. As’ad Ali Said digambarkan
memiliki relasi yang sangat baik dengan ratusan ulama di berbagai
daerah. Gus Solah digambarkan memiliki relasi yang sangat baik
dengan separuh lebih muktamirin. Dan Said Aqil Siroj digambarkan
memiliki relasi yang sangat baik dengan pondok pesantren — pondok
pesantren di Jawa Timur.

Diantaratigacalon tersebut, relasi yang secarategas digambarkan buruk
adalah antara Gus Solah dengan Said Aqil Siroj. Sedangkan As’ad Ali
Said digambarkan memiliki relasi dengan dua calon selainnya sebagai
pesaing di bursa pemilihan Ketum Tanfidziyah PBNU sgja

Gus Solah juga digambarkan memiliki relasi yang buruk dengan panitia
muktamar mengenai isu intimidasi, tetapi tidak digambarkan bagaimana

relasi panitiaterhadap Gus Solah mengenai isu yang sama. Justru panitia
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digambarkan sebagai pihak yang memiliki relasi buruk dengan peserta
yang tiba-tiba memiliki kartu pesertatak resmi.

4) Selain itu ada pula relas antara mantan Ketum PBNU yang
digambarkan buruk dengan salah satu atau ketiga calon terkuat Ketum
Tanfidziyah PBNU yang saat ini sedang bersaing; melalui isu politik
uang yang mencuat.

Dari data tersebut setidaknya terdapat ada 3 (tiga) relas yang dominan
ditunjukkan dalam pemberitaan ini, yakni relasi antara panitia muktamar dengan
peserta muktamar dan relasi antar Calon Ketum PBNU.

Masing-masing calon Ketum Tanfidziyah PBNU digambarkan memiliki
relasi yang setara, hanya penggambaran relasi antara Gus Solah digambarkan
memiliki kedudukan lebih tinggi ketimbang Said Aqil Sirgj.

Khalayak digambarkan memiliki peran tersendiri terhadap masing-masing
caon yang bersaing di bursa pemilihan. Segmen muktamirin memiliki relasi
terhadap Gus Solah, segmen ulama memiliki relasi terhadap As’ad Ali Said, dan
segmen pondok pesantren memiliki relasi terhadap Said Aqil Siroj.

Panitia muktamar digambarkan memiliki relasi yang lebih rendah
dibandingkan calon Ketum Tanfidziyah PBNU, tetapi calon-calon tersebut juga
digambarkan memiliki relasi yang lebih rendah ketimbang mantan Ketum PBNU
eraHasyim Muzadi.

Identitas - Paragraf pertama menunjukkan wartawan mengidentifikasikan
dirinya sebagai pihak yang mandiri atau tidak terlibat dalam fakta bursa pemilihan

Ketum Tanfidziyah PBNU. Paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima; juga



menunjukkan wartawan mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak yang mandiri
karena berfokus menjelaskan atas apa yang telah disampaikan oleh ketiga calon
terkuat Ketum Tanfidziyah PBNU.

Sejak paragraf keenam, ketujuh, dan kedelapan; menunjukkan wartawan
mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak yang pro sistem pemilihan
menggunakan voting. Hal ini didasarkan atas alasan, pertama, bahwa Sidang Pleno
IV secara voting ditegaskan sebagal bagian dari agenda panitia. Kedua, adanya
polemik rencana pemilihan ketua Rais Aam Syuriah tanpa lewat voting membuat
ramai rumor negatif. Dan terakhir, dikuatkan dengan pendapat Gus Solah yang
mengungkapkan adanya intimidasi terhadap pengurus daerah yang menolak sistem
ahwa.

Pun juga pada paragraf kesembilan menunjukkan bahwa wartawan pro
terhadap metode ahwa karena calon yang mendukung metode ahwa digambarkan
sebagal pihak yang mencoba melakukan politik uang dengan dasar legitimas dari
opini Ketua PBNU era Hasyim Muzadi.

Sedangkan di paragraf terakhir menunjukkan bahwa wartawan
mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak yang mandiri terhadap fakta adanya
peserta yang membawa kartu peserta tak resmi.

Berdasarkan data tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa wartawan
mengidentifikasikan dirinya secara mandiri terhadap bursa pemilihan Ketum
Tanfidziyah PBNU. Namun wartawan juga mengidentifikasikan dirinya secara
dominan di banyak paragraf bahwa wartawan pro dengan metode voting sebagai

metode Sidang Pleno 1V dalam pemilihan ketum PBNU.
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c. Pemberitaan ketiga berjudul “Panitia Muktamar Dinilai Paksakan
Sistem Ahwa”

Representasi - Beberapa data terkait tentang representasi dalam anak
kalimat dapat digambarkan dari kosa kata yang dipilih, tata bahasa dan metafora
yang digunakan. Pertama, berikut ini adalah beberapa kosa kata yang digunakan
dalam pemberitaan ketiga terkait judul Panitia Muktamar Dinilai Paksakan Sistem
Ahwa

“Menjadi perdebatan panas.” “Memancing interupsi yang sengit.” “Saling
berebut bicara.” “Menuai pro dan kontra.” “Berlangsung secara demokratis.”
“Politik permainan keras.” “Tubuh NU terbelah.” “la menuding.” “Berupaya
memaksakan.”

Kedua, terkait dengan tata bahasa yang digunakan berdasarkan teori
terdapat 4 (empat) pola tata bahasa dengan konsekuensi pemaknaan masing-
masing, yakni tindakan, peristiwa, keadaan, dan proses mental.

Dalam pemberitaan kedua, setidaknya terdapat 3 (tiga) anak kalimat yang
ditampilkan menggunakan tata bahasa tindakan, yakni diantaranya adalah (a)
Peserta muktamar akhirnya menyetujui dibentuknya ahwa; (b) Dalam muktamar
kali ini, salah satu calon ketua umum KH Salahudin Wahid menolak penggunaan
sistem ahwa dalam pemilihan pimpinan NU; dan (c) la menuding panitia berupaya
memaksakan agar peserta muktamar memilih metode ahwa. Padahal anggaran
dasar NU, menurut dia, tak pernah menyebut ahwa.

Sedangkan terdapat 2 (dua) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan

tata bahasa peristiwa, yakni diantaranya adalah () Mereka yang setuju dengan
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pemilihan langsung beralasan pemilihan harus berlangsung secara demokratis.
Adapun yang menginginkan sistem ahwa beralasan bisa menghindari politik
permainan keras yang cenderung menghadapkan antara kiai dan ulama; dan (b)
Dalam pembahasan Tata Tertib Bab VIl Pasal 19 yang mengatur pemilihan Rais
Aam dengan sistem ahwa, peserta sidang saling berebut bicara. “Ini pasar yang
ramai dibicarakan media massa,” kata pimpinan sidang KH Slamet Efendi Yusuf,
kemarin.

Lebih lanjut terdapat 4 (empat) anak kalimat yang ditampilkan
menggunakan tata bahasa keadaan, yakni diantaranya adalah (a) Sistem pemilihan
ketua Rais Aam dan ketua umum PBNU sudah menuai pro dan kontra sgak
muktamar belum dimulai. Ada duakubu di tubuh kaum nahdlyin, yaitu yang setuju
dengan pemilihan langsung dan sistem pemilihan perwakilan atau ahwa; (b)
Lembagaini pernah dibentuk pada Muktamar ke-27 NU di Situbondo, Jawa Timur,
pada 1984. Saat itu di tubuh NU terbelah menjadi kubu Cipete dan kubu Situbondo;
() Saat itu terpilih KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai Ketua
Tanfidziyah dan KH Achmad Siddig sebaga Rais Aam; dan (d) Dalam sidang
plelno yang berlangsung hingga malam kemarin, pembahasan soal sistem ini pun
memancing interupsi yang sengit dari peserta.

Terakhir setidaknya terdapat 2 (dua) anak kalimat yang ditampilkan
menggunakan tata bahasa proses mental, yakni diantaranya adalah (a) Pembahasan
tentang penggunaan sistem ahlul halli wal agdi (ahwa) menjadi perdebatan panas
peserta Muktamar NU ke-33 yang berlangsung di Jombang sejak Sabtu lalu; dan

(b) Daam AD/ART NU, sistem pemilihan masih berpatokan pada pemilihan
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langsung. Sedangkan dalam Munas Alim Ulama beberapa waktu lalu ada sistem
pemilihan ahwa. Seperti dikutip dari situs NU Online, ahwa merupakan intitusi
khusus yang berfungsi sebaga badan legidatif yang ditaati, berisi orang-orang
berpengaruh dalam jamiyyah NU, dan dibentuk karena keperluan khusus pula.

Ketiga, terkait dengan metafora yang digunakan, penulis menemukan hanya
ada dua anak kalimat yang digambarkan menggunakan metafora yang positif yakni
anak kalimat yang berisi “Pemilihan harus berlangsung secara demokratis” dan
“Bisa menghindari politik permainan keras”. Sedangkan penulis menemui
setidaknya terdapat 5 (lima) anak kalimat yang menggunakan metafora negatif,
diantaranya adalah “Pembahasan tentang penggunaan sistem ahwa menjadi
perdebatan panas.” “Pembahasan soal sistem ini memancing interupsi yang sengit.”
“Sudah menuai pro dan kontra sejak muktamar belum dimulai.” “Saat itu tubuh NU
terbelah.” “la menuding panitia berupaya memaksakan agar peserta muktamar
memilih metode ahwa.”

Dari ketiga sudut pandang di atas yakni mulai dari kosa kata, tata bahasa,
dan metafora penulis dapat menganalisis dari pemberitaan pertamaini bahwa ada
beberapa hal yang hendak direpresentasikan, diantaranya adalah (a) Peserta
muktamar direpresentasikan sebagal pihak yang saling berdebat, interupsi, dan
berebut bicara mengenai sistem pemilihan Rais Aam menggunakan metode ahwa
atau pemilihan langsung; (b) Perdebatan panas yang terjadi di muktamar NU
direpresentasikan sebagai keadaan yang terjadi sebaga akibat tidak dipatuhinya
AD/ART NU dan lebih mementingkan Munas Alim Ulama. Pun metode ahwa

dahulu digunakan dalam konteks NU yang sudah terbelah; dan (c) Panitia
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direpresentasikan sebagai pihak yang memaksakan penerapan metode ahwa dalam
pemilihan Rais Aam.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam kombinas anak kalimat pada berita ketiga ini dapat
digambarkan dari bagaimana dua fakta atau lebih dikombinasikan menjadi suatu
anak kalimat. Setidaknya terdapat empat bentuk kombinasi, yakni penjelas,
perpanjangan tambahan, perpanjangan kontras, dan mempertinggi. Pertama,
berikut ini adalah anak kalimat dengan bentuk kombinasi sebagai penjelas, yakni
anak kalimat tentang saling berebut bicara menjelaskan anak kalimat tentang
perdebatan panas dan memancing interupsi.

Kedua, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk kombinasi
sebagal perpanjangan tambahan, diantaranyaadal ah (a)Anak kalimat tentang alasan
persetujuan dan tidak persetujuan sistem ahwa menambahkan anak kalimat tentang
perdebatan panas; dan (b) Anak kalimat tentang sejarah penggunaan sistem ahwa
menambahkan anak kalimat tentang daan antara AD/ART NU dengan Munas Alim
Ulama.

Ketiga, lebih lanjut penulis tidak menemukan adanya anak kalimat dengan
bentuk kombinasi sebagal perpanjangan kontras. Keempat, dan terakhir, berikut ini
adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk kombinasi sebagai mempertinggi,
diantaranyaadalah (a) Anak kalimat tentang menuai pro dan kontrabahkan sebelum
muktamar dimulai mempertinggi anak kalimat tentang perdebatan panas dan
memancing interupsi; (b) Anak kalimat tentang perbedaan antara AD/ART NU

dengan Munas Alim Ulama mempertinggi anak kalimat tentang perdebatan panas;
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dan (c) Anak kalimat tentang penolakan penggunaan sistem ahwa oleh salah satu
caon ketum PBNU mempertinggi anak kalimat tentang perdebatan panas dan
interupsi yang sengit.

Representasi dalam rangkaian anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam rangkaian anak kalimat dapat digambarkan dari
kemandirian partisipan, prioritas awa dan akhir, serta bentuk dukungan antar
rangkaian anak kalimat.

Pertama, berikut ini adalah kemandirian partisipan yang digunakan dalam
berita pertama. Setidaknya penulis menemukan rangkaian anak kalimat pola
meringkas inti yang disampaikan aktor sebanyak 1 (satu) rangkaian anak kalimat,
yakni salah satu calon ketuaumum, KH Salahudin Wahid, tentang penolakan sistem
ahwa karena ada upaya pemaksaan.

Sedangkan penulis tidak menemukan rangkaian anak kalimat yang
menggunakan pola kemandirian partisipan dengan mengutip langsung dari aktor.
Barulah penulis menemukan 1 (satu) rangkaian anak kalimat yang menggunakan
pola mengevaluasi pernyataan aktor, yakni terkait pimpinan sidang, KH Slamet
Efendi Yusuf, tentang pasal yang ramai dibicarakan media massa. Dievaluas
menjadi peserta sidang saling berebut bicara.

Kedua, terkait pemrioritasan rangkaian anak kalimat antara yang awal
dengan yang akhir, sgjak awa sudah diprioritaskan pembahasan mengenai
panasnya perdebatan mengenal sistem ahwa. Dilanjutkan dengan fakta memancing
interupsi, saling berebut bicara, menuai pro dan kontra bahkan sebelum muktamar

dimulai. Ditunjukkan pula masing-masing alasan kubu pro dan kontra. Hingga
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akhir pemberitaan diangkatlah pendapat Gus Solah yang menganggap bahwasistem
ahwa terlalu dipaksakan.

Ketiga, terkait dengan bentuk dukungan antar rangkaian anak kalimat,
penulis menemukan 6 (enam) rangkaian anak kalimat yang saling mendukung.
Diantaranya adal ah:

1) Anak kalimat tentang saling berebut bicara mendukung anak kalimat

tentang perdebatan panas dan memancing interupsi yang sengit.

2) Anak kalimat tentang menuai pro dan kontra sgjak muktamar belum
dimulai mendukung anak kalimat tentang perdebatan panas dan
memancing interupsi yang sengit.

3) Anak kalimat tentang alasan persetujuan dan tidak persetujuan sistem
ahwa mendukung anak kalimat tentan perdebatan panas.

4) Anak kalimat tentang perbedaan antara AD/ART NU dengan Munas
Alim Ulama mendukung anak kalimat tentang perdebatan panas.

5) Anak kalimat tentang sejarah penggunaan sistem ahwamendukung anak
kalimat tentang perdebatan panas.

6) Anak kalimat tentang penolakan penggunaan sistem ahwa oleh salah
satu calon ketum PBNU mendukung anak kalimat tentang perdebatan
panas dan interupsi yang sengit.

Relas - Dalam pemberitaan ini khalayak media tidak direpresentasikan

menjadi subyek yang dibahas, sehingga relasi lebih kental menganalisis kepada
hubungan antar partisipan. Berikut ini terdapat tiga relasi yang penulis temukan

dalam pemberitaan.
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1) Antar peserta muktamar digambarkan memiliki relas yang buruk
seiring diberitakannya hubungan dengan bentuk perdebatan panas,
interupsi yang sengit dan saling berebut bicara. Terlebih telah
dikerucutkan pada dua kubu, yakni kubu pro metode ahwa dan kubu pro
pemilihan langsung.

2) Lebih tegas digambarkan bahwa kubu pro metode ahwa memiliki relasi
yang kuat dengan panitia muktamar dan berada posisi yang lebih tinggi
ketimbang kubu pro pemilihan langsung.

Dari datatersebut setidaknya terdapat adarelasi dominan yang ditunjukkan
dalam pemberitaan ini, yakni adanya relasi antar partisipan yang timpang, yakni
kubu yang pro metode ahwa diposisikan lebih tinggi ketimbang kubu yang pro
pemilihan langsung. Dengan asumsi makna lebih tinggi adalah bernilai negatif,
karena diposisikan sebagai pihak yang memaksakan kehendak meskipun tidak
sesual dengan AD/ART NU.

Identitas - Pada paragraf satu sampai paragraf empat, wartawan
mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak yang mandiri karena berupaya
memenuhi etika jurnalistik cover both side yakni menjelaskan adanya perdebatan
dalam sistem pemilihan Rais Aam Syuriah baik dari kubu pro metode ahwa maupun
kubu pro pemilihan langsung.

Segjak paragraf lima, wartawan mengidentifikasikan dirinya sebaga pihak
yang pro dengan kubu pro pemilihan langsung. Hal ini didasarkan atas alasan
bahwa anak kalimat yang dituliskan adalah mengenai sumber hukum pemilihan

langsung adalah melalui AD/ART dan legitimasi opini dari Gus Solah yang
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menganggap bahwa panitia muktamar telah melakukan pemaksaan kepada
pengurus daerah agar mengikuti metode ahwa.

Berdasarkan data tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa wartawan
mengidentifikasi secara netral mengenai kondisi perdebatan yang terjadi, namun
pada akhirnya memihak pada kubu pro pemilihan langsung mengingat fakta yang
digambarkan mengenai sumber hukum yakni AD/ART NU dan adanya opini dari
salah satu calon ketua umum PBNU mengenai praktek pemaksaan panitia kepada

peserta untuk mengikuti metode ahwa.

d. Pemberitaan keempat berjudul “Tangisan Gus Mus Selamatkan
NU”

Representasi - Beberapa data terkait tentang representasi dalam anak
kalimat dapat digambarkan dari kosa kata yang dipilih, tata bahasa dan metafora
yang digunakan. Pertama, berikut ini adalah beberapa kosa kata yang digunakan
dalam pemberitaan keempat terkait judul Tangisan Gus Mus Selamatkan NU.

“Mengentikan perdebatan panjang.” “Saling ngotot dan nyaris adu fisik.”
“Muktamar terpecah.” “Menyelesaikan konflik ahwa.” “Hasil diskusi panjang.”
“Tak bisa menahan air mata.” “Adanya keprihatinan.” “Perseteruan
muktamirin.” “Melepas semua kepentingan.” “Arena muktamar.” “Tetek-bengek
yang selamaini diributkan.” “Semua kekisruhan yang terjadi.”

Kedua, terkait dengan tata bahasa yang digunakan berdasarkan teori
terdapat 4 (empat) pola tata bahasa dengan konsekuensi pemaknaan masing-

masing, yakni tindakan, peristiwa, keadaan, dan proses mental.
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Dalam pemberitaan pertama, setidaknyaterdapat 2 (dua) anak kalimat yang
ditampilkan menggunakan tata bahasa tindakan, yakni diantaranya adalah (a)
Keputusan ini menurut Gus Mus adalah hasil diskusi panjang dengan para kiai
sepuh, di antaranya Anwar Manshur dari Pondok Pesantren Lirboyo, Nurul Huda
Jazuli dari Al Falah Ploso, dan Nawawie dari Cirebon; dan (b) Gus Mus lalu
meminta para peserta mel epas semua kepentingan yang dibawa ke arena muktamar
NU, menurut dia, jauh |ebih besar daripada persoal an tetek-bengek yang selamaini
diributkan peserta.

Sedangkan terdapat 7 (tujuh) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan
tata bahasa peristiwa, yakni diantaranya adalah (a) Rais Aam sementara Nahdlatul
Ulama, KH Mustofa Bisri, berhasil menghentikan perdebatan panjang menyangkut
ahwa dalam muktamar para nahdliyin ini di Jombang, Jawa Timur, kemarin; (b)
Sebelumnya, para peserta sidang pleno pembahasan tata tertib saling ngotot dan
nyaris adu fisik akibat muktamar terpecah menjadi dua kubu antara yang pro dan
kontra Ahwa; (c) Gus Mus memutuskan turun tangan langsung menyelesaikan
konflik Ahwa dengan mengambil alih pimpinan sidang; (d) latak bisamenahan air
mata saat mengungkapkan kesedihannya atas kekisruhan tersebut; (e) Dia juga
mengatakan adanya keprihatinan di antara para kia sepuh atas perseteruan
muktamirin yang terjadi justru ketika pelaksanaan muktamar di Jombang, tempat
lahirnya organisasi ini; (f) la juga menyatakan bertanggung jawab atas semua
kekisruhan yang terjadi; dan (g) Adapun pemimpin sidang, Slamet Efendy Y usuf,
langsung mengumumkan pencabutan Pasal 19 dari tata tertib segera setelah

mendapat persetujuan dari muktamirin.
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Lebih lanjut terdapat 4 (empat) anak kalimat yang ditampilkan
menggunakan tata bahasa keadaan, yakni diantaranya adalah (a) Keputusan itu
otomatis menggugurkan skemasembilan kiai anggota Ahwa yang disiapkan panitia
untuk memilih Rais Aam; (b) Demikian pula para perwakilan tanfidiyah pengurus
cabang dan wilayah, yang tak lagi berhak memilih Rais Aam; (c) Keputusan itu
langsung diterima peserta sidang; dan (d) Selanjutnya pembahasan Pasal 20 yang
mengatur pemilihan Ketua Umum PBNU melalui pemungutan suara langsung
disepakati. Namun di lain sudut pandang, penulis tidak menemukan satupun anak
kalimat yang menggunakan pola tata bahasa proses mental.

Ketiga, terkait dengan metafora yang digunakan, penulis menemukan hanya
ada satu anak kalimat yang digambarkan menggunakan metaforayang negatif yakni
anak kalimat yang berisi “Sidang pleno pembahasan tatib saling ngotot dan nyaris
adu fisk akibat muktamar terpecah.” Sedangkan penulis menemui setidaknya
terdapat 9 (sembilan) anak kalimat yang menggunakan metafora positif,
diantaranya adalah “Gus Mus berhasil menghentikan perdebatan panjang.”
“Membuat suasana gaduh menjadi senyap.” “Menyel esaikan konflik Ahwa dengan
mengambil alih pimpinan sidang.” “latak bisa menahan kesedihannyamenahan air
mata.” “Diajuga mengatakan adanya keprihatinan di antara parakia sepuh.” “Gus
Mus meminta para peserta melepas semua kepentingan yang dibawa ke arena
muktamar.” “la juga menyatakan bertanggung jawab atas semua kekisruhan yang
terjadi.” “Keputusan tersebut langsung diterima peserta sidang.” “Mengumumkan
pencabutan Pasal 19 dari tata tertib segera setelah mendapat persetujuan

muktamirin.”
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Dari ketiga sudut pandang di atas yakni mulai dari kosa kata, tata bahasa,
dan metafora penulis dapat menganalisis dari pemberitaan pertamaini bahwa ada
beberapa hal yang hendak direpresentasikan, diantaranya adalah (@) a)

Muktamar NU direpresentasikan sebagai kegiatan yang awanya
bermasalah karena tidak kunjung selesai sebaga akibat dari peserta yang terus
berdebat dan nyaris bentrok, namun pada akhirnya berakhir tenang karena
keputusan dari seorang kyai sepuh sekelas Gus Mus; (b) Secara umum justru
pemberitaan ini seperti layaknya pisau bermata dua. Pertama, karena dengan
adanya pemberitaan seperti ini, muktamar NU dapat digambarkan sebagai kegiatan
yang sukses karena dapat menghasilkan keputusan mutlak. Namun, kedua,
pemberitaan seperti ini justru merepresentasikan muktamar NU diisi sebagai
peserta yang masih belum dewasa dalam berorganisasi sampai harus para kyai
sepuh turun untuk menyelesaikan permasalahan dalam muktamar secara sepihak
(meski memang telah dijelaskan adanya proses diskusi oleh para kyai sepuh itu
sendiri).

Representasi dalam kombinasi anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam kombinasi anak kalimat pada berita keempat ini dapat
digambarkan dari bagaimana dua fakta atau lebih dikombinasikan menjadi suatu
anak kalimat. Setidaknya terdapat empat bentuk kombinasi, yakni penjelas,
perpanjangan tambahan, perpanjangan kontras, dan mempertinggi.

Pertama, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk
kombinasi sebagai penjelas, diantaranya adalah (a) Anak kalimat tentang suasana

gaduh menjadi senyap menjelaskan anak kalimat tentang keberhasilan Gus Mus
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menghentikan perdebatan panjang menyangkut Ahwa; dan (b) Anak kalimat
tentang sidang pleno yang berlangsung saling ngotot dan nyaris adu fisik
menjelaskan anak kalimat tentang perdebatan panjang dan suasana gaduh.

Kedua, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk kombinasi
sebagai perpanjangan tambahan, diantaranya adalah (a) Anak kalimat tentang Gus
Mus yang memutuskan turun tangan langsung menyelesaikan konflik
menambahkan anak kalimat tentang keberhasilan Gus Mus menghentikan
perdebatan panjang; (b) Anak kalimat tentang keputusan melalui pemungutan suara
ditambahkan dengan anak kalimat tentang proses pengambilan keputusan yang
telah melaui diskusi panjang para kiai sepuh; (c) Anak kalimat tentang ketidak-
berhakan pengurus cabang dan wilayah untuk memilih Rais Aam juga merupakan
tambahan dari anak kalimat tentang keputusan melalui pemungutan suara; dan (d)
Anak kalimat tentang permintaan untuk melepas semua kepentingan di arena
muktamar menambahkan anak kalimat tentang keberhasilan Gus Mus
menghentikan perdebatan panjang menyangkut Ahwa; serta () Anak kalimat
tentang persetujuan atau penerimaan peserta atas keputusan Gus Mus merupakan
tambahan dari anak kalimat tentang keputusan melalui pemungutan suara.

Ketiga, lebih lanjut berikut penulis tidak menemukan anak kalimat dengan
bentuk kombinasi sebagai perpanjangan kontras. Keempat, dan terakhir, berikut ini
adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk kombinasi sebagai mempertinggi,
diantaranya adalah (a) Anak kalimat tentang ketidak-kuasaan Gus Mus menahan
air mata mempertinggi anak kalimat tentang Gus Mus yang memutuskan turun

tangan langsung menyel esaikan konflik; (b) Anak kalimat tentang keprihatinan para
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kiai sepuh mempertinggi anak kalimat tentang ketidak-kuasaan Gus Mus menahan
air mata; dan (c) Anak kalimat tentang pernyataan Gus Mus terkait tanggung jawab
dia atas kekisruhan yang terjadi mempertinggi anak kalimat tentang Gus Mus yang
memutuskan turun tangan langsung menyel esaikan konflik.

Representasi dalam rangkaian anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam rangkaian anak kalimat dapat digambarkan dari
kemandirian partisipan, prioritas awa dan akhir, serta bentuk dukungan antar
rangkaian anak kalimat.

Pertama, berikut ini adalah kemandirian partisipan yang digunakan dalam
berita pertama. Setidaknya penulis menemukan rangkaian anak kalimat terbanyak
dengan polamengutip langsung dari aktor, yakni sebanyak 6 (enam) rangkai an anak
kalimat. Diantaranya adal ah:

1) RaisAam sementaraNU, KH MustofaBisri, tentang permintaan kepada

peserta muktamar untuk memperhatikannya.

2) Rais Aam sementara NU, KH Mustofa Bisri, tentang pengambilan

keputusan melalui pemungutan suara oleh Rais Syuriah sendiri.

3) Rais Aam sementara NU, KH Mustofa Bisri, tentang ketidak-berhakan

pengurus cabang dan wilayah untuk memilih Rais Aam.

4) Rais Aam sementara NU, KH Mustofa Bisri, tentang kondisi dia yang

tidak bisatidur lantaran memikirkan peserta muktamar.

5) Rais Aam sementara NU, KH Mustofa Bisri, tentang pernyataan Gus

Mus terkait tanggung jawab dia atas kekisruhan yang terjadi.
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6) Salah seorang peserta muktamar, tentang ketidak-beranian peserta
membantah Gus Mus.

Sedangkan pola kemandirian partisipan dengan meringkas inti yang
disampaikan aktor hanya penulis temukan sebanyak 4 (empat) rangkaian anak
kalimat, yakni dalam rangkaian anak kalimat berikut ini:

1) Rais Aam sementara NU, KH Mustofa Bisri, tentang proses
pengambilan keputusan yang merupakan hasil dari diskus panjang
dengan parakiai sepuh.

2) Rais Aam sementara NU, KH Mustofa Bisri, tentang keprihatinan para
kiai sepuh.

3) Rais Aam sementara NU, KH Mustofa Bisri, tentang permintaan untuk
mel epas semua kepentingan di arena muktamar.

4) Pemimpin sidang, Slamet Efendy Yusuf, tentang pengumuman
pencabutan Pasal 19 dari tatatertib.

Lebih lanjut penulis tidak menemukan satu pun rangkaian anak kalimat

yang menggunakan pola mengevaluasi pernyataan aktor.

Kedua, terkait pemrioritasan rangkaian anak kalimat antara yang awal
dengan yang akhir, sgjak awa sudah diprioritaskan pembahasan mengenai
keberhasilan Gus Mus dalam menghentikan perdebatan mengenai Ahwa. Mulai
dari permintaan untuk memperhatikannya, memutuskan turun tangan, mengambil
keputusan melalui pemungutan suara oleh Rais Syuriah, kondis yang tidak bisa

tidur, dan keprihatinan para kia sepuh, serta permintaan untuk melepaskan
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kepentingan; semuanya mengarah pada pembahasan mengenai keberhasilan Gus

Mus dalam menghentikan perdebatan mengenai Ahwa.

Ketiga, terkait dengan bentuk dukungan antar rangkaian anak kalimat,

setidaknya penulis menemukan ada 6 (enam) hubungan rangkaian anak kalimat

yang saling mendukung dan tidak menemukan satu pun hubungan rangkaian anak

kalimat yang saling bertentangan. Berikut ini hubungan rangkaian anak kalimat

tersebut:

1)

2)

3)

4)

5)

Anak kalimat tentang Gus Mus yang memutuskan turun tangan
langsung menyelesaikan konflik mendukung anak kalimat tentang
keberhasilan Gus Mus menghentikan perdebatan panjang.

Anak kalimat tentang permintaan untuk melepas semua kepentingan di
arena muktamar mendukung anak kalimat tentang keberhasilan Gus
Mus menghentikan perdebatan panjang menyangkut Ahwa.

Anak kalimat tentang persetujuan atau penerimaan peserta atas
keputusan Gus Mus mendukung dari anak kalimat tentang keberhasilan
Gus Mus menghentikan perdebatan panjang menyangkut Ahwa.

Anak kalimat tentang ketidak-kuasaan Gus Mus menahan air mata
mendukung anak kalimat tentang Gus Mus yang memutuskan turun
tangan langsung menyelesaikan konflik.

Anak kalimat tentang keprihatinan para kiai sepuh mendukung anak

kalimat tentang ketidak-kuasaan Gus Mus menahan air mata.
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Anak kalimat tentang pernyataan Gus Mus terkait tanggung jawab dia
atas kekisruhan yang terjadi mendukung anak kalimat tentang Gus Mus

yang memutuskan turun tangan langsung menyel esaikan konflik.

Relas - Dalam pemberitaan ini khalayak media tidak direpresentasikan

menjadi subyek yang dibahas, sehingga relasi Iebih kental menganalisis kepada

hubungan antar partisipan. Berikut ini terdapat tiga relasi yang penulis temukan

dalam pemberitaan.

1)

2)

KH Mustofa Bisri digambarkan memiliki relasi yang lebih tinggi
ketimbang peserta muktamirin bahkan para nadhliyin secara umum. Hal
ini didasarkan atas asums teks keberhasilan Gus Mus dalam
menghentikan perdebatan panjang menyangkut Ahwa, pernyataan dia
bahwa dia mendapat mandat dari Allah sebagai Rais Aam sementara,
kemampuannya membuat suasana gaduh menjadi senyap, kemampuan
mengambil alih pimpinan sidang, permintaannya kepada para peserta
muktamar untuk melepas kepentingan, dan pernyataan salah satu
peserta muktamar yang menyatakan tidak berani membantah Gus Mus.
Tetapi disaat yang sama Gus Mus juga digambarkan memiliki relas
yang lebih rendah ketimbang peserta muktamirin. Hal ini didasarkan
atas asumsi teks pernyataan sigp mencium kaki satu per satu peserta
muktamar untuk menunjukkan sikap tawadu yang digarkan Kyai
Hasyim Ashari, dan pernyataan permintaan maaf karena telah

menyebabkan kekisruhan dalam muktamar NU. Namun posisi relas
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yang lebih rendah ini justru dimaknai sebagai sikap rendah diri dari
posisi relasi yang lebih tinggi.

3) Selain itu ada pula penyematan relasi yang lebih tinggi kepada
partisipan kiai sepuh seperti Anwar Manshur dari Ponpes Lirboyo,
Nurul Huda Jazuli dar Al Falah Ploso, dan Nawawie dari Cirebon. Hal
ini didasarkan atas alasan bahwa adanya asumsi teks mengenai
keterlibatan kial sepuh dalam diskusi panjang yang menghasilkan
keputusan mengenai sistem pemilihan Rais Aam.

4) Sedangkan antar peserta muktamar memiliki relasi yang setara karena
digambarkan sebagai pihak yang saling berdebat, ngotot, dan nyaris adu
fisik.

Dari data tersebut setidaknya terdapat ada dua relasi yang dominan
ditunjukkan dalam pemberitaan ini. KH MustofaBisri dan parakyal sepuh berulang
kali diposisikan memiliki relasi yang lebih tinggi ketimbang peserta muktamar
karena setiap perilaku dan tutur kata yang diucapkan senantiasa didengar dan
diamini serta diikuti oleh seluruh peserta muktamar. Sedangkan antara peserta
muktamar sendiri diposisikan memiliki relas yang setara yakni pihak yang
menyebabkan terjadinya permasal ahan dalam muktamar NU.

Identitas - Sgjak paragraf awal, wartawan telah mengidentifikasikan
dirinyasebagai pihak yang pro dengan muktamar yang damai tanpa perdebatan. Hal
ini didasarkan atas asums teks dalam pemberitaan yang disebutkan bahwa KH
MustofaBisri berhasil menghentikan perdebatan panjang menyangkut Ahwadalam

muktamar NU. Pun juga pada paragraf kedua menguatkan identifikasi pro terhadap
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muktamar dampai tanpa perdebatan karena pernyataan suasana gaduh yang menjadi
teduh.

Selanjutnya dijelaskan permasalahan yang terjadi dalam muktamar, hal ini
menunjukkan bahwa wartawan memang benar-benar kontra dengan kondisi
muktamar yang ngotot dan nyaris adu fisk. Barulah pada paragraf-paragraf
selanjutnya dijel askan bagai mana proses Gus M us dalam menghentikan perdebatan
panjang yang terjadi di muktamar NU.

Berdasarkan data tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa wartawan
mengidentifikasikan dirinya secara netral mengenai kondisi perdebatan yang
terjadi. Namun pada fakta bahwa Gus Mus berhasil menghentikan perdebatan
dalam muktamar, hal ini menunjukkan bahwa wartawan beridentitas sebagai pihak
yang pro dengan kelancaran agenda pembahasan muktamar dan sekaligus kontra

terhadap muktamar yang berlangsung gaduh.

e. Pemberitaan kelima berjudul “Bersaing di Pemungutan Langsung”

Representasi dalam anak kalimat - Beberapa data terkait tentang
representasi dalam anak kalimat dapat digambarkan dari kosakatayang dipilih, tata
bahasa dan metafora yang digunakan. Pertama, berikut ini adalah beberapa kosa
kata yang digunakan dalam pemberitaan kelima terkait judul Bersaing di
Pemungutan Suara Langsung.

“Tak mempersalahkan pemilihan Rais Aam NU.” “Ketua inkumben KH
Said Aqil Siroj.” “KH Said Aqil Siroj mengaku siap bertarung.” “Said hanya

mengatakan optimistis.” “Calon kuat lain.” “Bekas petinggi Badan Intelgen
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Negara.” “Cucu pendiri NU.” “Didukung mayoritas pengurus cabang.” “Peta
dukungan bisa berubah cepat.” “Semua kandidat bermanuver.”

Kedua, terkait dengan tata bahasa yang digunakan berdasarkan teori
terdapat 4 (empat) pola tata bahasa dengan konsekuensi pemaknaan masing-
masing, yakni tindakan, peristiwa, keadaan, dan proses mental.

Dalam pemberitaan kelima, setidaknya terdapat 3 (tiga) anak kalimat yang
ditampilkan menggunakan tata bahasa tindakan, yakni diantaranya adalah (a) Cucu
pendiri NU, KH Solahuddin Wahid, menyebutkan separuh cabang NU di Indonesia
mendukungnya. Dukungan antara lain dari kiai di Pondok Lirboyo dan Pondok
Ploso, Kediri, serta Pondok Blokagung, Banyuwangi; (b) Bahkan ia mengklaim,
Pondok Lirboyo mengeluarkan edaran kepada alumnusnya di struktur NU untuk
mendukungnya; dan (c) Calon lain, Muhammad Adnan, seperti dikutip majalah
Tempo, mengklaim didukung mayoritas pengurus cabang NU di Jawa Tengah.

Sedangkan terdapat 5 (lima) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan
tata bahasa peristiwa, yakni diantaranya adalah (a) Para caon Ketum NU tak
mempermasalahkan pemilihan Rais Aam NU bakal dilakukan dengan pemungutan
suara langsung atau voting; (b) Ketuainkumben KH Said Agil Siroj mengaku siap
bertarung dalam pemilihan tersebut; (c) Namun dia menolak menjelaskan peta
dukungan yang kini dikantongi; (d) Said hanya mengatakan optimistis bisa
memenangi muktamar ini; dan (¢) Said juga mengaku tak pernah
mempermasal ahkan akan disandingkan dengan siapa pun Rais Aam yang terpilih.

Lebih lanjut terdapat 2 (dua) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan

tata bahasa keadaan, yakni diantaranyaadalah (a) Calon kuat lain adalah wakil Said,



As’ad Said Ali, yang juga bekas petinggi Badan Intelgjen Negara; dan (b) Sebuah
survei padapertengahan Juli lalu, menurut sumber majalah Tempo di kantor PBNU,
menunjukkan Said Aqil didukung sekitar 43 persen suara, As’ad mendapat hampir
30 persen dukungan, Gus Solah 25 persen suara, dan Muhammad Adnan sekitar 2
persen.

Terakhir setidaknya terdapat 2 (dua) anak kalimat yang ditampilkan
menggunakan tata bahasa proses mental, yakni diantaranya adalah (a) Itu setelah
sistem pemilihan musyawarah mufakat atau Ahwa tidak jadi digunakan dalam
muktamar NU ke-33 di Jombang, 1-5 Agustus 2015; dan (b) Namun, menurut suber
itu, peta dukungan bisa berubah cepat.

Ketiga, terkait dengan metafora yang digunakan, penulis tidak menemukan
satupun anak kalimat yang digambarkan menggunakan metafora yang negatif.
Sedangkan penulis menemui setidaknya terdapat 8 (delapan) anak kalimat yang
menggunakan metafora positif, diantaranya adalah “Para calon Ketum NU tak
mempermasalahkan pemilihan Rais Aam NU.” “KH Said Aqil Siroj mengaku siap
bertarung.” “Said hanya mengatakan optimistis.” “Said juga mengaku tak pernah
mempermasalahkan.” “Calon kuat lain adalah wakil Sa’id.” “KH Solahuddin
Wahid menyebutkan separuh cabang NU di Indonesia mendukungnya.”
“Muhammad Adnan mengklaim didukung mayoritas pengurus cabang NU di
Jateng.” “Peta dukungan bisa berubah cepat.”

Dari ketiga sudut pandang di atas yakni mulai dari kosa kata, tata bahasa,
dan metafora penulis dapat menganalisis dari pemberitaan kelima ini bahwa ada

beberapa hal yang hendak direpresentasikan, diantaranya adalah (a) Para calon
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Ketua PBNU direpresentasikan sebagai sosok yang sepakat dengan sistem
pemungutan suara dan jugatelah siap merebut jabatan Ketua PBNU dengan klaim
dukungan dari masing-masing pihak; dan (b) Diantara 4 calon Ketua PBNU,
terdapat setidaknya 3 calon terkuat karena direpresentasikan memiliki dukungan
lebih dari 20 persen hasil survel yang dilakukan oleh majalah Tempo.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam kombinasi anak kalimat pada berita kelima ini dapat
digambarkan dari bagaimana dua fakta atau lebih dikombinasikan menjadi suatu
anak kalimat. Setidaknya terdapat empat bentuk kombinasi, yakni penjelas,
perpanjangan tambahan, perpanjangan kontras, dan mempertinggi.

Namun dalam pemberitaan ini, penulis hanya menemukan 2 (dua)
kombinas anak kalimat dengan pola perpanjangan tambahan, sedangkan pola
selainnya tidak penulis temukan. 2 (dua) kombinasi anak kalimat tersebut adalah
(@ (1) Seluruh anak kalimat tentang kesigpan masing-masing calon Ketum NU
berupa klaim pihak pendukungnya merupakan anak kalimat penambahan dari anak
kalimat tentang sikap tidak dipermasalahkannya metode pemungutan suara oleh
paracalon Ketum NU; dan (b) Anak kalimat tentang survel merupakan penambahan
dari anak kalimat tentang kesigpan masing-masing calon Ketum NU dalam
persaingan.

Representasi dalam rangkaian anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam rangkaian anak kalimat dapat digambarkan dari
kemandirian partisipan, prioritas awa dan akhir, serta bentuk dukungan antar

rangkaian anak kalimat.
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Pertama, berikut ini adalah kemandirian partisipan yang digunakan dalam
berita kelima. Setidaknya penulis menemukan rangkaian anak kalimat terbanyak
dengan pola meringkas inti yang disampaikan aktor, yakni sebanyak 3 (tiga)
rangkaian anak kalimat. Diantaranya adal ah:

1) Ketuainkumben KH Said Aqil Siroj, tentang kesigpan dalam pemilihan

dan tidak dipermasal ahkannyaketika disandingkan Rais Aam siapa pun.

2) As’ad Said Ali, tentang siapa saja yang mendukung dia dalam
muktamar.

3) Cucu pendiri NU, KH Solahuddin Wahid, tentang siapa sgja yang
mendukung dia dalam muktamar, bahkan juga klaim salah satu pondok
yang mengel uarkan edaran kepada alumnusnya.

Sedangkan pola kemandirian partisipan dengan mengutip langsung dari
aktor hanya penulis temukan sebanyak 2 (dua) rangkaian anak kalimat, yakni dalam
rangkaian anak kalimat berikut ini:

1) As’ad Said Ali, tentang kesiapan konsep dan niat mengikuti pemilihan.

2) Muhammad Adnan, tentang kesigpan mengikuti pemilihan meski dari
kelas lokal.

Lebih lanjut penulis tidak menemukan satu pun rangkaian anak kalimat

yang menggunakan pola mengevaluasi pernyataan aktor.

Kedua, terkait pemrioritasan rangkaian anak kalimat antara yang awal
dengan yang akhir, sgjak awa anak kalimat yang diprioritaskan adalah tentang
sikap para calon Ketum PBNU yang menerima pemilihan Rais Aam NU

menggunakan pemungutan suara langsung. Pada anak kalimat selanjutnya barulah
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dijelaskan mengenai kesiapan masing-masing calon dalam mengikuti pemungutan
Suara tersebut.

Ketiga, terkait dengan bentuk dukungan antar rangkaian anak kalimat,
setidaknya penulis menemukan ada 2 (dua) hubungan rangkaian anak kalimat yang
saling mendukung dan penulis tidak menemukan hubungan rangkaian anak kalimat
yang saling bertentangan. 2 (dua) hubungan saling mendukung tersebut, yakni (a)
Seluruh anak kalimat tentang kesigpan masing-masing calon Ketum NU berupa
klaim pihak pendukungnya merupakan anak kalimat pendukung dari anak kalimat
tentang sikap tidak dipermasal ahkannya metode pemungutan suara oleh para calon
Ketum NU; dan (b) Anak kalimat tentang survei mendukung anak kalimat tentang
profil inkumben Said Aqil, anak kalimat tentang profil calon kuat lain As’ad Said,
dan anak kalimat tentang profil cucu pendiri NU KH Sholahuddin Wahid.

Relas - Dalam pemberitaan ini khalayak media tidak direpresentasikan
menjadi subyek yang dibahas, sehingga relasi lebih kental menganalisis kepada
hubungan antar partisipan.

1) Antar calon Ketum NU digambarkan memiliki relasi yang baik berupa

pihak yang saling bersaing dalam memperebutkan jabatan Ketum NU.

2) Masing-masing caon Ketum NU digambarkan memiliki relasi yang

baik terhadap pendukungnya (kecuali Said Aqil karena dia tidak
menolak untuk memberitahu pihak pendukungnya). Seperti As’ad Said
Ali yang didukung oleh cabang-cabang NU seperti Jateng, Y ogyakarta,

dan luar jawa. Gus Solah yang didukung oleh beberapa pondok
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pesantren. Sedangkan Muhammad Adnan didukung oleh cabang NU di
Jateng.

Dari data tersebut setidaknya terdapat ada dua relasi yang dominan
ditunjukkan dalam pemberitaan ini. KH Said Aqil Siroj diposisikan memiliki relas
yang lebih tinggi ketimbang partisipan selainnya. Hal ini didasarkan atas asumsi
teks dalam pemberitaan yang menggambarkan hasil survei magaah Tempo di
kantor PBNU yang menunjukkan Said Aqil didukung sekitar 43 persen suara.
Barulah yang kedua As’ad, selanjutnya Gus Solah dan yang terakhir Muhammad
Adnan. Meski pada akhirnya memang peta dukungan dapat berubah dalam waktu
yang cepat, tetapi setidaknya fakta survei lebih kuat untuk membuktikan posisi
relasi Said Agil lebih tinggi ketimbang analisis prediksi yang kemungkinan
terjadinya fifty-fifty.

Identitas - Pada paragraf awal, wartawan mengidentifikasikan dirinya
sebagal pihak yang mandiri karena semua calon Ketum NU diposisikan sama yakni
tidak mempermasalahkan sistem pemungutan suara. Pada paragaraf dua sampai
paragraf lima, wartawan mengindetifikasikan dirinya sebagai pihak yang mandiri
karena profil, kesiapan, dan pihak pendukung yang wartawan gambarkan dalam
berita dilakukan secara berimbang.

Pada paragraf terakhir memang wartawan sedikit mengidentifikasikan
dirinya pro pada tiga calon terkuat karena survei menunjukkan tiga calon
tersebutlah yang dominan menguasai hasil surve, namun pada akhirnya tetap sgja

ditutup dengan potensi adanya perubahan peta dukung. Hal ini menjadikan identitas
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wartawan konsisten sgjak awal sampai akhir sebagai pihak yang mandiri diantara
paracalon Ketum NU.

Berdasarkan data tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa meski
memang terdapat pemberitaan mengenai hasil survei maaah Tempo terkait
pertarungan perebutan jabatan Ketua Tanfidziyah PBNU yang memenangkan KH
Said Adqil Siroj, tetapi wartawan secara konsisten dalam pemberitaan ini
mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak yang mandiri. Hal ini terlihat dalam
wacana terkait penerimaan para calon atas sistem pemungutan suara diposisikan
sama. Lebih lanjut wacanaterkait bagaimana peta dukungan tiap calon diposisikan

sama sesuai dengan apa yang partisipan berita sampaikan.

f. Pemberitaan keenam berjudul “Penebar Isu Politik Uang
Mendadak Bungkam”

Representasi dalam anak kalimat - Beberapa data terkait tentang
representasi dalam anak kalimat dapat digambarkan dari kosakatayang dipilih, tata
bahasa dan metafora yang digunakan. Pertama, berikut ini adalah beberapa kosa
kata yang digunakan dalam pemberitaan keenam terkait judul Penebar Isu Politik
Uang Mendadak Bungkam.

“lsu politik uang mash membayangi.” “Berkoar-koar punya bukti
penyuapan.” “Namun belakangan andi membantah.” “Upaya pembelian suara
pengurus.” “Sejumlah muktamirin yang sebelumnya garang.” “Tudingan adanya

praktek suap.” “Telah dikondisikan beradadi pondok itu.” “Kubu Gus Solah juga
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diserang.” “Tuduhan gratifikas terhadap peserta muktamar NU.” “Membeli suara
di setiap cabang.” “Bukan gratifikasi.” “Para peserta sidang meributkan.”

Kedua, terkait dengan tata bahasa yang digunakan berdasarkan teori
terdapat 4 (empat) pola tata bahasa dengan konsekuensi pemaknaan masing-
masing, yakni tindakan, peristiwa, keadaan, dan proses mental.

Dalam pemberitaan keenam, setidaknya terdapat 6 (enam) anak kalimat
yang ditampilkan menggunakan tata bahasa tindakan, yakni diantaranya adalah (a)
Pendukung KH Salahudin Wahid sempat berkoar-koar punya bukti penyuapan
tersebut dan memintapolisi sertaKomis Pemberantasan Korupsi mengusutnya; (b)
Namun belakangan Andi membantah hal itu. Kemarin, ia menyatakan tidak tahu
soal upaya pembelian suara pengurus cabang oleh seorang kandidat sebesar Rp 15
juta. (c) Said Agil membantah telah menyuap. 1a mengaku tak memiliki uang buat
membeli suara di setiap cabang sebesar Rp 15 juta seperti yang dituduhkan Andi
Jamaro; (d) As’ad Said Ali menganggap sumbangan bagi peserta muktamar dalam
jumlatertentu bukan gratifikasi; (€) KetuaPanitiaMuktamar NU ke-33, Imam Aziz,
meminta peserta sidang komisi organisas menunggu hasil gorum Rais Syuriah soal
Ahwa; dan (f) Imam Aziz mengatakan perdebatan soal Ahwa seharusnya tak lagi
terjadi jika peserta sidang memahami fatwa Rais Aam KH Mustofa Bisri.

Sedangkan terdapat 5 (lima) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan
tata bahasa peristiwa, yakni diantaranya adalah (a) KH Salahudin Wahid, salah satu
kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mengakui adanya hal itu;
(b) Sgumlah muktamirin yang sebel umnya garang menyampaikan tudingan adanya

praktek suap juga diam; (c¢) Seorang kader NU mengatakan hingga kemarin atau
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sehari menjelang pemilihan Ketua Umum PBNU, yang diprediksi pada hari ini,
belum muncul bukti politik uang dalam bentuk tunai; (d) Kemarin sore, di Ponpes
Denanyar, para peserta sidang meributkan munculnya pasal 40 ayat 1 dalam
AD/ART, yakni tentang pemilihan Rais Aam yang dilakukan melalui Ahwa; dan
(e) Kemunculan pasal tersebut menuai pro dan kontradi kalangan muktamirin, yang
menuding ada upaya memasukkan kembali Ahwa ke dalam rancangan AD/ART.

Lebih lanjut terdapat 6 (enam) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan
tata bahasa keadaan, yakni diantaranya adalah (a) Peserta muktamar yang gencar
mengemukakan adanya politik uang adalah Andi Jamaro, sal ah seorang ketua pada
era kepemimpinan KH Hasyim Muzadi; (b) Menurut dia, 60 persen anggota PCNU
telah dikondisikan berada di pondok itu sebelum Muktamar dibuka; (c) Sebaliknya,
kubu Gus Solajuga diserang dengan tuduhan gratifikas terhadap pesertaM uktamar
NU, yang dikondisikan berada di pondok pesantren Tebuireng milik Gus Solah; (d)
Sejauh ini, mencul tiga nama yang dipredikss menjadi kandidat Ketum PBNU,
yakni calon inkumben KH Said Aqil Siradj, KH Salahudin Wahid (Gus Solah), dan
As’ad Said Ali; (e) Selain soal itu, peserta disibukkan oleh mekanisme pemilihan.
Ada perdebatan antara pemilihan menggunakan sistem voting atau memakai
perwakilan para kia senior. Mekanisme terakhir ini dikenal dengan istilah Ahwa;
serta(f) Dalam fatwatersebut, jel as disebutkan bahwatata cara pemilihan RaisAam
dilakukan secara terpisah oleh forum Rais Syuriah melalui mekanisme yang
disepakati.

Terakhir setidaknya terdapat 3 (tiga) anak kalimat yang ditampilkan

menggunakan tata bahasa proses mental, yakni diantaranya adalah (@) Isu politik
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uang masih membayangi Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang, Jawa
Timur; (b) Politik uang adalah salah satu hal yang disoroti dalam Muktamar NU
kali ini; dan (c) Jikajalan musyawarah mufakat tak bisa ditempuh, harus dilakukan
pemungutan suara, seperti yang diatur dalam pasal 41 AD/ART organisasi.

Ketiga, terkait dengan metafora yang digunakan, penulis menemukan anak
kalimat yang digambarkan menggunakan metafora yang positif berimbang dengan
penggunaan metafora yang negatif yakni 4 berbanding lima. Anak kalimat yang
menggunakan metafora positif diantaranya adalah “Kemarin, ia menyatakan tidak
tahu soal upaya pembelian suara.” “Sebelumnya garang menyampaikan tudingan
adanya praktek suap juga diam.” “Belum muncul bukti politik uang dalam bentuk
tunai.” “Said Aqil telah membantah telah menyuap.” Sedangkan anak kalimat yang
menggunakan metafora negatif diantaranya adalah “Isu politik uang mash
membayangi muktamar NU.” “Sempat berkoar-koar punya bukti penyuapan.”
“Kubu Gus Solah jugadiserang.” “Adaperdebatan antara pemilihan.” “Para peserta
sidang meributkan.”

Dari ketiga sudut pandang di atas yakni mulai dari kosa kata, tata bahasa,
dan metafora penulis dapat menganalisis dari pemberitaan keenam ini bahwa ada
beberapa hal yang hendak direpresentasikan, diantaranya adalah () Muktamar NU
direpresentasikan sebagal kegiatan yang diisi oleh kubu-kubu yang saling
menuding atau menyerang adanya praktek politik uang kepada peserta muktamar
serta saling membantah bahwa ada praktek politik uang; dan (b) Selain itu
muktamar NU juga digambarkan kembali mengal ami perdebatan mengenai sistem

pemilihan Rais Aam yang seharusnya jika merujuk pada fatwa Gus Mus



93

sebelumnya sudah disepakati, namun ternyata kembali dimentahkan oleh peserta
muktamar itu sendiri.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam kombinasi anak kalimat pada berita keenam ini dapat
digambarkan dari bagaimana dua fakta atau lebih dikombinasikan menjadi suatu
anak kalimat. Setidaknya terdapat empat bentuk kombinasi, yakni penjelas,
perpanjangan tambahan, perpanjangan kontras, dan mempertinggi.

Representasi dalam rangkaian anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam rangkaian anak kalimat dapat digambarkan dari
kemandirian partisipan, prioritas awa dan akhir, serta bentuk dukungan antar
rangkaian anak kalimat.

Pertama, berikut ini adalah kemandirian partisipan yang digunakan dalam
berita pertama. Setidaknya penulis menemukan rangkaian anak kalimat terbanyak
dengan polamengutip langsung dari aktor, yakni sebanyak 6 (enam) rangkaian anak
kalimat. Diantaranya adal ah:

1) Kandidat Ketum PBNU, Gus Solah, tentang pengakuan adanya politik

uang dalam muktamar.

2) Peserta, muktamar, Andi Jamaro, tentang bantahan mengenal

keti daktahuannya atas pembelian suara pengurus cabang.

3) Seorang delegasi asal Rokan Hilir Riau, tentang perilaku diamnya dia

mengenai tudingan praktek suap.

4) Seorang kader NU, tentang pemberian fasilitas penginapan sampai

makan para peserta muktamar oleh salah satu kubu.
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5) As’ad Said Ali, tentang pernyataannya atas fakta sumbangan bagi
peserta muktamar bukanlah suatu bentuk gratifikasi.

6) KetuaPanitiaMuktamar NU ke-33, Imam Aziz, tentang permintaannya
kepada peserta sidang komisi organisasi untuk menunggu hasil dari
forum Rais Syuriah.

Sedangkan pola kemandirian partispan dengan meringkas yang
disampaikan aktor hanya penulis temukan sebanyak 4 (empat) rangkaian anak
kalimat, yakni dalam rangkaian anak kalimat berikut ini:

1) Peserta muktamar, Andi Jamaro, tentang koar-koarnya bahwa ia punya

bukti penyuapan.

2) Seorang kader NU, tentang perkataannya mengenai belum munculnya
bukti politik uang dalam bentuk tunai.

3) Said Aqil, tentang bantahannya telah menyuap karena tidak memiliki
uang.

4) KetuaPanitia Muktamar NU ke-33, Imam Aziz, tentang permintaannya
kepada peserta sidang komisi organisasi untuk menunggu hasil dari
forum Rais Syuriah.

Lebih lanjut penulis tidak menemukan satu pun rangkaian anak kalimat

yang menggunakan pola mengevaluasi pernyataan aktor.

Kedua, terkait pemrioritasan rangkaian anak kalimat antara yang awal
dengan yang akhir, anak kalimat yang menjadi prioritasdi awa pemberitaan adalah

terkait adanyatudingan praktek politik uang dalam muktamar. Namun anak kalimat
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sel anjutnya menunjukkan bahwa pihak yang menuding justru membantah atau diam
tak bergeming atas pernyataan tudingannya.

Pun juga anak kalimat selanjutnya juga menyerang orang yang menuding
adanya praktek politik uang, dan juga turut dibantah oleh orang yang diserang
tersebut. Barulah pada akhir pemberitaan menunjukkan anak kalimat mengenal
masih munculnya perdebatan mengenai sistem pemilihan menggunakan sistem
voting atau Ahwa yang kembali mentah.

Ketiga, terkait dengan bentuk dukungan antar rangkaian anak kalimat,
setidaknya penulis menemukan ada 4 (empat) hubungan rangkaian anak kalimat
yang saling mendukung, yakni:

1) Anak kalimat adanya peserta muktamar yang gencar mengemukakan
praktek politik uang mendukung anak kalimat tentang Gus Solah yang
mengakui adanya isu politik uang.

2) Anak kalimat tentang belum adanya bukti politik uang dalam bentuk
tunai mendukung anak kalimat tentang bantahan salah satu pendukung
Gus Solah.

3) Anak kalimat tentang Said Aqil membantah tuduhan menyuap
mendukung anak kalmat tentang belum adanya bukti politik uang dalam
bentuk tunai.

4) Anak kalimat tentang As’ad Said Ali yang menganggap sumbangan
bukan termasuk gratifikas mendukung anak kalimat tentang belum

adanya bukti politik uang dalam bentuk tunai.
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Sedangkan selainnya, penulis menemukan 2 (dua) hubungan rangkaian

anak kalimat yang saling bertentangan, yakni:

1) Anak kalimat mengenai bantahan salah satu pendukung Gus Solah

bertentangan dengan anak kalimat adanya peserta muktamar yang

gencar mengemukakan praktek politik uang.

2) Anak kalimat mengenai perdebatan mekanisme pemilihan Rais Aam

bertentangan dengan anak kalimat sebelum-sebelumnya yang

membahas tentang politik uang.

Relas - Dalam pemberitaan ini khalayak media tidak direpresentasikan

menjadi subyek yang dibahas, sehingga relasi lebih kental menganalisis kepada

hubungan antar partisipan.

1)

2)

Kubu Gus Solah digambarkan memiliki relasi yang lebih rendah
ketimbang kubu Said Agil atau kubu As’ad Said Ali. Hal ini didasarkan
atas asums teks bahwa pihak yang telah menuding adanya praktek
politik uang dalam muktamar lantas dikemudian hari justru membantah
adalah berasal dari kubu Gus Solah, sedangkan tidak dijelaskan siapa
pihak yang menyerang kubu Gus Solah dengan tuduhan gratifikasi.

Para peserta sidang digambarkan memiliki relasi yang lebih rendah
ketimbang Rais Syuriah karenatidak sabar dalam menunggu keputusan
dari forum Rais Syuriah mengenai mekanisme sistem pemilihan.
Padahal fatwa dari Gus Mus sebelumnya telah jelas menunggu

keputusan hasil forum Rais Syuriah soal Ahwa.
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Dari data tersebut setidaknya terdapat ada dua relasi yang dominan
ditunjukkan dalam pemberitaan ini, yakni relasi kubu Gus Solah digambarkan
memiliki relasi yang lebih rendah ketimbang kubu calon Ketum NU selainnya. Dan
peserta sidang muktamar juga diposisikan memiliki relas yang lebih rendah
ketimbang Rais Syuriah dan Gus Mus selaku Rais Aam sementara.

Identitas - Pada paragraf awa hingga paragraf tiga, wartawan
mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak yang kontra terhadap kubu Gus Solah.
Hal ini didasarkan atas asumsi teks pemberitaan bahwa pendukung Gus Solah yang
awanya menuding calon Ketum NU lain melakukan politik uang justru berbalik
membantah.

Sedangkan pada paragraf empat hingga lima, wartawan juga
mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak yang kontra terhadap kubu yang
menuding Gus Solah melakukan praktik gratifikas yang pada akhirnya juga
dibantah oleh Gus Solah. Barulah pada paragraf tengah pemberitaan hingga
paragraf akhir, wartawan mengidentifikasikan dirinya sebagal pihak yang pro
terhadap K etua PanitiaM uktamar NU ke-33 dan Rais Syuriah karenamendudukkan
pesertasidang sebagai pihak yang mementahkan ulang fatwa yang dikel uarkan oleh
Gus Mus sebelumnya terkait perihal Ahwa.

Berdasarkan data tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa wartawan
mengidentifikasikan dirinyasebagai pihak yang mandiri di tengah perseteruan antar
kubu terkait tudingan politik uang ataupun gratifikasi. Karena wartawan
menggambarkan dua kubu sebagai pihak yang dituding dan juga sekaligus sebagai

pihak yang membantah tudingan tersebut.
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Namun dalam wacana terkait mekanisme pemilihan Rais Aam, wartawan
lebih mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak yang pro terhadap fatwa Gus Mus

bahwa perlu menunggu hasil forum Rais Syuriah terkait Ahwa.

g. Pemberitaan ketujuh berjudul “Muhammadiyah Diminta Geluti
Politik Praktis”

Representasi dalam anak kalimat - Beberapa data terkait tentang
representasi dalam anak kalimat dapat digambarkan dari kosa katayang dipilih, tata
bahasa dan metafora yang digunakan. Pertama, berikut ini adalah beberapa kosa
kata yang digunakan dalam pemberitaan ketujuh terkait judul Muhammadiyah
Diminta Geluti Politik Praktis.

“Gagasan supaya Muhammadiyah menggeluti dunia politik.” “Sikap
tertutup Muhammadiyah terhadap politik praktis.” “Tetap aktif di politik meski
secara malu-malu.” “Mengembangkan peran dalam gerakan pencerahan umat.”
“Muhammadiyah memutuskan bersikap netral, tidak aktif, dan tidak berafiliasi.”
“Dibolehkan berpartisipasi secara politik, tapi mengatasnamakan pribadi.”
“Terjadi tarik-menarik antara partai politik dan organisasi kemasyarakatan.”
“Sebaiknyamemiliki aksesterhadap kekuasaan.” “Muhammadiyah mempertajam
pandangan politiknya.” “Muhammadiyah menekuni poiltik sebagai amal usaha.”
“Era kepemimpinan Din Syamsuddin terlalu keras mengkritik pemerintah.” “Kami

mengusung politik kebangsaan yang diaktualisasi dengan gerakan dakwah.”
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Kedua, terkait dengan tata bahasa yang digunakan berdasarkan teori
terdapat 4 (empat) pola tata bahasa dengan konsekuensi pemaknaan masing-
masing, yakni tindakan, peristiwa, keadaan, dan proses mental.

Dalam pemberitaan pertama, setidaknyaterdapat 5 (lima) anak kalimat yang
ditampilkan menggunakan tata bahasa tindakan, yakni diantaranya adalah (a) Alwi
Uddin meminta pengurus pusat mempertimbangkan evaluas terhadap kebijakan
organisas di bidang politik; (b) Sekitar 2.600 peserta muktamar menyimak |aporan
masing-masing pengurus daerah; (C) Saat itu Muhammadiyah memutuskan
bersikap netral, tidak aktif, dan tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun; (d)
Sekertaris PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir, bahkan menyebut PP
Muhammadiyah di era kepemimpinan Din Syamsuddin terlalu keras mengkritik
pemerintah; serta (e) Penegasan serupa datang dari Abdul Mu’ti. Salah seorang
kandidat K etua Umum PP Muhammadiyah ini menyatakan bahwa Muhammadiyah
tidak akan terlibat dalam politik praktis Muhammadiyah, kata dia, juga
menghindari wacana pembentukan partai politik di masa depan.

Sedangkan terdapat 7 (tujuh) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan
tata bahasa peristiwa, yakni diantaranya adalah (a) Dalam rapat pleno, Alwi
bergantian dengan perwakilan pengurus setiap daerah di Indonesia menyampaikan
laporan dan pandangan umum; (b) Alwi menyebutkan, kondis saat ini berbeda
dengan tahun 1971, ketika Muhammadiyah menetapkan Khitah Makassar dalam
Muktamar ke-38; (c) Dia meminta Muhammadiyah mempertgjam pandangan
politiknya, sertaterlibat secaraterbukadalam politik praktis; (d) Adapun penasihat

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Bahtiar Effendy,
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menyarankan agar Muhammadiyah menekuni politik sebagai amal usaha; (€)
Muhammadiyah, kata dia, selama ini terlalu menjaga kedekatan dengan kekuatan-
kekuatan politik; (f) Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin
menegaskan organi sasinya akan tetap berpegangan pada K hitah M akassar; serta(g)
Din memaklumi bahwa Muhammadiyah menghadapi tarik-menarik politik sgjak
erareformasi.

Lebih lanjut terdapat 2 (dua) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan
tata bahasa keadaan, yakni diantaranya adalah (@) Muhammadiyah diminta
mengubah pandangan sesuai dengan perkembangan zaman agar leluasa
mengembangkan peran dalam gerakan pencerahan umat; dan (b) Adapun warga
Muhammadiyah dibolehkan berpartisipasi secara politik, tapi mengatasnamakan
pribadi.

Terakhir setidaknya terdapat 6 (enam) anak kalimat yang ditampilkan
menggunakan tata bahasa proses mental, yakni diantaranya adalah (a) Gagasan
supaya Muhammadiyah menggeluti dunia politik menyeruak di tengah gelaran
rapat pleno Muktamar Muhammadiyah ke-47, di kampus Universitas
Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selata, kemarin; (b) Sikap tertutup
Muhammadiyah terhadap politik praktis dianggap tak lagi relevan dengan kondisi
masyarakat sekarang; (¢) Dengan kebijakan saat ini, warga Muhammadiyah tetap
aktif di politik meski secara malu-malu; (d) Menurut Alwi, Khitah Makassar
relevan dengan situasi politik pada masa itu ketika terjadi tarik-menarik antara
partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Situasi sekarang dianggap telah

berubah; (€) Dengan begitu, Muhammadiyah bisa aktif menentukan arah dan



101

kebijakan negara terhadap masyarakat; serta (f) Namun itu tidak mengubah posisi
Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sipil.

Ketiga, terkait dengan metafora yang digunakan, penulis menemukan ada 4
(empat) anak kalimat yang digambarkan menggunakan metafora yang positif yakni
anak kalimat yang berisi “Khitah Makassar relevan dengan situasi politik padamasa
itu.” “Din Syamsuddin menegaskan organisasinya akan tetap pada Khitah
Makassar.” “Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis.” “Kami
mengusung politik kebangsaan yang diaktualisasi dengan gerakan dakwah.”
“Pemberitaan kedelapan berjudul “NU Pecah”. Sama halnya dengan metafora
positif, penulis menemukan setidaknya juga terdapat 4 (empat) anak kalimat yang
menggunakan metafora negatif, diantaranya adalah “Sikap tertutup
Muhammadiyah terhadap politik praktis.” “Warga Muhammadiyah tetap aktif di
politik meski secara malu-malu.” “Muhammadiyah terlalu menjaga kedekatan
dengan kekuatan-kekuatan politik.” “PP Muhammadiya di era kepemimpinan Din
Syamsuddin terlalu keras mengkritik pemerintah.” “Pemberitaan kesembilan
berjudul “Ahwa Tunjuk Mustofa Bisri jadi Rais Aam”.

Dari ketiga sudut pandang di atas yakni mulai dari kosa kata, tata bahasa,
dan metafora penulis dapat menganalisis dari pemberitaan ketujuh ini bahwa ada
beberapa hal yang hendak direpresentasikan, diantaranya adalah Muhammadiyah
direpresentasikan sebagai organisasi masyarakat sipil yang tertutup terhadap politik
praktis dan sedang dituntut oleh warga Muhammadiyah sendiri untuk dapat terlibat
dalam dunia politik. Dalam upaya perwujudan gagasan agar Muhammadiyah

terlibat dalam dunia politik praktis terdapat beberapa pihak yang tetap menentang



102

gagasan itu dan berpendapat bahwa Muhammadiyah harus sesuai dengan Khitah
Makassar yakni tidak terlibat dalam politik praktis.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam kombinasi anak kalimat pada berita ketujuh ini dapat
digambarkan dari bagaimana dua fakta atau lebih dikombinasikan menjadi suatu
anak kalimat. Setidaknya terdapat empat bentuk kombinasi, yakni penjelas,
perpanjangan tambahan, perpanjangan kontras, dan mempertinggi.

Pertama, berikut ini adalah anak kalimat dengan bentuk kombinasi sebagai
penjelas, yakni anak kalimat tentang situasi politik di masa 1971 menjelaskan anak
kalimat tentang kondisi saat ini yang berbeda dengan tahun 1971.

Kedua, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk kombinasi
sebagal perpanjangan tambahan, diantaranya adalah (a) Anak kalimat tentang
warga Muhammadiyah yang aktif berpolitik secara malu-malu menambahkan anak
kalimat tentang sikap tertutup Muhammadiyah terhadap politik praktis; (b) Anak
kalimat tentang kondisi saat ini yang berbeda dengan tahun 1971 menambahkan
anak kalimat tentang sikap tertutup Muhammadiyah terhadap politik praktis yang
sudah tidak relevan; (c) Anak kalimat tentang pandangan yang senadadari pengurus
Bidang Hikmah dan Kebijakan PW Muhammadiyah menambahkan anak kalimat
tentang munculnya gagasan supaya Muhammadiyah menggeluti dunia politik; dan
(b) Anak kalimat tentang saran dari penasihat Lembaga Hikmah dan Kebijakan
Publik PP Muhammadiyah agar menekuni politik sebagai amal usaha
menambahkan anak kalimat tentang munculnya gagasan supaya Muhammadiyah

menggel uti dunia politik.
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Ketiga, lebih lanjut berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk
kombinasi sebagai perpanjangan kontras, yakni (a) Anak kalimat tentang penegasan
Din Syamsuddin yang menyatakan Muhammadiyah tetap berpegangan pada K hitah
Makassar kontras dengan anak kalimat tentang sikap tertutup Muhammadiyah
terhadap politik praktisyangtidak lagi relevan; (b) Anak kalimat tentang penegasan
Abdul Mu’ti yang menyatakan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik
praktis kontras dengan anak kalimat tentang sikap tertutup Muhammadiyah
terhadap politik praktis yang tidak lagi relevan.

Keempat, dan terakhir, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan
bentuk kombinasi sebagai mempertinggi, diantaranya adalah (a) i) Anak kalimat
tentang sikap tertutup Muhammadiyah terhadap politik praktis mempertinggi anak
kalimat tentang munculnya gagasan supaya Muhammadiyah menggeluti dunia
politik; (b) Anak kalimat tentang permintaan salah satu Ketua Pimpinan Wilayah
agar Muhammadiyah mengikuti perkembangan zaman mempertinggi anak kalimat
tentang munculnya gagasan supaya M uhammadiyah menggeluti dunia politik; dan
(c) Anak kalimat tentang Sekertaris PW Muhammadiyah yang menganggap PP
Muhammadiyah era Din Syamsuddin terlalu keras mengkritik pemerintah
mempertinggi anak kalimat tentang sikap tertutup Muhammadiyah terhadap politik
praktis.

Representasi dalam rangkaian anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam rangkaian anak kalimat dapat digambarkan dari
kemandirian partisipan, prioritas awa dan akhir, serta bentuk dukungan antar

rangkaian anak kalimat.
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Pertama, berikut ini adalah kemandirian partisipan yang digunakan dalam

berita pertama. Setidaknya penulis menemukan rangkaian anak kalimat terbanyak

dengan pola meringkas inti yang disampaikan aktor, yakni sebanyak 8 (delapan)

rangkaian anak kalimat. Diantaranya adal ah:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Alwi Uddin, tentang:

a) Permintaan agar pengurus pusat mempertimbangkan kebijakan
organisas di bidang politik.

b) Perbedaan kondisi saat ini dengan kondisi di tahun 1971.

c) Khitah Makassar yang relevan dengan kondisi saat itu dan tidak
ada kondisi yang membuat Khitah Makassar relevan di masa
sekarang.

Pengurus Bidang Hikmah dan Kebijakan PW Muhammadiyah, Adi
Suryadi Culla, tentang permintaan agar Muhammadiyah mempertajam
pandangan politiknya.

Penasihat Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Bahtiar Effendy,
tentang saran dia agar Muhammadiyah menekuni politik sebagai amal
usaha

Sekertaris PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir, tentang keharusan
bagi Muhammadiyah untuk bersikap proporsiona dalam politik.
Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, tentang penegasan bahwa
organisasinya akan tetap berpegangan pada K hitah Makassar.

Kandidat Ketum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, tentang penegasan

bahwa organi sasinya akan tetap berpegangan pada K hitah Makassar.
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Sedangkan pola kemandirian partisipan dengan mengutip langsung dari
aktor hanya penulistemukan sebanyak 2 (dua) rangkaian anak kalimat, yakni dalam
rangkaian anak kalimat berikut ini:

1) Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Alwi Uddin, tentang:

a) Warga Muhammadiyah yang aktif berpolitik secara malu-malu.
b) Saran bagi Muhammadiyah agar memiliki akses terhadap
kekuasaan.

Lebih lanjut penulis tidak menemukan satu pun rangkaian anak kalimat
yang menggunakan pola mengevaluasi pernyataan aktor.

Kedua, terkait pemrioritasan rangkaian anak kalimat antara yang awal
dengan yang akhir, i) Sgjak awa pemberitaan yang menjadi sorotan adalah
gagasan supaya Muhammadiyah menggeluti dunia politik yang diperkuat dengan
asumsi bahwa sikap tertutup Muhammadiyah terhadap politik praktis tidak lagi
dianggap relevan.

Paragraf-paragraf  selanjutnya menjelaskan tentang pendapat-pendapat
warga Muhammadiyah yang mendukung asumsi awal pemberitaan tersebut. Mulai
dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawes Selatan, Alwi Uddin. Ada
juga pendapat pengurus Bidang Hikmah dan Kebijakan PW Muhammadiyah
Sulawesi Selatan, Adi Suryadi Culla. Penasihat Lembaga Hikmah dan Kebijakan
Publik PP Muhammadiyah, Bahtiar Effendy. Serta ada juga Sekertaris PW
Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir.

Setelah itu di dua paragraf akhir ditunjukkan pihak yang tetap berpendapat

bahwa M uhammadiyah harus tetap berpegangan pada K hitah Makassar yakni tidak
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terlibat dalam politik praktis. Seperti pendapat Ketua Umum PP Muhammadiyah,

Din Syamsuddin, dan kandidat Ketua Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

Ketiga, terkait dengan bentuk dukungan antar rangkaian anak kalimat,

setidaknya penulis menemukan 4 (empat) hubungan rangkaian anak kalimat yang

saling mendukung, yakni:

1)

2)

3)

4)

Pendapat Alwi Uddin yang dikupas sebanyak empat paragraf
mendukung adanya gagasan supaya M uhammadiyah menggeluti dunia
politik yang diperkuat dengan asumsi bahwa skap tertutup
Muhammadiyah terhadap politik praktistidak lagi dianggap relevan.

Pendapat Adi Suryadi Culla yang dikupas sebanyak satu paragraf
mendukung adanya gagasan supaya Muhammadiyah menggel uti dunia
politik yang diperkuat dengan asumsi bahwa skap tertutup
Muhammadiyah terhadap politik praktistidak lagi dianggap relevan.

Pendapat Bahtiar Effendy yang dikupas sebanyak satu paragraf
mendukung adanya gagasan supaya Muhammadiyah menggeluti dunia
politik yang diperkuat dengan asumsi bahwa skap tertutup
Muhammadiyah terhadap politik praktistidak lagi dianggap relevan.

Pendapat Tafsir yang dikupas sebanyak satu paragraf mendukung
adanya gagasan supaya Muhammadiyah menggeluti dunia politik yang
diperkuat dengan asums bahwa sikap tertutup Muhammadiyah

terhadap politik praktistidak lagi dianggap relevan.

Sedangkan selainnya, penulis menemukan ada 2 (dua) hubungan rangkaian

anak kalimat yang saling bertentangan, yakni:
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1) Pendapat Din Syamsuddin yang dikupas sebanyak satu paragraf
menentang adanya gagasan supaya Muhammadiyah menggeluti dunia
politik.

2) Pendapat Abdul Mu’ti yang dikupas sebanyak satu paragraf menentang
adanya gagasan supaya Muhammadiyah menggel uti dunia politik.

Relas - Muhammadiyah digambarkan dalam pemberitaan sebagai
organisas yang memiliki relasi cukup adajarak dengan masyarakat saat ini. Hal ini
didasarkan atas asums teks bahwa sikap tertutupnya Muhammadiyah terhadap
politik praktistidak lagi relevan diterapkan di masa sekarang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa M uhammadiyah dipandang sebagai pihak
yang harus merubah pandangan politiknya karena wartawan dan beberapa warga
Muhammadiyah dikonstruksikan setara karena sama-sama menganggap bahwa
sikap tertutup Muhammadiyah terhadap politik praktis sudah tidak relevan
diterapkan di masa sekarang.

I dentitas - Wartawan tampaknya hendak mengidentifikasikan dirinya pada
posiss masyarakat Indonesia pada umumnya yang menginginkan agar
Muhammadiyah aktif dalam dunia politik praktis.

Meskipun pada akhir pemberitaan, wartawan justru juga
mengidentifikasikan dirinya pada posiss PP Muhammadiyah yang menginginkan
Muhammadiyah tetap berpegangan pada Khitah Makassar yakni tidak terlibat
politik praktis. Namun hal ini belum dapat menunjukkan bahwa wartawan lebih
condong mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak yang mandiri, mengingat judul

beritalebih mencerminkan pendapat satu kelompok sgja.
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h. Pemberitaan kedelapan berjudul “NU Pecah”

Representasi dalam anak kalimat - Beberapa data terkait tentang
representasi dalam anak kalimat dapat digambarkan dari kosakatayang dipilih, tata
bahasa dan metafora yang digunakan. Pertama, berikut ini adalah beberapa kosa
kata yang digunakan dalam pemberitaan kedelapan terkait judul NU Pecah.

“Perpecahan melanda organisasi I1slam terbesar.” “Sidang pleno muktamar
ke-33 yang digelar PBNU di Alun-alun Jombang mulai tidak sehat.”
“Kecurangan, kata Hariri.” “Melihat situasi yang tak kondusif.” “Tapi Gus Solah
membantah kabar.” “Menggelar muktamar tandingan.” “Berlangsung tidak
transparan dan cacat hukum.”

Kedua, terkait dengan tata bahasa yang digunakan berdasarkan teori
terdapat 4 (empat) pola tata bahasa dengan konsekuensi pemaknaan masing-
masing, yakni tindakan, peristiwa, keadaan, dan proses mental.

Dalam pemberitaan kedelapan, setidaknya terdapat 6 (enam) anak kalimat
yang ditampilkan menggunakan tata bahasa tindakan, yakni diantaranya adalah (@)
Menurut Hariri, pimpinan sidang sengaja mengatur muktamirin sesuai dengan
keinginan mereka. Akibatnya, kubu Gus Sholah tak pernah mendapat sekali pun
kesempatan menyampaikan pendapat dalam sidang pleno yang mengesahkan hasil
komisi bahtsul masail, komisi organisasi, dan komisi rekomendasi; (b) Pimpinan
sidang yang terdiri atas KH Yahya Stakuf, Syaifullah Y usuf, dan KH Ishomudin
dianggap tak memberi kesempatan bi carakepada pendukung Gus Sholah; (c) Meski
membantah, Gus Sholah mengatakan, mereka meminta PBNU periode lalu

menggelar ulang muktamar paling lambat tiga bulan dari sekarang; (d) Imam
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mengklaim proses pemilihan Ahwa sudah sesuai dengan kesepakatan para
muktamirin; (€) Ahwakemarin di alun-alun Jombang sepakat memilih KH Mustofa
Bisri dan KH Ma’ruf Amin sebagai Rais Aam NU dan wakilnya; serta (f) Jika
nahdliyin tak berhasil membujuk Gus Mus, maka Rais Aam akan dijabat oleh
Ma’ruf.

Sedangkan terdapat 9 (sembilan) anak kalimat yang ditampilkan
menggunakan tata bahasa peristiwa, yakni diantaranya adalah (8) Kubu KH
Salahuddin Wahid atau Gus Sholah menggelar “muktamar” sendiri di Pondok
Pesantren Tebuireng, Jombang, kemarin; (b) Salah satu anggota tim Salahuddin
Wahid-Hasyim Muzadi, Hariri, mengatakan kubunya melihat sidang pleno
muktamar ke-33 yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Alun-alun
Jombang mulai tidak sehat; (c) Melihat situasi yang tak kondusif, kata Hariri, kubu
Gus Sholah akhirnya memilih melanjutkan sidang pleno sendiri di Pondok
Pesantren Tebuireng, yang berjarak lima kilometer dari alun-alun; (d) Tapi Gus
Sholah membantah kabar bahwa kubunya menggel ar muktamar tandingan; (e) Bila
tidak dilakukan, kata Gus Sholah, pengurus wilayah akan menggelar muktamar
sendiri; (f) Gus Sholah menuturkan alasan kekecewaan kubunya terhadap proses
muktamar di alun-alun; (g) Ketua Panitia Muktamar ke-33 NU, KH Imam Aziz,
menyatakan proses muktamar tetap berlanjut meski ada pengurus cabang dan
wilayah menggelar musyawarah secara terpisah; (h) Prosesnya adalah dari cabang
atau wilayah melakukan sidang khusus syuriah. Nah, sidang itulah yang
menentukan sistem Ahwadipakai atau tidak; dan (i) Namun Gus Mus menyatakan

tidak bersedia dipilih sebagai Rais Aam Syuriah.
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Lebih lanjut terdapat 2 (dua) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan
tata bahasa keadaan, yakni diantaranya adalah (a) Kecurangan, kata Hariri,
berlanjut pada sidang kedua yang memplenokan ahlu halli wal aqdi (Ahwa),
semacam badan formatur yang terdiri atas kiai-kiai senior, untuk memilih Rais
Aam; dan (b) Hariri mengklaim sidang pleno di Tebuirengini diikuti 426 Pimpinan
Cabang NU dan Pimpinan Wilayah NU dari 546 peserta muktamar.

Terakhir setidaknya terdapat 3 (tiga) anak kalimat yang ditampilkan
menggunakan tata bahasa proses mental, yakni diantaranya adalah (@) Perpecahan
melanda organisasi 1slam terbesar, Nahdlatul Ulama; (b) Proses pemilihan dengan
cara Ahwa berlangsung tidak transparan dan cacat hukum. Secara tiba-tiba, kata
dia, muncul sembilan nama Ahwa yang tak didahului proses pendaftaran; dan (c)
Adapun pemilihan Ketua Umum Tanfidziah masih berlangsung hingga berita ini
ditulis, semalam.

Ketiga, terkait dengan metafora yang digunakan, penulis menemukan hanya
ada satu anak kalimat yang digambarkan menggunakan metafora yang positif yakni
anak kalimat yang berisi “Tapi Gus Sholah membantah bahwa kubunya menggel ar
muktamar tandingan.” Sedangkan penulis menemui setidaknya terdapat 5 (lima)
anak kalimat yang menggunakan metaforanegatif, diantaranya adalah “Perpecahan
melanda organisasi Islam terbesar, NU.” “Gus Sholah menggelar “muktamar”
sendiri.” “Muktamar berjalan penuh kecurangan.” “Melihat situas yang tak
kondusif.” “Berlangsung tidak transparan dan cacat hukum.”

Dari ketiga sudut pandang di atas yakni mulai dari kosa kata, tata bahasa,

dan metafora penulis dapat menganalisis dari pemberitaan kedelapan ini bahwa ada
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beberapa hal yang hendak direpresentasikan, diantaranya adalah (a) Muktamar NU
digambarkan sedang tidak kondusif karena adanya salah satu kubu —kubu Gus
Sholah— yang kecewa dengan kinerja panitia karena berbuat curang dan tidak
memberikan kesempatan bagi kubunya untuk berpendapat; (b) Dengan
kekecewaannya tersebut, kubu Gus Sholah diposiskan sebagai orang yang
bertanggung jawab terhadap pengadaan musyawarah terpisah yang dilakukan di
Ponpes Tebuireng. Meski sudah dibantah bahwa hal tersebut bukan muktamar
tandingan, tetapi harian Tempo tetap sajamenggunakan istilah muktamar tandingan
di awal pemberitaannya; serta (c) Ditambah lagi dengan pendapat Ketua Panitia
Muktamar NU ke-33 yang menyatakan tetap melanjutkan muktamar dan tidak
menggubris musyawarah terpisah yang dilakukan oleh kubu Gus Sholah; semakin
memperkuat adanya perpecahan antara kubu Gus Sholah dengan panitia muktamar
dalam seluruh rangkaian kegiatan muktamar.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam kombinasi anak kalimat pada berita kedelapan ini dapat
digambarkan dari bagaimana dua fakta atau lebih dikombinasikan menjadi suatu
anak kalimat. Setidaknya terdapat empat bentuk kombinasi, yakni penjelas,
perpanjangan tambahan, perpanjangan kontras, dan mempertinggi.

Pertama, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk
kombinasi sebagai penjelas, yakni anak kalimat tentang kubu Gus Sholah yang
mengadakan sidang pleno sendiri di Ponpes Tebuireng merupakan penjelas dari

anak kalimat tentang perpecahan melanda organisasi Islam terbesar, NU.
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Kedua, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk kombinasi
sebagal perpanjangan tambahan, diantaranya adalah (a) Anak kalimat tentang
muktamar yang berjalan penuh kecurangan dan anak kalimat tentang kubu Gus
Sholah yang tidak pernah mendapat sekali pun kesempatan menyampaikan
pendapat dalam sidang pleno merupakan tambahan dari anak kalimat tentang
muktamar yang tidak kondusif; dan (b) Anak kalimat tentang ketua panitia yang
tetap melanjutkan muktamar meski ada pengurus cabang dan wilayah yang
menggelar musyawarah secara terpissh semakin menambahkan fakta terkait
perpecahan yang melanda organisasi 1slam terbesar, NU.

Ketiga, lebih lanjut penulistidak menemukan satu pun anak kalimat dengan
bentuk kombinasi sebagai perpanjangan kontras. Keempat, dan terakhir, berikut ini
adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk kombinasi sebagai mempertinggi,
yakni anak kalimat tentang kubu Gus Sholat yang meminta menggelar ulang
muktamar merupakan anak kalimat yang mempertinggi anak kalimat tentang
perpecahan melanda organisasi I1slam terbesar, NU.

Representasi dalam rangkaian anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam rangkaian anak kalimat dapat digambarkan dari
kemandirian partisipan, prioritas awa dan akhir, serta bentuk dukungan antar
rangkaian anak kalimat.

Representasi dalam rangkaian anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam rangkaian anak kalimat dapat digambarkan dari
kemandirian partisipan, prioritas awa dan akhir, serta bentuk dukungan antar

rangkaian anak kalimat.
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Pertama, berikut ini adalah kemandirian partisipan yang digunakan dalam
beritakedel apan. Setidaknya penulis menemukan rangkaian anak kalimat terbanyak
dengan pola meringkas inti yang disampaikan aktor, yakni sebanyak 5 (lima)
rangkaian anak kalimat. Diantaranya adal ah:

1) Hariri, tentang adanya pengaturan muktamirin yang berakibat pada
kubu Gus Sholah tak pernah mendapat kesempatan menyampaikan
pendapat dalam sidang pleno.

2) Hariri, tentang tidak diberinya kesempatan bicara kepada pendukung
Gus Sholah dalam sidang pleno terkait Ahwa.

3) Hariri, tentang kubu Gus Sholah yang akhirnya melanjutkan sidang
pleno sendiri di Ponpes Tebuireng.

4) Gus Sholah, tentang permintaan kepada PBNU untuk menggelar ulang
muktamar.

5) Gus Sholah, tentang alasan kekecewaan kubunya terhadap proses
muktamar.

Sedangkan pola kemandirian partisipan dengan mengutip langsung dari
aktor hanyapenulistemukan sebanyak 3 (tiga) rangkaian anak kalimat, yakni dalam
rangkaian anak kalimat berikut ini:

1) Salah satu anggota tim Salahuddin Wahid-Hasim Muzadi, Hariri,

tentang adanya kecurangan di dalam muktamar.

2) Gus Sholah, tentang bantahan bahwa kubunya menggelar muktamar

tandingan.
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3) Ketua Panitia Muktamar ke-33 NU, KH Imam Aziz, tentang proses
muktamar yang tetap berlanjut meski ada pengurus cabang yang
menggelar musyawarah secaraterpisah.

Lebih lanjut penulis tidak menemukan satu pun rangkaian anak kalimat

yang menggunakan pola mengevaluasi pernyataan aktor.

Kedua, terkait pemrioritasan rangkaian anak kalimat antara yang awal
dengan yang akhir, dari total sembilan paragraf, terhitung terdapat tujuh paragraf
awa menunjukkan pendapat dari Hariri (salah satu anggotatim Salahuddin Wahid-
Hasyim Muzadi) dan pendapat dari Gus Sholah terkait tentang kekecewaannya atas
proses berjalannya muktamar sehingga wajar sampai membuat kubu Gus Sholah
akhirnya memilih melanjutkan sidang pleno sendiri. Meski sempat ada bantahan
bahwa hal tersebut bukan muktamar tandingan, tapi tetap diakhiri statement
permintaan diadakan muktamar ulang.

Barulah diakhir pemberitaan, tepatnya dua paragraf akhir, ditampilkan
pendapat Imam Aziz (K etua PanitiaMuktamar ke-33 NU) yang menyatakan bahwa
muktamar tetap dilanjutkan meskipun ada yang menggelar musyawarah secara
terpisah. Dimana paragraf tersebut semakin menguatkan adanya konflik horizontal
yang sedang terjadi.

Ketiga, terkait dengan bentuk dukungan antar rangkaian anak kalimat,
penulis menemukan ada 2 (dua) hubungan rangkaian anak kalimat yang saling
mendukung, yakni:

1) Anak kalimat tentang pendapat salah satu anggota tim Salahuddin

Wahid-Hasyim Muzadi tentang adanya kecurangan, dan tidak
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diberikannya kesempatan bicara kepada pendukung Gus Solah
mendukung anak kalimat tentang Gus Sholah yang melanjutkan sidang
pleno sendiri di Ponpes Tebuireng. Hal ini sekaligus mendukung adanya
anak kalimat tentang perpecahan melanda organisasi Islam terbesar,
NU.

Sekilas memang anak kalimat tentang pendapat Ketua Panitia
Muktamar ke-33 NU, yang menyatakan bahwa proses muktamar tetap
berlanjut seakan-akan bertentangan dengan adanya perpecahan. Tetapi
sebenarnya anak kalimat ini justru mendukung bahwa benar telah
diadakan musyawarah secaraterpisah, dan benar bahwa muktamar tetap
dilanjutkan; dimana hal ini semakin mendukung anak kalimat bahwa

NU mengalami perpecahan.

Sedangkan selainnya, penulis menemukan hanya 1 (satu) hubungan

tubuh NU.

rangkaian anak kalimat yang saling bertentangan, yakni tepatnya padaanak kalimat
tentang pendapat Gus Sholah yang membantah bahwa hal tersebut bukan muktamar
tandingan dan permintaan untuk menggelar ulang muktamar karena

kekecewaannya bertentangan dengan anak kalimat tentan adanya perpecahan di

Relas - Dalam pemberitaan ini khalayak media tidak direpresentasikan

1)

menjadi subyek yang dibahas, sehingga relasi lebih kental menganalisis kepada

hubungan antar partisipan.

Hariri yang merupakan anggota tim Salahuddin Wahid-Hasyim Muzadi

ditampilkan memiliki hubungan yang baik dengan Gus Sholah karena
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pendapat yang diambil adalah pendapat yang membel a kekecewaan Gus
Sholah.

2) Sedangkan Gus Sholah ditampilkan memiliki hubungan relasi yang
cukup buruk dengan pimpinan sidang, mengingat obyek sikap kecewa
dari kubu Gus Sholah jelas spesifik menyasar pada pimpinan sidang.
Selain itu Gus Sholah juga ditampilkan memiliki relasi yang cukup
buruk dengan pengurus PBNU periode lalu, karena salah satu perilaku
Gus Sholah yang meminta diadakan muktamar ulang juga jelas
disasarkan kepada pengurus PBNU periode lalu.

3) Ketua Panitia Muktamar NU ke-33, Imam Aziz, ditampilkan sebagai
pihak yang memiliki relasi buruk dengan para PCNU dan PWNU yang
mengadakan musyawarah secaraterpisah.

Dari datatersebut setidaknya terdapat adarelasi yang dominan ditunjukkan
dalam pemberitaan ini, yakni adanya dua kubu yang sedang dipertarungkan dalam
pemberitaan kali ini. Pertama, kubu Gus Sholah yang digawangi oleh Hariri dan
Gus Sholah itu sendiri. Kedua, kubu pimpinan sidang yang diperkuat ol eh pendapat
Ketua Panitia Muktamar NU ke-33 Imam Aziz. Relasi antar kubu sangat buruk
karena kubu Gus Sholah memiliki kekecewaan terhadap sikap dan perilaku
pimpinan sidang, sedangkan dari pihak panitia justru bersikap acuh atas sikap dan
perilaku kubu Gus Sholah yang mengadakan musyawarah secara terpisah.

Identitas - Dalam pemberitaan ini wartawan lebih mengidentifikasikan
dirinya mandiri jika berhubungan dengan kubu Gus Sholah karena pendapat-

pendapat dari kubu Gus Sholah dikutip secara langsung bahkan sampai ditegaskan



117

pada anak kalimat “kata Hariri kepada Tempo, kemarin”. Namun ada hal yang tidak
dijelaskan bahwa siapa pimpinan sidang yang dimaksud oleh Gus Sholah oleh
Tempo. Sehingga seakan-akan Tempo memang hendak menutupi obyek yang
sedang diserang Gus Sholah dan mengeksploitasi habis-habisan perilaku kubu Gus
Sholah. Sehingga seakan-akan jurnalis Tempo hendak mengidentifikasikan dirinya
sebagai pihak yang kontra terhadap perilaku kontra-produktif seperti yang
dilakukan oleh kubu Gus Sholah.

Berdasarkan data tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa wartawan
mengidentifikasikan dirinya sebagal pihak yang kontra terhadap perilaku kontra-
produktif yang dilakukan oleh salah satu kubu di muktamar. Bahkan terdapat

indikasi adanya bentuk dukungan jurnalis Tempo terhadap pimpinan sidang.

I. Pemberitaan kesembilan berjudul “Ahwa Tunjuk Mustofa Bisri
Jadi Rais Aam”

Representasi dalam anak kalimat - Beberapa data terkait tentang
representasi dalam anak kalimat dapat digambarkan dari kosa katayang dipilih, tata
bahasa dan metafora yang digunakan. Pertama, berikut ini adalah beberapa kosa
kata yang digunakan dalam pemberitaan kesembilan terkait judul Ahwa Tunjuk
Mustofa Bisri jadi Rais Aam. “Ruang sidang pleno tadi malam tampak lengang.”
“Panitia dan pimpinan sidang bertindak tidak fair.” “Menunjukkan sikap tawadu

yang tak berambisi.”
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Kedua, terkait dengan tata bahasa yang digunakan berdasarkan teori
terdapat 4 (empat) pola tata bahasa dengan konsekuensi pemaknaan masing-
masing, yakni tindakan, peristiwa, keadaan, dan proses mental.

Dalam pemberitaan kesembilan, setidaknya terdapat 7 (tujuh) anak kalimat
yang ditampilkan menggunakan tata bahasa tindakan, yakni diantaranya adalah (a)
Panitia sempat berusaha mengimbau lewat pengeras suara agar peserta memasuki
ruangan supaya pelaksanaan sidang yang dihentikan sementara sebelum magrib
bisadilanjutkan; (b) Lewat pengeras suara, panitiamengumumkan, dari 508 peserta
yang terdiri atas pengurus wilayah dan cabang NU, baru terverifikasi 378 peserta;
(c) Sgjumlah peserta ternyata mengikuti KH Salahuddin Wahid, salah satu calono
Ketum PBNU, yang sebelum masa rehat menyatakan tak akan kembali ke ruang
sidang karena menilai panitia dan pimpinan sidang bertindak tidak fair; (d)
Uniknya, sebelum mengumumkan keputusan Ahwa dalam sidang pleno kemarin,
Syaifullah justru membcakan surat yang ditulis Gus Mus yang menolak menjadi
Rais Aam kembali; (e) Saat ini Gus Mus adalah Rais Aam NU, menggantikan KH
Sahal Mahfudz yang meninggal pada Januari 2014; (f) Untuk mengantisipasi jika
Gus Mus tetap tidak bersedia, anggota Ahwa ternyata juga menunjuk KH Ma’ruf
Amin sebagai Wakil Rais Aam. Ma’ruf, yang juga menjadi pemimpin sidang Ahwa,
diharapkan bisa menggantikan Gus Mus jika tetap menyatakan tidak bersedia
menjadi Rais Aam; serta (g) Mustofa Bisri dan Ma’ruf Amin belum bisa dimintai
keterangan. Namun Ketua Panitia Muktamar ke-33 NU, Imam Aziz, menyatakan

proses muktamar telah sesuai dengan kesepakatan muktamirin.
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Sedangkan terdapat 5 (lima) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan
tata bahasa peristiwa, yakni diantaranya adalah (a) Sidang pleno Muktamar NU ke-
33 mengumumkan keputusan sembilan ulama dalam formatur Ahwa yang
menetapkan Mustofa Bisri sebagai Rais Aam Syuriah PBNU periode 2015-2020;
(b) Gus Solah sgjak semula getol mempersoalkan metode Ahwa dalam muktamar
kali ini; (¢) Menurut Syaifullah, karena sebelumnya Gus Mus sudah menyerahkan
kepada Ahwa, surat ketidakbersediaan tersebut dianggap tidak berlaku; (d) Dia
menilai ketidakbersediaan Pengasuh Ponpes Roudlatut Tahlibin, Rembang, Jateng,
itu menunjukkan sikap tawadu yang tak berambisi menduduki jabatan di NU; (e)
Termasuk kata dia, dalam memilih Gus Mus dan Ma’ruf Amin sebagai Rais Aam
dan Wakil Rais Aam NU melaui metode pemilihan Ahwa.

Lebih lanjut terdapat 1 (satu) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan
tata bahasa keadaan, yakni anak kalimat berisi, Hingga melewati batas waktu
pel aksanaan sidang, hanya beberapa deret bangku yang terisi peserta.

Terakhir setidaknya terdapat 3 (tiga) anak kalimat yang ditampilkan
menggunakan tata bahasa proses mental, yakni diantaranya adalah (a) Berbeda
dengan empat hari pelaksanaan muktamar sebelumnya, ruang sidang pleno tadi
malam tampak lengang; (b) Sidang pleno tetap digelar, meski situasi tak banyak
berubah; serta (c) Hingga berita ini diturunkan, sidang pleno masih berlanjut
dengan agenda pemilihan Ketua Umum Tanfidziah (pelaksana) NU.

Ketiga, terkait dengan metafora yang digunakan, penulis menemukan hanya
ada satu anak kalimat yang digambarkan menggunakan metafora yang positif yakni

anak kalimat yang beris “Menunjukkan sikap tawadu yang tak berambisi
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menduduki jabatan di NU”. Begitu juga dengan metafora negatif juga penulis
temukan hanya ada satu anak kalimat yakni berisi “Karena menilai panitia dan
pimpinan sidang bertindak tidak fair.”

Dari ketiga sudut pandang di atas yakni mulai dari kosa kata, tata bahasa,
dan metafora penulis dapat menganalisis dari pemberitaan kesembilan ini bahwa
ada beberapa hal yang hendak direpresentasikan, diantaranya adalah Gus Mus
direpresentasikan sebagai sosok yang paling sesuai menempati jabatan Rais Aam
karena telah menunjukkan sikap tawadu yang tak berambisi menduduki jabatan di
NU dengan pernyataannya tidak bersedia menjadi Rais Aam meski pada akhirnya
menyerahkan sepenuhnya pada Ahwa.

Berbeda dengan Gus Solah yang menyebabkan ruang sidang lengang karena
banyak muktamirin mengikuti dia mengingat Gus Solah menilai panitia dan
pimpinan sidang bertindak tidak fair; meskipun ketua panitia menyatakan bahwa
proses muktamar telah sesuai dengan kesepakatan muktamirin.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam kombinasi anak kalimat padaberita kesembilan ini dapat
digambarkan dari bagaimana dua fakta atau lebih dikombinasikan menjadi suatu
anak kalimat. Setidaknya terdapat empat bentuk kombinasi, yakni penjelas,
perpanjangan tambahan, perpanjangan kontras, dan mempertinggi.

Pertama, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk
kombinasi sebagal penjelas, diantaranya adalah (a) Anak kalimat tentang batas
waktu pelaksanaan sidang yang terlewati menjelaskan anak kalimat tentang

kelengangan ruang sidang pleno; (b) Anak kalimat tentang sgjumlah peserta yang
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mengikuti Gus Solah menjelaskan anak kalimat tentang kelengangan ruang sidang
pleno dan anak kalimat tentang pengumuman panitia atas peserta muktamar yang
baru terverifikasi; serta (c) Anak kalimat tentang surat ketidakbersediaan Gus Mus
yang tidak berlaku merupakan penjelas dari anak kalimat tentang surat Gus Mus
yang menolak menjadi Rais Aam.

Kedua, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk kombinasi
sebagal perpanjangan tambahan, diantaranya adalah (a) Anak kalimat tentang
panitiayang sempat berusahamengimbau lewat pengeras suaramenambahkan anak
kalimat tentang kelengangan ruang sidang pleno; (b) Anak kalimat tentang sidang
pleno yang tetap digelar meski situasi tak banyak berubah menambahkan anak
kalimat tentang kelangangan ruang sidang pleno; dan (c) Anak kalimat tentang
antisipas jika Gus Mus tidak bersedia menjadi Rais Aam menambahkan anak
kalimat tentang surat Gus Mus yang menolak menjadi Rais Aam.

Ketiga, lebih lanjut berikut ini adalah anak kalimat dengan bentuk
kombinasi sebagai perpanjangan kontras, diantaranya adalah (&) Anak kalimat
tentang surat Gus Mus yang menolak menjadi Rais Aam bertolak belakang dengan
anak kalimat tentang Gus M us yang menyerahkan sepenuhnya pemilihan Rais Aam
kepada Ahwa; dan (b) Anak kalimat tentang proses muktamar yang telah sesuai
dengan kesepakatan muktamirin bertolak belakang dengan anak kalimat tentang
Gus Solah yang menilai panitia dan pimpinan sidang bertindak tidak fair.

Keempat, dan terakhir, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan
bentuk kombinasi sebagai mempertinggi, yakni anak kalimat tentang Gus Solah

yang sgjak awal getol mempersoakan metode Ahwa mempertinggi anak kalimat
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tentang penilaian Gus Solah yang menganggap panitia dan pimpinan sidang

bertindak tidak fair.

Representasi dalam rangkaian anak kalimat - Beberapa data terkait

tentang representasi dalam rangkaian anak kalimat dapat digambarkan dari

kemandirian partisipan, prioritas awa dan akhir, serta bentuk dukungan antar

rangkaian anak kalimat.

Pertama, berikut ini adalah kemandirian partisipan yang digunakan dalam

berita pertama. Setidaknya penulis menemukan rangkaian anak kalimat terbanyak

dengan pola meringkas inti yang disampaikan aktor, yakni sebanyak 5 (lima)

rangkaian anak kalimat. Diantaranya adal ah:

1)

2)

3)

4)

5)

Panitia, tentang himbauan lewat pengeras suara agar peserta memasuki
ruangan.

KH Salahuddin Wahid, calon Ketum PBNU, tentang pernyataan tak
akan kembali ke ruang sidang.

Syaifullah Y usuf, tentang membacakan surat yang ditulis Gus Mus yang
menolak menjadi Rais Aam.

Syaifullah  Yusuf, tentang nasakh-mansukh antara surat
ketidaksanggupan Gus Mus menjadi Rais Aam dengan pernyataan Gus
Mus yang menyerahkan sepenuhnya seluruh pemilihan Rais Aam
kepada Ahwa.

Imam Aziz, Ketua Panitia Muktamar ke-33 NU, tentang proses

muktamar yang telah sesuai dengan kesepakatan muktamirin.
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Sedangkan pola kemandirian partisipan dengan mengutip langsung dari
aktor hanya penulistemukan sebanyak 2 (dua) rangkaian anak kalimat, yakni dalam
rangkaian anak kalimat berikut ini:

1) Syaifullah Y usuf, pimpinan sidang, tentang keputusan Ahwa yang tetap

meminta KH Mustofa Bisri menjadi Rais Aam.

2) Syafullah Yusuf, tentang KH Mustofa Bisri yang menyerahkan

sepenuhnya seluruh pemilihan Rais Aam kepada Ahwa.

Lebih lanjut penulis tidak menemukan satu pun rangkaian anak kalimat
yang menggunakan pola mengevaluasi pernyataan aktor.

Kedua, terkait pemrioritasan rangkaian anak kalimat antara yang awal
dengan yang akhir, pada paragraf awal memang ditunjukkan bahwa Gus Mus telah
ditetapkan oleh Ahwa sebagal Rais Aam. Tetapi pada paragraf kedua, ketiga, dan
keempat justru pemberitaan lebih banyak mengulas pelaksanaan sidang yang
terhambat karena pesertatidak kembali ke ruang sidang mengingat salah satu calon
Ketum yakni Gus Solah menyatakan tak akan kembali ke ruang sidang.

Barulah pada paragraf kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan dibahas | agi
mengenai sikap tawadu yang ditunjukkan Gus Mus yang tak berambisi menduduki
jabatan di NU dimana seakan-akan kontras dengan penjelasan sebelumnya. Ditutup
dengan paragraf mengenai pernyataan panitia yang menganggap proses muktamar
telah sesuai dengan kesepakatan muktamirin.

Ketiga, terkait dengan bentuk dukungan antar rangkaian anak kalimat,
penulis menemukan 1 (satu) hubungan rangkaian anak kalimat yang saling

mendukung, yakni pada anak kalimat tentang penetapan Gus Mus menjadi Rais
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Aam oleh Ahwa saling mendukung dengan pemberitaan mengenai sikap tawadu
Gus Mus yang tak berambisi menduduki jabatan di NU.

Sedangkan selainnya, penulis menemukan 2 (dua) hubungan rangkaian
anak kalimat yang saling bertentangan, diantaranyaadal ah (a) Anak kalimat tentang
kelengangan ruang sidang akibat dari banyak muktamirin yang mengikuti Gus
Solah untuk tidak kembali ke ruang sidang karena menilai panitia dan pimpinan
sidang bertindak tidak fair; saling bertentangan dengan penetapan Gus Mus menjadi
Rais Aam oleh Ahwa; dan (b) Anak kalimat tentang pernyataan Ketua Panitia
Mukamar ke-33 NU yang menyatakan bahwa proses muktamar telah sesuai dengan
kesepakatan muktamirin saling bertentangan dengan pernyataan Gus Sholah yang
menyatakan bahwa panitia dan pimpinan sidang bertindak tidak fair.

Relas - Dalam pemberitaan ini khalayak media tidak direpresentasikan
menjadi subyek yang dibahas, sehingga relasi lebih kental menganalisis kepada
hubungan antar partisipan.

1) Syaifullah Yusuf selaku pimpinan sidang digambarkan memiliki relasi
yang cukup baik terhadap Gus Mus begitu juga dengan Imam Aziz
selaku ketua panitia. Mengingat semua mendukung Gus Mus untuk
menjadi Rais Aam, sedangkan KH Ma’ruf Amin digambarkan memiliki
relasi tetapi tidak digambarkan apakah relasinya baik atau buruk dengan
Syaifullah Y usuf, Gus Mus, maupun Imam Aziz.

2) Sedangkan Gus Solah dengan dukungan sebagian muktamirin yang
tidak hadir dalam ruang sidang memiliki relasi yang buruk dengan

panitian dan pimpinan sidang.
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Dari data tersebut setidaknya terdapat ada dua relasi yang dominan
ditunjukkan dalam pemberitaan ini, yakni ada pihak-pihak yang ditampilkan dalam
berita yang memiliki relas cukup baik, diantaranya adalah pimpinan sidang,
panitia, dan Rais Aam terpilih. Sedangkan ada pihak lain yang ditampilkan dalam
berita yang memiliki relasi cukup buruk dengan pimpinan sidang, panitia, dan Rais
Aam terpilih; yakni Gus Solah sebagai calon Ketum PBNU dan beberapa

muktamirin yang mengikuti langkah Gus Solah.

j. Pemberitaan kesepuluh berjudul “Muhammadiyah Pilih
Formatur”

Representasi dalam anak kalimat - Beberapa data terkait tentang
representasi dalam anak kalimat dapat digambarkan dari kosa katayang dipilih, tata
bahasa dan metafora yang digunakan. Pertama, berikut ini adalah beberapa kosa
kata yang digunakan dalam pemberitaan kesepuluh terkait judul Muhammadiyah
Pilih Formatur.

“Bebas dari politik uang.” “Masyarakat kelas menengah di daerah urban.”
“Relatif lebih rasional dan lebih independen.” “Tak terjebak dalam kegiatan
politik praktis.” “Mengurangi penerapan khitah Makassar.” “PW Muhammadiyah
Sulsel meminta PP mempertimbangkan.” “Organisasi massa ini menjadi partai
politik.”

Kedua, terkait dengan tata bahasa yang digunakan berdasarkan teori
terdapat 4 (empat) pola tata bahasa dengan konsekuensi pemaknaan masing-

masing, yakni tindakan, peristiwa, keadaan, dan proses mental.
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Daam pemberitaan kesepuluh, setidaknya terdapat 4 (empat) anak kalimat
yang ditampilkan menggunakan tata bahasa tindakan, yakni diantaranya adalah (a)
Panitia Muktamar Muhammadiyah ke-47 mengumumkan 13 nama yang akan
menduduki kursi formatur serta Ketum PP periode 2015-2020; (b) Ketum PP
Muhammadiyah, Din Syamsudin, kemarin siang mengunggulkan empat nama
sebagai calon terkuat. Mereka adalah Haedar Nashir, Yunahar Ilyas, Syafiq A.
Mughni, dan Abdul Mu’ti; (c) Dia beralasan peserta muktamar tak dapat digiring
untuk mendukung calon kandidat tertentu. Sebab, para peserta adalah masyarakat
kelas menengah di daerah urban; (d) Selain memilih formatur, Din mewanti-wanti
agar Muhammadiyah tak terjebak dalam kegiatan politik praktis; (e) Ketua PW
Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Muhammad Alwi Uddin, meminta pengurus
pusat mempertimbangkan organisasi massaini menjadi partai politik.

Sedangkan terdapat 4 (empat) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan
tata bahasa peristiwa, yakni diantaranya adalah (a) Berdasarkan penghitungan
semalam, Haedar Nashir mendulang suara terbanyak di antara ke-13 anggota
pimpinan pusat Muhammadiyah. Peringkat kedua ditempati Yunahar Ilyas.
Sedangkan Dahlan Rais, yang merupakan adik Amien Rais, berada di peringkat
ketiga. Bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Mugoddas berada
di urutan keempat. Sedangkan Abdul Mu’ti berada di peringkat kelima; (b) Menurut
K etua Panitia Pemilihan, Dahlan Rais, formatur yang terpilih akan bermusyawarah
menentukan Ketum PP Muhammadiyah; (c) Dari 2.568 peserta muktamar, hanya
2.393 yang menggunakan hak suaranya; dan (d) Cendekiawan muslim Azyumardi

Azrayakin pemilihan muktamar bebas dari politik uang.
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Lebih lanjut terdapat 2 (dua) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan
tata bahasa keadaan, yakni diantaranya adalah (@) Nama-nama formatur yang
berada di peringkat atas tak berbeda jauh dari prediksi sebelumnya; (b) Desakan
Muhammadiyah menjadi partai politik diungkapkan oleh peserta muktamar.
Namun penulistidak menemukan anak kalimat yang menggunakan polatata bahasa
proses mental .

Ketiga, terkait dengan metafora yang digunakan, penulis menemukan ada 7
(tujuh) anak kalimat yang digambarkan menggunakan metafora yang positif yakni
anak kalimat yang beris “Formatur yang terpilih akan bermusyawarah.”
“Semuanya memenuhi kriteria.” “Bebas dari politik uang.” “Masyarakat kelas
menengah di daerah urban.” “Relatif Iebih rasional dan lebih independen.” “Tak
terjebak dalam kegiatan politik praktis.” “PP mempertimbangkan organisasi massa
ini menjadi partai politik.”

Dari ketiga sudut pandang di atas yakni mulai dari kosa kata, tata bahasa,
dan metafora penulis dapat menganalisis dari pemberitaan kesepuluh ini bahwa ada
beberapa hal yang hendak direpresentasikan, diantaranya adalah Muktamar
Muhammadiyah direpresentasikan dihuni oleh empat sampai lima calon Ketum PP
terkuat yang terpilih berdasarkan kepantasannya untuk menjabat Ketum PP
Muhammadiyah. Dan juga orang-orang tersebut memang mampu mendulang suara
mayoritas peserta muktamar, pun jikalau ada peserta yang tidak memberikan suara
pun bukan disebabkan karena permasalahan konflik melainkan karena ada urusan

pribadi. Muktamar Muhammadiyah digambarkan bebas dari politik uang, dan justru
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jauh dari kepentingan politik praktis karena keterlibatannya dalam dunia politik
praktis pun masih diperdebatkan ketika muktamar.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam kombinasi anak kalimat pada berita kesepuluh ini dapat
digambarkan dari bagaimana dua fakta atau lebih dikombinasikan menjadi suatu
anak kalimat. Setidaknya terdapat empat bentuk kombinasi, yakni penjelas,
perpanjangan tambahan, perpanjangan kontras, dan mempertinggi.

Pertama, penulis tidak menemukan adanya kombinasi anak kalimat yang
menggunakan pola sebagal penjelas. Kedua, berikut ini adalah beberapa anak
kalimat dengan bentuk kombinasi sebagai perpanjangan tambahan, diantaranya
adalah (@) Anak kalimat tentang formatur yang terpilih akan bermusyawarah
merupakan perpanjangan tambahan dari anak kalimat tentang nama-nama yang
menduduki lima peringkat teratas karena mendapatkan suara terbanyak di antara
ke-13 anggota PP Muhammadiyah; (b) Anak kalimat tentang pemilihan muktamar
bebas dari politik uang merupakan perpanjangan tambahan dari anak kalimat
tentang nama-nama yang menduduki lima peringkat teratas karena mendapatkan
suaraterbanyak di antara ke-13 anggota PP M uhammadiyah; dan (c) Anak kalimat
tentang pewanti-wantian agar Muhammadiyah tak terjebak dalam kegiatan politik
praktis merupakan perpanjangan tambahan dari anak kalimat tentang nama-nama
yang menduduki lima peringkat teratas karena mendapatkan suara terbanyak di
antara ke-13 anggota PP Muhammadiyah.

Ketiga, lebih lanjut berikut ini adalah anak kalimat dengan bentuk

kombinasi sebagai perpanjangan kontras, yakni tepatnya padaanak kalimat tentang
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desakan Muhammadiyah menjadi partai politik kontras dengan anak kalimat
tentang pewanti-wantian agar Muhammadiyah tak terjebak dalam kegiatan politik
praktis.

Keempat, dan terakhir, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan
bentuk kombinasi sebagai mempertinggi, yakni pada anak kalimat tentang nama-
nama formatur yang berada di peringkat atas tak berbeda jauh dari prediksi
sebelumnya merupakan anak kalimat yang mempertinggi anak kalimat tentang
nama-nama yang menduduki lima peringkat teratas karena mendapatkan suara
terbanyak di antara ke-13 anggota PP M uhammadiyah.

Representasi dalam rangkaian anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam rangkaian anak kalimat dapat digambarkan dari
kemandirian partisipan, prioritas awa dan akhir, serta bentuk dukungan antar
rangkaian anak kalimat.

Pertama, berikut ini adalah kemandirian partisipan yang digunakan dalam
berita kesepuluh. Setidaknya penulis menemukan rangkaian anak kalimat
terbanyak dengan pola meringkas inti yang disampaikan aktor, yakni sebanyak 4
(empat) rangkaian anak kalimat. Diantaranya adal ah:

1) Ketua Panitia Pemilihan, Dahlan Rais, tentang formatur yang terpilih

akan bermusyawarah menentukan Ketum PP Muhammadiyah.

2) Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, tentang prediks

mengunggulkan empat nama sebagai calon terkuat.

3) Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra, tentang keyakinannya bahwa

pemilihan muktamar bebas dari politik uang.
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4) Ketua PW Muhammadiyah Sulsel, Alwi Uddin, tentang permintaan
kepada pengurus pusat untuk mempertimbangkan organisasi massa ini
menjadi partai politik.

Sedangkan pola kemandirian partisipan dengan mengutip langsung dari
aktor hanya penulistemukan sebanyak 3 (tiga) rangkaian anak kalimat, yakni dalam
rangkaian anak kalimat berikut ini:

1) Ketua Panitia Pemilihan, Dahlan Rais, tentang peserta muktamar yang

menggunakan dan tidak menggunakan hak suaranya beserta alasannya.

2) Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra, tentang pesertamuktamar yang
relatif lebih rasional dan lebih independen.

3) Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, tentang pewanti-wantian
agar Muhammadiyah tak terjebak dalam kegiatan politik prakiis.

Lebih lanjut penulis tidak menemukan satu pun rangkaian anak kalimat

yang menggunakan pola mengevaluasi pernyataan aktor.

Kedua, terkait pemrioritasan rangkaian anak kalimat antara yang awal
dengan yang akhir, pada paragraf awa ditunjukkan nama-nama formatur yang
menempati peringkat lima teratas pendulang suara terbanyak pemilihan Ketum PP
Muhammadiyah periode 2015-2020. Dijelaskan pulamekani sme pemilihan melalui
musyawarah formatur, dan berapa peserta muktamar yang berpartisipasi dan yang
tidak berpartisipasi beserta alasannya. Pun juga dikuatkan dengan prediks yang
telah dilakukan sebelumnyaterkait nama-namaterkuat yang akan bersaing merebut

jabatan Ketum PP Muhammadiyah.
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Barulah di tiga paragraf terakhir ditampilkan anak kalimat mengenai
muktamar yang bebas dari politik uang, dan isu terkait keterlibatan Muhammadiyah
dalam dunia politik praktis ada yang mendukung dan ada yang menol ak.

Ketiga, terkait dengan bentuk dukungan antar rangkaian anak kalimat,
penulis menemukan 1 (satu) hubungan rangkaian anak kalimat yang saling
mendukung, yakni anak kalimat tentang nama-nama formatur yang berada di
peringkat atas tak berbeda jauh dari prediksi sebelumnya merupakan pendukung
anak kalimat tentang nama-nama yang menduduki lima peringkat teratas karena
mendapatkan suara terbanyak di antara ke-13 anggota PP Muhammadiyah.

Dan juga penulis menemukan 1 (satu) hubungan rangkaian anak kalimat
yang saling bertentangan, yakni anak kalimat tentang desakan Muhammadiyah
menjadi partai politik bertentangan dengan anak kalimat tentang pewanti-wantian
agar Muhammadiyah tak terjebak dalam kegiatan politik prakitis.

Relas - Dalam pemberitaan ini khalayak media tidak direpresentasikan
menjadi subyek yang dibahas, sehingga relasi lebih kental menganalisis kepada
hubungan antar partisipan.

1) Dalam wacana pemilihan 13 nama formatur, posisi relas antar
partisipan setara tidak ada yang lebih ditinggikan dan tidak ada yang
lebih rendah. Meskipun ada lima nama terkuat pendulang suara
terbanyak, akan tetapi delapan nama selainnya tidak ditampilkan
memiliki posisi relasi yang buruk.

2) Namun pada wacana keterlibatan Muhammadiyah dalam kegiatan

politik praktis setidaknya terdapat relasi yang lebih tinggi yakni para
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peserta muktamar diposisikan lebih tinggi karena ditampilkan memiliki
kekuatan untuk mendesak pimpinan pusat agar Muhammadiyah terjun
ke wilayah politik praktis.

Dari datatersebut setidaknya terdapat adarelasi yang dominan ditunjukkan
dalam pemberitaan ini, yakni tidak ada perbedaan relasi antar partisipan berita
dalam wacana pemilihan 13 nama formatur, akan tetapi terdapat pemposisian lebih
tinggi bagi peserta muktamar dibandingkan dengan pimpinan pusat
Muhammadiyah pada wacana keterlibatan Muhammadiyah dalam kegiatan politik
praktis.

Identitas - Jurnalis Tempo lebih mengidentifikasi dirinya sebagai pihak
yang mandiri karena memposisikan para nama formatur kandidat Ketum PP
Muhammadiyah setaratidak ada yang tinggi tidak ada yang rendah. Pun jugadalam
pemberitaan mengenai keterlibatan Muhammadiyah dalam kegiatan politik praktis,
jurnalis Tempo juga mengidentifikasikan dirinya secara mandiri  karena
menunjukkan pendapat yang mewanti-wanti agar tidak terlibat politik praktis tetapi
juga menunjukkan pendapat yang mendesak agar Muhammadiyah menjadi partai
politik. Sedangkan dalam pemberitaan mengenai muktamar yang bebas dari politik
uang menunjukkan bahwa jurnalis Tempo lebih cenderung pro terhadap muktamar
yang bersih tanpaintervens dari kepentingan-kepentingan tertentu.

Berdasarkan data tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa wartawan
mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak yang mandiri dalam pemilihan Ketum
PP Muhammadiyah dan keterlibatan Muhammadiyah dalam kegiatan politik

praktis.
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k. Pemberitaan kesebelas berjudul *“Haedar Nashir Pimpin
Muhammadiyah”

Representasi dalam anak kalimat - Beberapa data terkait tentang
representasi dalam anak kalimat dapat digambarkan dari kosakatayang dipilih, tata
bahasa dan metafora yang digunakan. Pertama, berikut ini adalah beberapa kosa
kata yang digunakan dalam pemberitaan kesebelas terkait judul Haedar Nashir
Pimpin Muhammadiyah.

“Sebagai jalan tengah persaingan antar kubu.” “Hanya perlu 10 menit.”
“Disambut tepuk tangan meriah.” “Muhammadiyah memiliki tradisi.” *“Jabatan
ketua umum tidak lebih penting.” “Bekerja secara kolektif kolegial.” “Merupakan
sosok yang tepat.” “Kader yang sangat memahami ideologi persyarikatan
Muhamamdiyah.”

Kedua, terkait dengan tata bahasa yang digunakan berdasarkan teori
terdapat 4 (empat) pola tata bahasa dengan konsekuensi pemaknaan masing-
masing, yakni tindakan, peristiwa, keadaan, dan proses mental.

Dalam pemberitaan kesebelas, setidaknya terdapat 6 (enam) anak kalimat
yang ditampilkan menggunakan tata bahasa tindakan, yakni diantaranya adalah (@)
Hasil penetapan tersebut lalu dibacakan ketua panitia pemilihan, Ahmad Dahlan
Rais, di hadapan |ebih dari 2.000 peserta muktamar; (b) Dahlan kemudian meminta
persetujuan hadirin sebagai mekanisme pemilihan di Muhammadiyah; (c) Ketua
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Imam
Addaruqutni, mengatakan pilihan muktamirin terhadap Haedar bisa dianggap

sebagai jalan tengah antara pendukung kubu ketua lama Din terhadap Abdul Mu’ti
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dan kubu sesepuh Muhammadiyah Amien Rais terhadap Yunanhar llyas; (d)
Haedar menyatakan bersyukur karena mendapat amanah dari formatur serta warga
Muhammadiyah; (e) Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro
MUgaddas, yang menjadi salah satu anggota formatur, mengatakan Haedar
merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Muhammadiyah karena sudah
puluhan tahun aktif di organisas ini; serta (f) Adapun Sekretaris Umum Abdul
Mu’ti mengatakan Haedar adalah kader yang sangat memahami ideologi
persyarikatan Muhammadiyah. Pengalaman dan perannya di Muhammadiyah
sudah cukup lama, sehinggatidak diragukan lagi kemampuannya.

Sedangkan terdapat 2 (dua) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan
tata bahasa peristiwa, yakni diantaranya adalah (a) Haedar, yang sebelumnya
menjabat ketua salah satu organisasi kemasyarakatan Islam, dipilih 13 anggota
formatur dalam sidang tertutup di Universitas Muhammadiyah Makassar sekitar
pukul 9 malam; dan (b) Muktamar juga menetapkan Abdul Mu’ti sebagai sekretaris
umum.

Lebih lanjut terdapat 4 (empat) anak kalimat yang ditampilkan
menggunakan tata bahasa keadaan, yakni diantaranya adalah (a) Haedar Nashir, 57
tahun, terpilih sebagal Ketua Umum Muhammadiyah dalam muktamar ke-47 di
Makassar, kemarin; (b) Kemenangan dosen Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta ini disebut-sebut sebagai jalan tengah persaingan antara kubu Din
Syamsuddin dan Amien Rais; (c) Tanda-tanda haedar bakal menang sudah terlihat
saat iamendapat suaraterbanyak dalam pemilihan 13 anggota formatur, Rabu lalu;

(d) Namun, menurut dia, jabatan ketua umum tidak lebih penting dibanding 13
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formatur lainnya. Sebab, sesuai dengan sistem Muhammadiyah, para pemimpin
bekerja secara kolektif kolegial. Namun penulis tidak menemukan anak kalimat
yang menggunakan pola tata bahasa proses mental.

Ketiga, terkait dengan metafora yang digunakan, penulis menemukan ada 7
(tujuh) anak kalimat yang digambarkan menggunakan metafora yang positif yakni
anak kalimat yang berisi “Jalan tengah persaingan antar kubu.” “Tepuk tangan
meriah.” “Dijawab serentak oleh peserta, “Bisa!” “Menyatakan bersyukur.”
“Mendapat amanah.” “Bekerja secara kolektif kolegial.” “Sosok yang tepat.”
Sedangkan penulis tidak menemukan anak kalimat yang menggunakan metafora
negatif.

Dari ketiga sudut pandang di atas yakni mulai dari kosa kata, tata bahasa,
dan metafora penulis dapat menganalisis dari pemberitaan kesebelas ini bahwa ada
beberapa hal yang hendak direpresentasikan, diantaranya adalah muktamar
Muhammadiyah berlangsung tertib karena selain telah menetapkan Haedar Nashir
sebagai Ketum PP Muhammadiyah namun juga pada prosesnya berlangsung
melalui musyawarah tertutup formatur yang hanya memakan waktu 10 menit
ditambah juga setelah diumumkan justru mendapatkan tepuk tangan meriah dan
persetujuan secara aklamasi. Bahkan terpilihnya Haedar sebenarnya sudah
diprediksi jauh hari, dan juga membawa nuansa positif karena dapat menjadi jalan
tengah bagi kubu yang bersaing. Juga Haedar dianggap sebagai sosok yang
berpengalaman dan berkemampuan, namun juga rendah diri mengingat rasa
syukurnya dan merendahnya dikalangan formatur karena menganggap jabatan

ketua tidak ada apa-apanya.
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Representasi dalam kombinasi anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam kombinasi anak kalimat pada berita kesebelas ini dapat
digambarkan dari bagaimana dua fakta atau lebih dikombinasikan menjadi suatu
anak kalimat. Setidaknya terdapat empat bentuk kombinasi, yakni penjéelas,
perpanjangan tambahan, perpanjangan kontras, dan mempertinggi.

Pertama, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk
kombinasi sebagai penjelas, yakni pada anak kalimat tentang Haedar dipilih oleh
13 anggota formatur dalam sidang tertutup menjelaskan anak kalimat tentang
terpilihnya Haedar Nashir menjadi Ketum PP Muhammadiyah.

Kedua, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk kombinasi
sebagal perpanjangan tambahan, diantaranya adalah (a) Anak kalimat tentang
penetapan yang dibacakan oleh ketua panitia pemilihan merupakan perpanjangan
tambahan atas anak kalimat tentang terpilihnya Haedar Nashir menjadi Ketum PP
Muhammadiyah; (b) Anak kalimat tentang pertimbangan calon lain yakni Syafiq A
Mughni merupakan perpanjangan tambahan anak kalimat tentang terpilihnya
Haedar Nashir menjadi Ketum PP Muhammadiyah; (c) Anak kalimat tentang
Haedar Nashir bersyukur karena mendapat amanah merupakan perpanjangan
tambahan dari anak kalimat tentang terpilihnya Haedar Nashir menjadi Ketum PP
Muhammadiyah; dan (d) Anak kalimat tentang ketua umum tidak lebih penting
dibanding 13 formatur lainnya merupakan perpanjangan tambahan dari anak
kalimat tentang Haedar Nashir bersyukur karena mendapat amanah.

Ketiga, penulis tidak menemukan satu pun anak kalimat dengan bentuk

kombinasi sebagai perpanjangan kontras. Keempat, dan terakhir, berikut ini adalah
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beberapa anak kalimat dengan bentuk kombinasi sebagai mempertinggi,
diantaranya adalah (a) Anak kalimat tentang terpilihnya Haedar Nashir menjadi
Ketum PP Muhammadiyah mempertinggi anak kalimat tentang Haedar sebagai
jalan tengah persaingan antara kubu Din Syamsuddin dan Amien Rais; (b) Anak
kalimat tentang proses pemilihan yang hanya berlangsung 10 menit mempertinggi
anak kalimat tentang Haedar dipilih oleh 13 anggota formatur dalam sidang
tertutup; (c) Anak kalimat tentang peserta muktamar menyambut dengan tepuk
tangan yang meriah mempertinggi anak kalimat tentang penetapan yang dibacakan
oleh ketua panitia pemilihan; (d) Anak kalimat tentang tanda-tanda Haedar bakal
menang mempertinggi anak kalimat tentang terpilihnya Haedar Nashir menjadi
Ketum PP Muhammadiyah; (€) Anak kalimat tentang pernyataan mantan Ketua
KPK yang menyatakan bahwa Haedar merupakan sosok yang tepat merupakan
pemertinggi anak kalimat tentang terpilihnya Haedar Nashir menjadi Ketum PP
Muhammadiyah; dan (f) Anak kalimat tentang Haedar adalah kader yang sangat
memahami ideologi persyarikatan Muhammadiyah merupakan pemertinggi anak
kalimat tentang pernyataan mantan Ketua KPK yang menyatakan bahwa Haedar
merupakan sosok yang tepat.

Representasi dalam rangkaian anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam rangkaian anak kalimat dapat digambarkan dari
kemandirian partisipan, prioritas awa dan akhir, serta bentuk dukungan antar
rangkaian anak kalimat.

Pertama, berikut ini adalah kemandirian partisipan yang digunakan dalam

beritakesebelas. Setidaknya penulis menemukan rangkaian anak kalimat terbanyak
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dengan pola mengutip langsung dari aktor, yakni sebanyak 4 (empat) rangkaian
anak kalimat. Diantaranya adalah:

1) Haedar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah, tentang hanya perlu 10 menit
ihwal penetapannya.

2) Ahmad Dahlan Rais, ketua panitia pemilihan, tentang pembacaan
penetapan ketua PP Muhammadiyah dan permintaan persetujuan di
hadapan lebih dari 2.000 peserta.

3) Ahmad Dahlan Rais, ketua panitia pemilihan, tentang tanda-tanda
Haedar bakal menang yang sudah terlihat saat pemilihan 13 formatur.

4) Busyro Mugaddas, mantan ketua KPK, yang menjadi salah satu anggota
formatur, tentang Haedar merupakan sosok yang tepat karena puluhan
tahun aktif dan berkemampuan.

Sedangkan pola kemandirian partisipan dengan pola meringkas inti yang
disampaikan aktor hanya penulis temukan sebanyak 3 (tiga) rangkaian anak
kalimat, yakni dalam rangkaian anak kalimat berikut ini:

1) Imam Addaruqutni, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP
Muhammadiyah, tentang Haedar yang dianggap sebagai jalan tengah
antara pendukung kubu Din Syamsudin dengan Amien Rais.

2) Haedar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah, tentang rasa syukurnyatelah
diberi amanah dari formatur dan warga Muhammadiyah.

3) Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum, tentang Haedar yang sangat memahami

ideologi persyarikatan Muhammadiyah.
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Lebih lanjut penulis tidak menemukan satu pun rangkaian anak kalimat
yang menggunakan pola mengevaluasi pernyataan aktor.

Kedua, terkait pemrioritasan rangkaian anak kalimat antara yang awal
dengan yang akhir, pada paragraf awal-awal ditampilkan pemberitaan mengenai
terpilihnya Haedar Nashir sebagai Ketum PP Muhammadiyah dan terkait statusnya
sebagal jalan tengah persaingan antara kubu Din Syamsuddin dan Amien Rais.
Berikut serta ditampilkan bagaimana proses pemilihan; baik secara durasi waktu
yang cepat (hanya 10 menit), dipilih melalui sidang tertutup para formatur, ketika
diumumkan mendapatkan persetujuan serentak dan tepuk tangan yang meriah.
Diakhir pemberitaan ditampilkan kapasitas dan kapabilitas Haedar Nashir menurut
beberapa warga Muhammadiyah.

Ketiga, terkait dengan bentuk dukungan antar rangkaian anak kalimat,
kesemuanya saling mendukung. Anak kalimat tentang duras waktu yang
dibutuhkan untuk memilih Haedar Nashir, anak kalimat tentang sambutan tepuk
tangan meriah ketika penetapan Haedar Nashir diumumkan, anak kalimat tentang
jawaban serentak persetujuan dari peserta muktamar, anak kalimat tentang tanda-
tanda terpilihnya Haedar Nashir, anak kalimat tentang rasa syukur Haedar, anak
kalimat tentang kapasitas dan kapabilitas Haedar Nashir; kesemuanya mendukung
anak kalimat tentang terpilihnya Haedar Nashir sebagai Ketum PP Muhammadiyah
sekaligus memperkuat pemberitaan mengenal status Haedar sebagai jalan tengah
persaingan antara kubu Din Syamsuddin dan Amien Rais.

Relas - Dalam pemberitaan ini khalayak media tidak direpresentasikan

menjadi subyek yang dibahas, sehingga relasi lebih kental menganalisis kepada



140

hubungan antar partisipan. Haedar Nashir adalah sosok yang dieksploitasi habis-
habisan dalam pemberitaan ini, semua partisipan dalam beritaini dikaitkan seperti
sebuah piramida kepada sosok Haedar Nashir. Dan tidak ada satu partisipan pun
digambarkan memiliki relasi yang buruk dengan Haedar Nashir, sebut sgja Abdul
Mu’ti, Ahmad Dahlan Rais, Imam Addaruqutni, Syafiq A Mughni, Busyro
Muqgadas, dan juga 13 formatur lainnya. Bahkan kubu yang tengah bersaing
—kubu Din Syamsuddin dan kubu Amien Rais— digambarkan memiliki relasi yang
baik dengan Haedar Nashir.

Dari datatersebut setidaknya terdapat adarelasi yang dominan ditunjukkan
dalam pemberitaan ini, yakni Haedar Nashir diposisikan sebagai sosok yang
memiliki relasi positif dengan seluruh lapisan warga Muhammadiyah.

Identitas - Dalam pemberitaan ini wartawan lebih mengidentifikasikan
dirinya pro terhadap penetapan muktamar bahwaHaedar Nashir menjadi Ketum PP
Muhammadiyah. Hal ini terlihat dari beberapa anak kalimat yang ditampilkan;
mulai dari status Haedar yang merupakan jalan tengah persaingan antara Din
Syamsuddin dengan Amien Rais, duras waktu yang dibutuhkan untuk
menetapkannya, sambutan tepuk tangan dan persetujuan yang meriah dari peserta
muktamar ketika diumumkan, prediks yang telah menduga Haedar akan terpilih
sgjak awal, hingga pendapat warga Muhammadiyah sendiri yang menganggap
Haedar sebagai sosok yang berkapasitas dan berkapabilitas.

Berdasarkan data tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa wartawan
mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak pro terhadap penetapan muktamar

bahwa Haedar Nashir menjadi Ketum PP Muhammadiyah.
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|. Pemberitaan keduabelas berjudul “Haedar Ikuti Jejak Ahmad
Dahlan”

Representasi - Beberapa data terkait tentang representasi dalam anak
kalimat dapat digambarkan dari kosa kata yang dipilih, tata bahasa dan metafora
yang digunakan. Pertama, berikut ini adalah beberapa kosa kata yang digunakan
dalam pemberitaan keduabel as terkait judul Haedar 1kuti Jgjak Ahmad Dahlan.

“Haedar bukan orang baru.” “Aktif berkegiatan.” “Tokoh intelektual.”
“Penulis yang profilik.” “Pesantren yang sangat Nahdlatul Ulama.” “Nyantri di
pondok NU.”

Kedua, terkait dengan tata bahasa yang digunakan berdasarkan teori
terdapat 4 (empat) pola tata bahasa dengan konsekuensi pemaknaan masing-
masing, yakni tindakan, peristiwa, keadaan, dan proses mental.

Dalam pemberitaan keduabelas, tidak ada anak kalimat yang ditampilkan
menggunakan tata bahasa tindakan. Dan hanya ada 2 (dua) anak kalimat yang
ditampilkan menggunakan tata bahasa peristiwa, yakni diantaranya adalah (a)
Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar menetapkan Haedar Nashir sebagai
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020. Selain memilih
ketua umum, muktamar menetapkan Abdul Mu’ti sebagai sekretaris umum; dan (b)
Sebelum terpilih, Haedar tak mau berkomentar banyak tentang kemungkinannya
menang.

Lebih lanjut terdapat 5 (lima) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan
tata bahasa keadaan, yakni diantaranya adalah (@) Di lingkungan Muhammadiyah,

Haedar bukan orang baru. Pada 1983, ia mulai menjabat Ketua | Pengurus Pusat
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Ikatan Pelgiar Muhammadiyah. Pada 1985-1990, ia dipercaya mengisi posisi
Deputi Kader PP Pemuda Muhammadiyah. Selanjutnya, Haedar menjadi Ketua
Badan Pendidikan Kader (BPK) dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah
PP. Terakhir iamenjabat Sekretaris PP Muhammadiyah pada 2000-2005; (b) Lahir
di Bandung, 25 Februari 1958, Haedar malah banyak aktif berkegiatan di
Y ogyakarta. lajuga menggar di Fisipol Universitas Muhammadiyah Y ogyakarta.
Istrinya, Siti Noordjannah DJ., menjabat Ketua Umum PP Aisyiyah dan berpeluang
besar terpilih kembali untuk periode kedua; (c) Di mata mantan Ketua Umum
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, Haedar adalah tokoh
intelektual. 1a adalah penulis prolifik dan rutin menulis di berbagai media massa;
(d) Jika hari ini istri Haedar, Noordjannah, juga terpilih kembali sebagai Ketua
Umum PP Aisyiyah periode 2015-2020, keduanya bakal mengulang segjarah satu
abad silam pada masa awal pendirian organisasi ini. Duet suami-istri memimpin
Muhammadiyah dan Aisyiyah ini mengulangi duet KH Ahmad Dahlan dan Hajjah
Siti Walidah; serta (e) Haedar mengambil kuliah S1 di Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta serta berkuliah di S2 dan S3 di
Fakultas Ilmu Sosia dan Politik Universitas Gadjah Mada jurusan Sosiologi.
Haedar juga kemudian menjadi dosen di Fisipol UGM. Haedar pernah nyantri di
Pondok Pesantren Cintawana, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini adalah pesantren yang
sangat Nahdlatul Ulama. Dan penulistidak menemukan satu pun anak kalimat yang
menggunakan tata bahasa proses mental.

Ketiga, terkait dengan metafora yang digunakan, penulis tidak menemukan

satu pun anak kalimat yang digambarkan menggunakan metafora yang negatif.
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Padahal di lain sisi, penulis menemukan 5 (lima) anak kalimat yang menggunakan
metafora positif, yakni anak kalimat yang berisi (a) Haedar bukan orang baru; (b)
Haedar adalah tokoh intelektual; (c) Sering kami tunjuk untuk menjadi ketua tim;
(d) Duet suami-istri memimpin Muhammadiyah dan Aisyiyah; serta () Hampir
semua K etua PP Muhammadiyah pernah nyantri di pondok NU.

Dari ketiga sudut pandang di atas yakni mulai dari kosa kata, tata bahasa,
dan metafora penulis dapat menganalisis dari pemberitaan keduabelas ini bahwa
ada beberapa hal yang hendak direpresentasikan, yakni Haedar Nashir sebagai
Ketum PP Muhammadiyah terpilih direpresentasikan sebaga orang lama
Muhamamdiyah, selain karena telah lama melanglang buana menjabat di struktur
Muhammadiyah juga sering didapuk menjadi ketua tim oleh Din Syamsuddin.
Ditambah lagi Haedar bakal berduet dengan istrinya karena istrinya digadang-
gadang akan menjadi Ketua Umum PP Aisyiyah untuk yang keduakalinya. Bahkan
juga Haedar ditampilkan sebagai sosok yang aktif berkegiatan di Y ogyakarta yang
merupakan cikal bakal pendirian Muhammadiyah, ha ini terlihat dari riwayat
pendidikannya.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam kombinasi anak kalimat pada berita pertama ini dapat
digambarkan dari bagaimana dua fakta atau lebih dikombinasikan menjadi suatu
anak kalimat. Setidaknya terdapat empat bentuk kombinasi, yakni penjéelas,
perpanjangan tambahan, perpanjangan kontras, dan mempertinggi.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat - Beberapa data terkait

tentang representasi dalam kombinasi anak kalimat pada beritakeduabel asini dapat
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digambarkan dari bagaimana dua fakta atau lebih dikombinasikan menjadi suatu
anak kalimat. Setidaknya terdapat empat bentuk kombinasi, yakni penjéelas,
perpanjangan tambahan, perpanjangan kontras, dan mempertinggi.

Pertama, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk
kombinas sebagai penjelas, diantaranya adalah (a) Anak kalimat tentang jabatan-
jabatan yang pernah dipegang oleh Haedar menjelaskan Anak kalimat tentang
Haedar bukan orang baru di lingkungan Muhammadiyah; (b) Anak kalimat tentang
Haedar yang merupakan penulis prolifik dan sering ditunjuk jadi ketua tim
merupakan penjelas dari anak kalimat tentang Haedar yang merupakan tokoh
intelektual; dan (c) Anak kalimat tentang riwayat pendidikan Haedar merupakan
penjelas dari anak kalimat tentang Haedar yang lahir di Bandung tetapi banyak aktif
berkegiatan di Y ogyakarta.

Kedua, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk kombinasi
sebagal perpanjangan tambahan, diantaranya adalah (a) Anak kalimat tentang
Haedar bukan orang baru di lingkungan Muhammadiyah menambahkan anak
kalimat tentang Haedar Nashir sebaga Ketua Umum Pimpinan Pusat
Muhammadiyah periode 2015-2020; (b) Anak kalimat tentang Haedar yang
merupakan tokoh intelektual menambahkan anak kalimat tentang Haedar Nashir
sebagal Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020; (c)
Anak kalimat tentang Haedar yang tak mau berkomentar tentang kemungkinannya
menang merupakan perpanjangan tambahan dari anak kalimat tentang Haedar

Nashir sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020.
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Ketiga, lebih lanjut penulistidak menemukan satu pun anak kalimat dengan
bentuk kombinasi sebagai perpanjangan kontras. Keempat, dan terakhir, berikut ini
adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk kombinasi sebagai mempertinggi,
yakni pada anak kalimat tentang duet suami-istri memimpin Muhammadiyah dan
Aisyiyah mempertinggi anak kalimat tentang istri Haedar yang berpeluang besar
terpilih kembali untuk periode kedua menjabat sebagai Ketua Umum PP Aisyiyah.

Representasi dalam rangkaian anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam rangkaian anak kalimat dapat digambarkan dari
kemandirian partisipan, prioritas awa dan akhir, serta bentuk dukungan antar
rangkaian anak kalimat.

Penulis hanya menemukan satu pola yang digunakan dalam pemberitaan
keduabelasini, yakni polamengutip langsung dari aktor. Diantaranyaterdapat pada
anak kalimat berikut ini:

1) Din Syamsuddin, Ketum PP Muhammadiyah sebelumnya, tentang
sosok Haedar sebagai tokoh intelektual dan seringnya Haedar ditunjuk
untuk menjadi ketuatim.

2) Haedar Nashir, Ketum PP Muhammadiyah terpilih, tentang keengganan
berkomentar banyak atas kemungkinannya menang.

3) Faozan Amar, Wakil Sekretaris Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah,
tentang hampir semua Ketua PP Muhammadiyah pernah nyantri di
pondok NU.

Kedua, terkait pemrioritasan rangkaian anak kalimat antara yang awal

dengan yang akhir, setelah ditampilkan bahwa Haedar Nashir merupakan ketum PP
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Muhammadiyah terpilih, pada paragraf awal-awal ditampilkan mengenai jenjang
jabatan yang pernah dilalui Haedar di Muhammadiyah. Selanjutnya ditampilkan
kegiatan Haedar di luar ke-Muhammadiyah-an. Barulah dijelaskan latar belakang
profil diri Haedar sebagai tokoh intelektual. Ditambah lagi dengan pencapaian duet
suami-istri yang berpotensi terjadi kelak memimpin Muhammadiyah dan Aisyiyah.
Dan diakhiri dengan riwayat pendidikan Haedar mulai dari S1 dan S3 di
Y ogyakarta.

Ketiga, terkait dengan bentuk dukungan antar rangkaian anak kalimat,
kesemuanya saling mendukung. Anak kalimat tentang jenjang jabatan struktural
yang pernah dipegang Haedar, anak kalimat tentang Haedar yang banyak aktif
berkegiatan di Yogyakarta, anak kalimat tentang Haedar yang merupakan tokoh
intelektual dan sering ditunjuk sebagai ketuatim, anak kalimat tentang istri Haedar
yang berkemungkinan menjabat lagi Ketum PP Aisyiyah untuk yang keduakalinya,
dan anak kalimat tentang riwayat pendidikan Haedar yang banyak dihabiskan di
Y ogyakarta; kesemuanya mendukung anak kalimat tentang Haedar bukan orang
baru di lingkungan Muhammadiyah.

Relas - Dalam pemberitaan ini khalayak media tidak direpresentasikan
menjadi subyek yang dibahas, sehingga relasi lebih kental menganalisis kepada
hubungan antar partisipan. Berikut ini terdapat tiga relasi yang penulis temukan
dalam pemberitaan.

1) Relasi antaraHaedar Nashir dengan istrinya Noordjannah digambarkan

setara karena sama-sama diprediksikan menjadi duet suami-istri pejabat
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Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Aisyiyah; seperti halnya KH
Ahmad Dahlan dengan istrinya dahulu.

2) Relasi antara Haedar Nashir dengan Din Syamsuddin digambarkan juga
setara mengingat pendapat Din yang dicuplik adalah pendapat yang
menguatkan teks bahwa Haedar bukanlah orang baru di lingkungan
Muhammadiyah.

3) Relasi antara Haedar Nashir dengan media digambarkan |ebih tinggi
Haedar mengingat pada pernyataan “Biarlah anggota PP yang
menawarkan, bukan wartawan” menunjukkan bahwa wartawan tidak
memiliki kewenangan untuk mempertanyakan kemungkinan bahwa
Haedar akan menang kontestasi pemilihan Ketum PP Muhammadiyah.

4) Relas antara Haedar dengan Faozan Anwar juga digambarkan setara
karena pendapat Din yang dicuplik adalah pendapat yang menguatkan
teks bahwa Haedar bukanlah orang baru di lingkungan Muhammadiyah,
meskipun Haedar juga lulusan pesantren yang kental dengan nilai-nilai
NU.

Dari data tersebut setidaknya terdapat ada dua relasi yang dominan
ditunjukkan dalam pemberitaan ini, yakni hubungan antar partisipan mulai dari
Haedar Nashir, Noordjannah, Din Syamsuddin, dan Faozan Amar digambarkan
memiliki relasi yang setara cenderung positif karenakomentar yang dicuplik saling
menguatkan. Dan hubungan Haedar Nashir dengan wartawan digambarkan

wartawan memiliki relasi yang lebih rendah dibandingkan Haedar.
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Identitas - Wartawan tempo mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak
yang pro terhadap terpilihnya Haedar Nashir menjadi Ketum PP Muhammadiyah
mengingat fakta-fakta yang diungkapkan terkait dengan dukungan bahwa Haedar
bukanlah orang baru di lingkungan Muhammadiyah. Padahal dimungkinkan ada
pendapat lain yang bersebrangan dan menganggap Haedar tidak layak menjadi
Ketum PP Muhammadiyah. Sehingga dapat dianalisis bahwa wartawan tempo
mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak yang pro terhadap terpilihnya Haedar

Nashir menjadi Ketum PP Muhammadiyah.

m. Pemberitaan ketigabelas berjudul “Kubu Gus Solah M enggugat,
Said Aqil Berharap Islah”

Representasi - Beberapa data terkait tentang representasi dalam anak
kalimat dapat digambarkan dari kosa kata yang dipilih, tata bahasa dan metafora
yang digunakan. Pertama, berikut ini adalah beberapa kosa kata yang digunakan
dalam pemberitaan ketigabel as terkait judul Kubu Gus Solah Menggugat, Said Aqil
Berharap Islah.

“Kekisruhan dalam tubuh Nahdlatul Ulama.” “Yang walk out dari arena
sidang.” “Berniat membawa kekisruhan itu ke mega hijau.” “Forum penolak
muktamar.” “Hasil muktamar tersebut cacat hukum.” “Meminta agar diadakan
muktamar ulang.” “Melanggar aturan organisasi.” “Tak ada pengurus dalam
struktur PBNU.” “Berharap bisa melakukan islah.” “Bisa diselesaikan melalui

musyawarah.”
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Kedua, terkait dengan tata bahasa yang digunakan berdasarkan teori
terdapat 4 (empat) pola tata bahasa dengan konsekuensi pemaknaan masing-
masing, yakni tindakan, peristiwa, keadaan, dan proses mental.

Dalam pemberitaan ketigabelas, setidaknya terdapat 3 (tiga) anak kalimat
yang ditampilkan menggunakan tata bahasa tindakan, yakni diantaranya adalah (a)
Juru bicara Forum Lintas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), KH
Abdullah Syamsul Arifin, mengklaim, dari 34 PWNU, 24 pengurus provins
tercatat menandatangani surat kuasa ke pengacara; (b) Kubu Said Agil menyatakan
prihatin atas sikap pendukung Gus Solah yang walk out dari sidang; dan (c) Said
Aqil sempat berencana menemui Gus Solah seusai penutupan muktamar kemarin
dinihari.

Sedangkan terdapat 10 (sepuluh) anak kalimat yang ditampilkan
menggunakan tata bahasa peristiwa, yakni diantaranya adalah (a) Kubu pendukung
KH Salahudin Wahid, yang walk out dari arena sidang, berniat membawa
kekisruhan membawa kekisruhan itu ke megja hijau; (b) Forum penolak muktamar
ini didukung bekas Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, dan bekas Ketua
PBNU, KH Salahudin Wahid; (c) Gus Solah menilai hasil muktamar tersebut cacat
hukum, termasuk penjaringan nama yang masuk ahlul halli wal ‘aqdi (Ahwa)
—semacam badan formatur yang terdiri atas para kiai utama; (d) Sekembali ke
Malang, Hasyim meminta agar diadakan muktamar ulang; (e) Seperti halnya Gus
Solah, iamenganggap keputusan yang dihasilkan muktamar di alun-alun Kombang
tidak sah, sehingga tak ada pengurus dalam struktur PBNU; (f) Baik Gus Sholah

maupun Hasyim mempermasalahkan pemilihan rais aam PBNU, yang memakai
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Ahwa, bukan dipilih langsung; (g) Mereka juga menyoroti adanya intervensi
politik; (h) Muktamar kemarin memilih KH Makruf Amin sebagai rais aam dan
Said Aqil Siroj sebagai ketua umum; (i) Mereka juga berharap bisa melakukan
islah; dan (j) Said, menurut Robikin, berharap persoalan ini bisa diselesaikan
melalui musyawarah.

Lebih lanjut terdapat 2 (dua) anak kalimat yang ditampilkan menggunakan
tata bahasa keadaan, yakni diantaranya adalah (a) Kekisruhan dalam tubuh
Nahdlatul Ulama belum berakhir meski muktamar ke-33 mereka di Jombang, Jawva
Timur, telah selesai, kemarin; dan (b) Caraini dinilai merugikan kedua kubu. Dan
penulis tidak menemukan satu pun anak kalimat yang menggunakan tata bahasa
proses mental.

Ketiga, terkait dengan metafora yang digunakan, penulis tidak menemukan
adanya satu pun anak kalimat yang digambarkan menggunakan metafora yang
positif. Sedangkan penulis justru menemukan 10 (sepuluh) anak kalimat yang
digambarkan menggunakan metafora negatif , yakni anak kalimat yang beris (a)
Kekisruhan dalam tubuh Nahdlatul Ulama; (b) Walk out dari arena sidang; (c)
Berniat membawa kekisruhan itu ke megja hijau; (d) Forum penolak muktamar; (€)
Muktamar tersebut cacat hukum; (f) Meminta agar diadakan muktamar ulang; (g)
Tak ada pengurus dalam struktur PBNU; (h) Merugikan kedua kubu; (i) Menyoroti
adanya intervensi politik; dan (j) Menyatakan prihatin atas sikap pendukung Gus
Solah.

Dari ketiga sudut pandang di atas yakni mulai dari kosa kata, tata bahasa,

dan metafora penulis dapat menganalisis dari pemberitaan ketigabelas ini bahwa
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ada beberapa ha yang hendak direpresentasikan, diantaranya adalah (a) NU
direpresentasikan sebagai organisasi yang masih terjadi kekisruhan di internalnya
meskipun muktamar telah usai; (b) Kubu Gus Solah direpresentasikan sebagai
pihak yang aktif dan terus berupaya melanjutkan kekisruhan ini ke jalur hukum
dengan berbagai aasan yang telah wartawan Tempo kutip; dan (¢) Kubu Said Aqil
direpresentasikan sebagai pihak yang kecewa dengan kubu Gus Solah dan berharap
adanya persatuan dari para ulama.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam kombinasi anak kalimat pada berita pertama ini dapat
digambarkan dari bagaimana dua fakta atau lebih dikombinasikan menjadi suatu
anak kalimat. Setidaknya terdapat empat bentuk kombinasi, yakni penjelas,
perpanjangan tambahan, perpanjangan kontras, dan mempertinggi.

Representasi dalam kombinasi anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam kombinasi anak kalimat padaberitaketigabel asini dapat
digambarkan dari bagaimana dua fakta atau lebih dikombinasikan menjadi suatu
anak kalimat. Setidaknya terdapat empat bentuk kombinasi, yakni penjelas,
perpanjangan tambahan, perpanjangan kontras, dan mempertinggi.

Pertama, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk
kombinasi sebagai penjelas, diantaranyaadalah (a) Anak kalimat tentang klaim dari
PWNU dan pengurus provinsi yang menandatangani surat kuasa ke pengacara
merupakan penjelas dari anak kalimat tentang kubu pendukung Gus Solah yang
berniat membawa kekisruhan ke meja hijau; (b) Anak kalimat tentang Gus Solah

yang menilai hasil muktamar cacat hukum merupakan penjelas dari anak kalimat
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tentang kubu pendukung Gus Solah yang berniat membawa kekisruhan ke meja
hijau; (c) Anak kalimat tentang Gus Solah maupun Hasyim yang
mempermasalahkan pemilihan rais aam PBNU merupakan penjelas dari anak
kalimat tentang Gus Solah yang menilai hasil muktamar cacat hukum dan anak
kalimat tentang Hasyim Muzadi menganggap keputusan yang dihasilkan muktamar
tidak sah.

Kedua, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan bentuk kombinasi
sebagai perpanjangan tambahan, diantaranya adalah (a) Anak kalimat tentang
dukungan dari bekas Ketum PBNU terhadap forum penolak muktamar merupakan
perpanjangan tambahan dari anak kalimat tentang kubu pendukung Gus Solah yang
berniat membawa kekisruhan ke meja hijau; (b) Anak kalimat tentang Hasim
Muzadi yang meminta diadakan muktamar ulang merupakan perpanjangan
tambahan dari anak kalimat tentang kekisruhan dalam NU belum berakhir meski
muktamar telah selesai; () Anak kalimat tentang Hasyim Muzadi menganggap
keputusan yang dihasilkan muktamar tidak sah merupakan perpanjangan tambahan
anak kalimat tentang Gus Solah yang menilai hasil muktamar cacat hukum.

Ketiga, lebih lanjut berikut ini adalah anak kalimat dengan bentuk
kombinasi sebagal perpanjangan kontras, yakni anak kalimat tentang Kubu Said
Aqil yang menyatakan prihatin dan anak kalimat tentang Said Aqil yang sempat
berencana menemui Gus Solah seusa penutupan muktamar merupakan
perpanjangan kontras dari anak kalimat kubuu pendukung Gus Solah yang berniat

membawa kekisruhan ke meja hijau.
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Keempat, dan terakhir, berikut ini adalah beberapa anak kalimat dengan
bentuk kombinas sebagai mempertinggi, yakni anak kalimat tentang kubu
pendukung Gus Solah yang berniat membawa kekisruhan ke mea hijau
mempertinggi anak kalimat tentang kekisruhan dalam NU belum berakhir meski
muktamar telah selesai.

Representasi dalam rangkaian anak kalimat - Beberapa data terkait
tentang representasi dalam rangkaian anak kalimat dapat digambarkan dari
kemandirian partisipan, prioritas awa dan akhir, serta bentuk dukungan antar
rangkaian anak kalimat.

Pertama, berikut ini adalah kemandirian partisipan yang digunakan dalam
berita ketigabelas. Setidaknya penulis menemukan rangkaian anak kalimat
terbanyak dengan pola mengutip langsung dari aktor, yakni sebanyak 7 (tujuh)
rangkaian anak kalimat. Diantaranya adal ah:

1) KH Abdullah Syamsul Arifin, juru bicara Forum Lintas PWNU, tentang
penandatanganan surat kuasa ke pengacara oleh beberapa PWNU dan
pengurus provinsi.

2) KH Salahudin Wahid, tentang penilaiannya terhadap hasil muktamar
yang cacat hukum.

3) KH Hasyim Muzadi, tentang permintaannya agar diadakan muktamar
ulang.

4) KH Hasyim Muzadi, tentang Ilarangan bagi tokoh yang

mengatasnamakan PBNU karena PBNU tidak ada.
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5) Gus Solah dan Hasyim, tentang PKB yang dilahirkan dan dibesarkan
oleh NU tetapi membalas dengan intervensi dan politik uang.

6) Said Aqil Siroj, Ketum PBNU, tentang keprihatinannya atas sikap
pendukung Gus Solah yang walk out dari sidang.

7) Syaifullah Yusuf, ketua panitia muktamar, tentang rencana Said Aqil
menemui Gus Solah seusal penutupan muktamar.

Sedangkan pola kemandirian partisipan dengan merangkum inti yang
disampaikan aktor hanya penulis temukan sebanyak 4 (empat) rangkaian anak
kalimat, yakni dalam rangkaian anak kalimat berikut ini:

1) KH Abdullah Syamsul Arifin, juru bicara Forum Lintas PWNU, tentang
motif penandatanganan surat kuasa ke pengacara oleh beberapa PWNU
dan pengurus provinsi.

2) KH Hasyim Muzadi, tentang anggapannya bahwa keputusan yang
dihasilkan muktamar tidak sah.

3) Said Aqgil Siroj, Ketum PBNU, tentang harapannya agar ulama bisa
bersatu kembali.

4) Robikin Emhas, juru bicarapribadi Said Aqil, tentang harapan persoalan
ini bisa diselesaikan melalui musyawarah.

Lebih lanjut penulis tidak menemukan satu pun rangkaian anak kalimat

yang menggunakan pola mengevaluasi pernyataan aktor.

Kedua, terkait pemrioritasan rangkaian anak kalimat antara yang awal
dengan yang akhir, pada paragraf awal-awal ditampilkan pemberitaan mengenai

kekisruhan dalam tubuh NU yang belum berakhir meskipun muktamar telah
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berakhir, bahkan ada rencana membawa ke meja hijau yang telah didukung oleh
beberapa PWNU dan pengurus provinsi.

Paragraf-paragraf selanjutnya menampilkan pemberitaan mengenai sikap
maupun pendapat dari Gus Solah maupun Hasyim Muzadi terkait alasan mengapa
kubu Gus Solah sampai perlu mengambil jalur hukum. Barulah di paragraf akhir
ditampilkan mengenai sikap dan pendapat Said Aqil Siroj selaku ketua PBNU
terpilih.

Ketiga, terkait dengan bentuk dukungan antar rangkaian anak kalimat,
penulis menemukan setidaknya terdapat 2 (dua) hubungan rangkaian anak kalimat
yang saling mendukung. Diantaranya adalah () Rangkaian anak kalimat tentang
kekisruhan NU yang rencananya akan dibawa ke jalur hukum oleh kubu Gus Solah
beserta anak-anak kalimat mengenai bentuk sikap pembawaan ke jalur hukum serta
alasan-alasannya saling mendukung; dan (b) Begitu juga rangkaian anak kalimat
tentang keprihatinan Said Aqil Siroj dan sikap dia sebenarnya yang berencana
menemui Gus Solah seusai penutupan muktamar, kesemuanya saling mendukung.

Sedangkan selainnya, penulis hanya menemukan 1 (satu) hubungan
rangkaian anak kalimat yang saling bertentangan, yakni tepatnya pada rangkaian
anak kalimat tentang keprihatinan Said Aqil Siroj dan sikap dia sebenarnya yang
berencana menemui Gus Solah seusai penutupan muktamar, kesemuanya saling
bertentangan dengan rangkaian anak kalimat tentang kekisruhan NU yang
rencananya akan dibawa ke jalur hukum oleh kubu Gus Solah beserta anak-anak
kalimat mengenal bentuk sikap pembawaan ke jalur hukum serta alasan-alasannya

saling mendukung.
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Relas - Dalam pemberitaan ini khalayak media tidak direpresentasikan
menjadi subyek yang dibahas, sehingga relasi lebih kental menganalisis kepada
hubungan antar partisipan. Berikut ini terdapat tiga relasi yang penulis temukan
dalam pemberitaan.

1) Relas antara KH Salahudin Wahid dengan KH Abdullah Syamsul
Arifin, dan KH Hasyim Muzadi berposisi setara. Tidak ada yang
ditinggikan tidak ada yang direndahkan, mereka sama-sama memiliki
relasi yang positif terkait dengan niatan membawa kekisruhan
muktamar ke meja hijaul.

2) Relas antaraSaid Aqil Siroj, dan Saifullah Y usuf berposisi setara, tidak
ada yang ditinggikan tidak ada yang direndahkan. Mereka sama-sama
memiliki relasi yang positif terkait dengan niatan untuk mempersatukan
para ulama setelah muktamar usai.

3) Namun relasi antara kubu Gus Solah dengan kubu Said Agil
digambarkan memiliki relasi yang cukup buruk, dimanaposisi kubu Gus
Solah berada pada relasi yang lebih rendah ketimbang kubu Said Aqil.
Hal ini didasarkan atas alasan bahwa kubu Gus Solah-lah yang ingin
memperpanjang kekisruhan padahal kubu Said Aqil berharap islah.

Dari datatersebut setidaknya terdapat adarelasi yang dominan ditunjukkan
dalam pemberitaan ini, yakni ada dua kubu yang ditampilkan memiliki relasi
timpang, yakni kubu Gus Solah digambarkan memiliki relasi yang lebih rendah
ketimbang kubu Said Aqil. Dimana masing-masing kubu memiliki relasi yang

positif di dalam internalnya.
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Identitas - Wartawan Tempo lebih mengidentifikasikan dirinya sebagai
pihak yang mandiri. Meski memang terlihat menyudutkan kubu Gus Solah karena
pemberitaan yang ditampilkan cenderung memotret bahwa pihak yang ingin terus
berselisih adalah kubu Gus Solah, akan tetapi pada faktanya memang seperti kubu
Gus Solah mewacanakan seperti itu.

Namun berbeda dengan kubu Said Aqil. Wartawan Tempo
mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak yang mandiri diantara kubu Said Aqil,
karena klam yang digjukan Said Aqil bahwa ia prihatin dan sebenarnya
menginginkan islah; pada hakikatnya belum bisa diverifikasi kebenarannya namun
hal tersebut tetap dapat diperkuat dari pernyataan Syaifullah Y usuf. Berdasarkan
data tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa wartawan Tempo
mengidentifikasikan dirinya sebagai pihak yang mandiri, tidak memihak pada kubu

Gus Solah maupun kubu Said Aqil Sirgj.

2. Temuan Data Praktik Diskursus dalam Pemberitaan
Analisislevel keduadalam analisis wacanakritismodel Norman Fairclough
adalah analisis praktik diskursus. Analisis ini memusatkan perhatian penulis pada
bagaimana proses produksi dan konsumsi teks. Penggunaan pada proses produksi
bertujuan untuk memperlihatkan latar belakang pengetahuan, ideologi, dan
mekanisme produksi atas suatu wacana. Sedangkan pada proses konsums
bertujuan untuk memperlihatkan mekanisme reinterpretasi yang dilakukan

khalayak atas suatu wacana yang disuguhkan oleh media.
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Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara
kepada penulis berita tentang Muktamar NU ke-33 di Jombang, yaitu Ishomuddin.
Dan penulis juga melakukan wawancara kepada penulis berita tentang Muktamar
Muhammadiyah ke-47 di Makassar, yaitu Aan Pranata. Namun karena kedua
narasumber berada di Jombang dan Makassar, dimana sulit bagi penulis untuk
mengakses, maka wawancara dilakukan melalui telepon (direkam atas seizin
narasumber).

Sedangkan untuk konsumen, dalam penelitian ini, penulis menggunakan
teknik purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Teknik ini
mengambil sampel informan secara nonrandom dan populas yang mudah didapat.
Penulis melakukan wawancara narasumber, yakni narasumber yang bukan
pelanggan koran Tempo. Pengkategorian tersebut sebenarnya bertujuan untuk

membatasi persepsi terhadap dua muktamar yang diberitakan.

a. ProsesProduksi
1) Dugaan Adanya Persaingan yang Sengit pada Muktamar NU
ke-33 dalam Tahap Perencanaan
Secara umum, produksi berita dimulai dari tahap perencanaan sebelum
menempatkan wartawan tertentu untuk meliput suatu peristiwa khusus, Tempo
menyebut sebagal event besar yang berbeda dengan asumsi normal regular.
Perencanaan dalam konteks peliputan Muktamar NU ke-33 dilakukan oleh kantor
pusat di Jakarta, seperti yang telah dijelaskan oleh Ishomuddin:

“Kao di Tempo sih samaya, apalagi kalo event besar ya, kalo event besar
itu kita pasti dapet perencanaan dari kantor. lya dari Jakarta, misalkan itu
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apayang (tidak terdengar), siapa sampe di list, tapi gasampelist pertanyaan

sih, cumamateri-materi apa yang sekiranyamenarik untuk diliput di sekitar

muktamar baik dari yang serius sampe materi-materi yang unik.”®

Lebih lanjut ketika penulis tanyakan terkait wacana apa sgja yang men;jadi
sorotan utama dan menjadi arahan dari kantor pusat kepada wartawan lapangan,
ternyata lebih berfokus pada persaingan ketua umum, bagaimana gerakan masing-
masing kubu yang punya peluang untuk mencalonkan. Meskipun memang tidak
menutup kemungkinan selain arahan dari kantor pusat, wartawan juga bebas
menentukan mengangkat isu apa, karena wartawan yang lebih tahu di |apangan.

Hal ini menjadi dugaan kuat bahwa kantor pusat telah memprediksikan akan
terjadi persaingan yang sengit diantara para calon Ketum PBNU sehingga perlu
adanya pemfokusan wacana yang hendak diliput. Dan dugaan ini akan semakin
menguat dari adanya hasil wawancara berikut ini.

“Oh iyasgak awal sudah diduga. yaitu di Jakarta sudah paham kan karena

kan yang bermain elit-elit politik juga, sehingga lebih paham lah. kita
tinggal memantau dinamikanya dilapangan seperti apa.”*°

2) Penempatan Propors Wartawan antara Muktamar NU dengan
Muktamar Muhammadiyah

Selain perencanaan, proses produksi berita dapat juga dilihat komposisi

penempatan wartawan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada perbedaan

proporsi antara komposisi wartawan yang dilibatkan dalam peliputan Muktamar

NU ke-33 dengan komposisi wartawan yang dilibatkan dalam peliputan Muktamar

Muhammadiyah ke-47.

9 |shomuddin, Wawancara, Jombang, 20 Mei 2016.
10 | bid.
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“Kemudian pembagian ini, karena kan itu eventnya besar, waktu itu Tempo
dua orang dari lokal ya, saya sama ada temen Kediri di geser ke Jombang
waktu itu. Ada tambahan lagi satu orang dari Jakarta itu redaktur dia turun
juga, tapi dia garap magalah. Nah dulu itu turun sendiri orang maaah ini,
jadi dia redaktur juga ditugaskan majalah. Karena dia sering liputan NU
akhirnya dia turun juga, ya kolaboras sama kita tapi fokus ke majalah
dia”tt
Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa Tempo sangat
antusias terhadap fenomena Muktamar NU ke-33 ini. Tidak cukup hanya satu
wartawan koresponden Jombang yang ditugaskan untuk meliput, tetapi juga perlu
menggeser wartawan koresponden Kediri untuk membantu. Bahkan wartawan
nasional pun ikut diturunkan untuk berkolaborasi dalam peliputan fenomena ini.
Bahkan jika dibandingkan dengan komposisi wartawan yang ditugaskan untuk
meliput Muktamar Muhammadiyah ke-47, sepertinya juga terlihat timpang. Sebab
hasil wawancara menunjukkan bahwa ada kemungkinan kantor pusat tidak
menurunkan wartawan nasional untuk meliput Muktamar Muhammadiyah ke-47.
“Waktu itu yang lebih dipantau sendiri muktamarnya (NU, red), sampai

orang Jakarta turun sendiri. kalau yang Muhammadiyah kayaknya ga turun
itu orang Jakarta, cuman teman-teman M akassar.”?

Bahkan ketika penulis coba konfirmasi ulang terkait tidak ditugaskannya
wartawan nasional dalam peliputan Muktamar Muhammadiyah ke-47, hasil
wawancara menunjukkan bahwa Tempo menganggap NU lebih mempunyai misi

ketimbang Muhammadiyah.

11 1shomuddin, Wawancara, Jombang, 20 Mei 2016.
2| bid.
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3) Faktor Pendorong Tempo dalam Mengumpulkan Bahan terkait
Muktamar

“Karena kan NU itu ormas terbesar, menyangkut banyak orang. berperan

besar dalam berbangsa dan bernegara. media termasuk Tempo patut

mengikuti ada perubahan sikap apa dari NU. ada ga perubahan sikap atau

perubahan pandangan NU misalkan ke Negara atau persoalan-persoalan

bangsa barangkali selama ini ga bisa dipecahkan tapi oleh NU bisa

dipecahkan dalam konteks muktamar misalkan. itu kan sangat penting untuk

diikuti. NU dan Muhammadiyah sama.”3

Alasan utama Tempo mengapa sampal cukup serius concern pada wacana
Muktamar NU ke-33 tidak lain adalah karena value yang dimiliki oleh NU itu
sendiri. Bahwa NU merupakan organisasi besar yang menaungi cukup banyak
orang di Indonesia ini, dan memiliki sgarah yang cukup berhubungan dengan
Negara Indonesia.

4) Dinamika Persaingan antar Wartawan dalam Arena M uktamar

Tidak banyak dinamika persaingan antar wartawan yang terjadi pada arena
muktamar, khususnya pada Muktamar NU ke-33. Justru perselisihan dalam profesi
jurnalistik terasa ketika NU Online sebagai corong NU dalam bidang jurnalistik
merasa pemberitaan para wartawan tidak obyektif. Namun setelah para wartawan
mediamendatangi dan memintaklarifikasi padaakhirnyadapat terselesaikan secara
kekeluargaan.

“Yamedia kan punya kebijakan sendiri-sendiri ya. harusnya media-media

umum ga punya kepentingan yang memberitakan ya apapun yang terjadi.

entah berita itu menguntungkan salah satu pihak atau tidak, itu kan ga

peduli. ya ada media-media yang punya lembaga tertentu kayak punya NU

atau punya sigpa. sampai kemudian muncul tragedinya NU online. NU

online kan, waktu ada kericuhan di proses pendaftaran waktu itu kan kita

liput ya ada yang cetak, gambar, kita rekam itu kan; ada tarik-tarikan,
gontok-gontokan, mukul waktu itu ada ga ya, ya mungkin ada yang mau

13 |shomuddin, Wawancara, Jombang, 20 Mei 2016.
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mukul tapi dicegah gitu. Tapi tarik-tarikan pasti itu, kita nyebutnya ricuh.
Kita kan nyebutnya demikian, meskipun tidak sampai baku hantam, tapi
suasanyanya ricuh. kemudian keesokan harinya atau beberapa hari
kemudian NU online mengkritik pemberitaan media yang dianggap tidak
obyektif. itu yang kemudian membuat teman-teman secara obyektif meliput
kejadian itu ya marah. sampai waktu itu gatau ya mintamaaf atau apa, tapi
waktu teman-teman sampai datangin.”*

5) Integritas Wartawan sebagai Dasar Peliputan dan Penulisan
Berita

“Masing-masing media itu kan punya dalam kata kutip selera sendiri-
sendiri. kayak Tempo itu cenderung soal hukum, politik, kecenderungannya
ke sana. Tapi ya berita kriminal juga laku. jadi ada kecenderungan-
kecenderungan masing-masing media. tapi kayak event besar kayak
muktamar itu, hampir semua dilahap sama Jakarta. mulai berita yang serius
sampai berita yang lucu-lucu laku semua rata-rata.”*

Pada level media, Tempo lebih memusatkan perhatian pada isu hukum,
politik, dan terkadang kriminal. Tak pelak dalam Muktamar NU ke-33, hal yang
paling menarik bagi Tempo adalah terkait tentang persaingan calon Ketum PBNU
dan sedikit dikembangkan padaintervens politik khususnya PKB dalam muktamar
tersebut, yang disinyalir terlihat dari indikas panitia muktamar mayoritas
merupakan orang PKB.

“Gini itu kan menyangkut integritas wartawan. kalau kita pribadi, kitatidak

hanya menulis kejadian atau peristiwa yang ada. kita juga harus tahu, harus

punya pengetahuan atau apa ya, artinya jangan sampa kita terbawa

kepentingan orang lain. misalkan itu ada dua kubu, kita jangan sampai
terpaku pada kepentingan salah satu kubu.”16

Sedangkan pada level wartawan, para wartawan Tempo |lebih memusatkan

perhatian pada integritas wartawan dalam melakukan peliputan dan dalam

14 1shomuddin, Wawancara, Jombang, 20 Mei 2016.
15 1bid.
16 | bid.
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penulisan berita. Dengan asumsi integritas yang dimaksud adalah tidak terbawa
kepentingan siapapun dan berupaya menjadi wartawan yang berpengetahuan dalam

menulis berita, tidak sekedar common sense bel aka.

6) Hubungan Kerja antara Wartawan Jombang dengan
Wartawan Makassar serta Kantor Pusat
Berdasarkan hasil wawancara, memang tidak semua berita yang ditulis oleh
wartawan lapangan dapat dimuat di media terkait. Tetapi dalam kasus Muktamar
NU ke-33 ini, banyak berita dari tulisan wartawan di lapangan yang ditayangkan.
Bahkan menurut narasumber bisa mencapai 90% yang digjukan dapat ditayangkan.
Sesuai dengan pernyataan Ishomuddin berikut ini, “Hampir 90% mungkin mas,
jarang yang ga dimuat.”*’
Dimana jika ha ini coba dikonversikan ke dalam jumlah berita, sehari bisa
5-10 berita yang ditayangkan. Seperti pernyataan Ishomuddin, “Tidak bisa
ditentukan. kalau materi tiap hari, tapi kalau event besar lebih banyak ditayangkan
kalau itu menarik ya. lya kalau event besar itu sehari kita bisa 5-10 berita, di online
Iho ya. kalau normalnyaya 2-3 berita.”8
Alasan mengapa perbandingan berita yang digjukan dengan berita yang
ditayangkan tidak terpaut jauh tidak lain karena kantor pusat sendiri membutuhkan

bahan berita. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi awal pemberitaan muktamar ini

17 1shomuddin, Wawancara, Jombang, 20 Mei 2016.
18 1bid.
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adalah untuk memenuhi deadline pemberitaan sgja. Hal ini ditunjukkan dari hasil
wawancara berikut ini.
“Karena kan kayak event besar Jakarta pasti butuh, sehingga suruh buat

sebanyak-banyaknya. beda dengan normal gini, ga event besar, ya agak
susah. kitatinggal pinter-pinter cari faktayang sesuai selera Jakarta.”*°

7) Pandangan Para Wartawan terhadap Muktamar yang Mereka
Liput

“Gini yang saya lihat, okelah NU itu dianggap pecah ya karena faktanya
seperti itu. tapi kan ada keuntungannya. artinya perpecahan itu kan tidak
pecah apa adanya kan tapi ada latar belakangnya. saya melihat ada upaya-
upayaperlawanan dari orang-orang yang menganggap (tidak terdengar). ada
isu ada aliran Wahabi di NU, nah artinya gini dibalik perpecahan ada
perlawanan orang-orang yang memang ingin menjaga Aswaa-nya NU.

kalau menurutku saya malah bagus dinamikanya. Tapi dinamikanya malah
bukan menguntungkan NU.”2°

Hal tersebut menunjukkan bahwa wartawan, terlepas dari latar belakang
keagamaannya yang juga dari NU, dapat memposisikan diri secara tepat.
Menganggap kericuhan dalam Muktamar NU ke-33 adal ah suatu keniscayaan tetapi

juga suatu keberuntungan, karena selalu ada hikmah dibalik setiap peristiwa.

b. ProsesKonsumsi
1) Pandangan Umum dari Bukan Pelanggan Harian Tempo
terkait Pemberitaan Kedua M uktamar
Hasil wawancara menunjukkan secara umum pembaca merasa bahwa

pemberitaan sedikit timpang. Bahwa Muktamar NU ke-33 tergambarkan sebagai

19 |shomuddin, Wawancara, Jombang, 20 Mei 2016.
2 | bid.
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muktamar yang berlangsung kacau, sedangkan Muktamar Muhammadiyah ke-47
berlangsung sukses. Hal ini tidak terlepas dari isu-isu yang diangkat di Muktamar
NU ke-33 adalah terkait persaingan antar calon yang sengit dan cenderung
menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan AD-ART NU. Sedangkan isu-
isu yang diangkat di Muktamar Muhammadiyah ke-47 adalah terkait persaingan
antar calon yang tidak terlihat dengan hasil yang menggunakan jalan tengah.
Bahkan pembaca sedikit menilai bahwa Tempo dalam ha pemberitaan
Muktamar NU ke-33 terkadang memihak pada salah satu kubu, yakni kubu Said
Adqil Siroj. Padahal pada pemberitaan Muktamar Muhammadiyah ke-47, wartawan

tidak memihak pada kubu manapun (Amien Rais ataupun Din Syamsuddin).

3. Temuan Data Praktik Sosiokultural dalam Pemberitaan
a. Faktor Situasional
1) Dinamika Politik Kekuasaan Pasca Pemilu

Pilpres baru berakhir, kemenangan untuk Jokowi-JK yang diusung oleh
parpol X, Y, Z. Sianya komposisi pemerintahan tidak didukung dengan kekuatan
parpol pengusung di parlemen, dikhawatirkan Negara akan disibukkan dengan
kompetisi antar partal politik daripada menyelesaikan masalah masyarakat.

PKB memiliki sgjarah hubungan dengan NU. Meskipun tidak bisa kita
membuat kesimpulan bahwa PKB = NU dan NU = PKB sehingga wajar mengapa

tidak semua suara nadhliyin tumpek blek mendukung capres dan calon wapres yang
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diusung PKB, namun perlu kitaingat bahwa parapetinggi NU padatahun 1998 ikut
langsung membidani lahirnya Partai K ebangkitan Bangsa (PKB).?

Begitu juga PAN memiliki sgarah hubungan dengan Muhammadiyah.
Sewaktu rezim Orde Baru menerapkan kebijakan depolitisasi partai politik,
Muhammadiyah yang terepresentasikan lewat Parmusi (MI) memfusi ke dalam
PPP. Melalui rekomendasi Tanwir Semarang 1998, Muhammadiyah juga ikut
membidani lahirnya PAN. Tahun 2004 melalui Tanwir Mataram, Muhammadiyah
mengeluarkan rumusan politik yang cenderung vis a vis Khitah Denpasar yang
memberikan ”lampu hijau” kepada AMM untuk mengkaji kemungkinan berdirinya
partai baru. Keputusan Tanwir ini kemudian disikapi dan ditafsiri secarakritis oleh
eksponen AMM dengan mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB).??

Maka penting bagi Jokowi-JK membina hubungan baik dengan NU dan
Muhammadiyah agar setidaknya mempengaruhi PKB serta PAN untuk tetap
dan/atau bersedia bergabung menjadi koalisi pemerintahan.

Terbukti setelah Muktamar Muhammadiyah ke-47 usai, sebulan setelahnya,
PAN bergabung dalam koalisi pemerintahan. Entah ada keterkaitan atau tidak,
setidaknya penulis membuat hipotesis adanya pengaruh manuver politik yang
dilakukan Jokowi dengan datang ke pembukaan Muktamar NU ke-33 dan
Muktamar Muhammadiyah ke-47 berpengaruh terhadap sikap politik PKB dan

PAN.

2l Muhtadin A.R., “Suara Nahdliyin di Pemilu Presiden”, dalam Nahdlatul Ulama Dinamika
Ideologi dan Politik Kenegaraan (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 8-9.

2 Ma'mun  Murod Al Barbasy, “Moral Politik Muhammadiyah”, dalam
http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/3547
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2) Kekuatan Arus Modernitas dalam Agama yang Semakin
Ber pengaruh dalam Ber masyar akat

Orang selamaini lebih mengena Muhammadiyah sebagai organisas yang
fokus berjuang di bidang sosial. Sekolah dan rumah sakit organisasi yang telah
menggelar muktamar ke-47 pada awal Agustus itu tersebar di mana-mana.
Belakangan kita juga kerap mendengar nama Muhammadiyah berdengung dari
sebuah gedung di seberang Lapangan Monumen Nasional. Bukan dari Istana
Kepresidenan, melainkan dari gedung Mahkamah Konstitusi. Sudah empat uji
materi undang-undang yang mereka gukan dikabulkan Mahkamah. Kini ada tiga
uji materi Muhammadiyah yang sedang diproses.

Citra Muhammadiyah sebagai penganut islam modern dan sebagai bagian
dari  organisas kemasyarakatan tergambarkan dari  program-program
termutakhirnya, salah satunya ikut aktif mengevaluasi peraturan perundang-
undangan yang menyengsarakan masyarakat.

Bebergpa produk hukum, UU Sumber Daya Mineral misalnya,
Muhammadiyah gugat hingga tingkat MK karena bertentangan dengan semangat
konstitusi dan the founding fathers. Inilah bukti nyata kehidupan bermasyarakat aa
Muhammadiyah saat ini. Seiring dengan kemauan tersebut, citra sebagai islam
modern menjadi semakin baik di tengah masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi Undang-Undang Minyak
dan Gas Bumi menjadi tonggak bersgarah bagi Muhammadiyah dalam hal ini.
Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tertanggal 13 November 2012 tersebut adalah uji

materi pertama mereka yang menandai keberhasilan jalan baru perjuangan
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organisas massa Islam terbesar kedua di Indonesia ini. Jalan yang mereka sebut
sebagai jihad konstitusi.?

Sehingga bukan tidak mungkin, pemberitaan mengenai Muktamar
Muhammadiyah ke-47 setidaknya dipengaruhi oleh adanya manuver baru
Muhammadiyah terkait jihad konstitusi yang notabene Iebih memihak kepada

“masyarakat lokal” ketimbang “masyarakat Internasional”.

3) Wacana Idam Nusantara yang Mentah menjadi Polemik di
Tengah Masyarakat

Islam Nusantara yang sebenarnya secara praktis telah ada sejak masa Islam
awal di Indonesia, kian harus muncul ke permukaan sebagai sebuah konsep untuk
merespons besar dan kuatnya ancaman terhadap Islam di Indonesia, berupa
kecenderungan keberisaman yang jumud (terbelakang) dan takfir (gemar
mengkafirkan yang berbeda). Namun di samping itu, ini juga peluang bagi 1slam
Nusantara untuk menjadi kiblat bagi agama Islam dunia yang tengah dirundung
krisis ekstremime, dengan tawaran keberislaman yang moderat, toleran, dan sadar
kebudayaan. Itulah peran yang kian ingin dipegang oleh Nahdlatul Ulama dengan

menjadikan Muktamar NU ke-33 sebagai titik tolaknya.?*
Isam Nusantara, bermaksud membumikan Islam di Indonesia dan
keinginan untuk menjawab tantangan zaman. Kataini memiliki pesan bahwa lslam

tidak melulu identik dengan Arab, tapi Islam memiliki waahnya sendiri di

2 Mahardika Satria Hadi, “Jhad Kongtitusi, Jihad Baru Muhammadiyah”, dalam
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/
2 Husein Ja’far Al Hadar, “Memahami Islam Nusantara, Tempo (6 Agustus 2015).
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Indonesia. Dalam dunia akademik, 1slam Nusantara merupakan tema fantasi yang
dimainkan oleh NU. Tema fantasi adalah bagian dari teori konvergensi simbolik
yang dicetuskan oleh Ernest Bornmann dalam tulisan “Fantasies and Rethorical
Vision: The Rhetorical Criticsm of Social Reality”, yang diterbitkan dalam
Quarterly Journal of Speech pada tahun 1972. Bagi Bornmann, tema fantasi
merupakan cerita-cerita, kisah, ritual, perumpamaan, atau kata-kata yang memiliki
fungsi penting dalam mengurangi ketegangan kelompok, bahkan mampu
meningkatkan kesolidan kelompok.?®

Tak pelak Islam Nusantara menjadi “makanan” perdebatan di kalangan
intelektual muslim Indonesia. Namun ternyata |slam Nusantara penulis lihat belum
mendapatkan bentuknya dalam implementas atas konsep tersebut. Isu radikalisme
agama, kepemimpinan perempuan, LGBT, teknologi baru seperti internet, dan isu-
isu nasional serta internasiona belum mendapatkan porsi yang dominan di
kalangan nadliyin. Kader-kader NU beraliran progresif justru diasingkan bahkan
disingkirkan.

Menurut hemat penulis, bukan tidak mungkin jika sikap NU yang masih
maju-mundur terhadap implementasi konsep Islam Nusantara di tengah-tengah
tantangan zaman menjadi dasar bagi awak media untuk mengel olafakta kekisruhan
yang terjadi di Muktamar NU ke-33 menjadi sebuah berita yang memiliki nilai
untuk dijual ke khalayak. Sebagai organisas yang sangat menjunjung tinggi
toleransi, mengangkat nilai-nilai kebangsaan yang maemuk, dalam kontestasi

demokrasi internal masih sgja mengalami polemik. Mungkin hal tersebutlah yang

% Dirga Maulana, “Tema Fantasi Muhammadiyah-NU”, Kompas (5 Agustus 2015).
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menjadi poin penting pemberitaan mengenai Muktamar NU ke-33 di surat kabar
Tempo. Meski memang hipotesis penulis ini masih sangat jauh dari indikas atas
apa yang dipaparkan oleh Ishomuddin yang justru menekankan nilai integritas

wartawan sebagai dasar pemberitaannya.

b. Faktor Sosial
1) Sgarah Perbedaan Pandangan Antara Kubu NU dan
Muhammadiyah

Di Indonesia, masyarakat mengenal kubu tahlil dan kubu tanpatahlil, kubu
qunut dan kubu tanpa qunut, bahkan hinggatanggal dimulai dan berakhirnya bulan
ramadhan juga terdapat beberapa kubu, serta polemik furu’iyah selainnya yang
terjadi diantara NU dengan Muhammadiyah.

Perbedaan furu’iyah tersebut tidak terlepas dari segjarah perkembangan
kedua ormas masing-masing. Jgak segarah organisas tradisional berbasis
keislaman yang massanyatersebar di seluruh pelosok Nusantara, organisasi dengan
faham Ahlus Sunnah wal Jama’ah (Aswaga), memiliki berbagai jeak esensial
sebagai bagian dari lokomotif keislaman di negeri ini. NU menjadi perekat
persatuan negara dari serbuat isu disintegrasi bangsa.?®

Meminjam kerangka teori Elnerst Gellner, NU berdiri untuk membela
praktis Islam yang cenderung dekat dengan local Islam. Dalam kitab Qanun Asasi

Li Jami’ati Nahdlatul Ulama, K.H. Hasyim Asy’ari memprihatinkan adanya

2 Munawir Aziz, “Mengelola “Syahwat Politik” Kader NU”, dalam Nahdlatul Ulama Dinamika
Ideologi dan Politik Kenegaraan (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 26.
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gerakan keagamaan baru yang menyerukan pemberantasan bidah (heterodoksi)
dengan “kedok” kembali kepada Al Quran. Padahal, gerakan baru inilah yang
sebenarnya memproduksi bidah. Pernyataan K.H. Hasyim Asy’ari ini bisa dianggap
(1) merespons situasi internasional tentang maraknya gerakan Wahabisme di Timur
Tengah, dan (2) terhadap situasi nasiona tentang maraknya gerakan pembaharuan
(puritanisme) 1slam.?’

Sedangkan Muhammadiyah, dakwahnya bertujuan untuk menghalau
kristenisasi yang didukung penjgjah Belanda, sekaligus untuk memurnikan tauhid
umat. Dan ternyata kitab Figh Muhammadiyah 1924 yang dikarang dan diterbitkan
oleh Bagian Taman Pustaka Muhammadiyah Y ogyakarta tidak hanya warisan bagi
kaum Muhammadiyah, tetapi juga bagi NU. Sebab kitab tersebut juga banyak
diamalkan ulama NU saat itu, masalahnya bahwa di tahun 1924 NU belum lahir.
Pendek kata, Kiai Dahlan dan warga Muhammadiyah kalaitu adalah bagian umat
yang sama dengan umat |slam yang sekarang diklaim sebagai NU.%®

Barulah Muhammadiyah berubah secara bertahap sgak Kiai Dahlan
membuka Muhammadiyah untuk pengembangan paham global, dengan cara
mengajarkan huruf Latin dan bahasa Belanda. Bahkan sepeninggal Kiai Dahlan,
Muhammadiyah mulai menerima paham Wahabi yang anti-amalan pesantren,
meskipun pada akhirnya beruntung ada Kia Mansur yang mendirikan Majelis
Tarjih tahun 1927 sehingga Muhammadiyah tidak terseret ke dalam arus deras

Wahabi Global .2

27 Syafiq Hasyim, “Tiga Jenis Politik di NU”, dalam Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan
Palitik Kenegaraan (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 4.

2 Mochammad Ali Shodigin, Muhammadiyah itu NU! (Jakarta: Noura Books, 2015), 12-14.

2 |bid., 15-16.
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Berdasarkan pada fakta di atas, bukan tidak mungkin apabila news value
dibangun berdasarkan asumsi tersebut. Khalayak pun tertarik jikaadahal baru yang
semakin menajamkan perbedaan diantara kedua ormas islam terbesar di Indonesia
tersebut. Atau begitu juga sebaliknya, khalayak akan jugatertarik jika ada hal baru
yang semakin mengjamkan persamaan diantara kedua ormas islam terbesar di

Indonesia tersebut.

2) Kemajemukan Masyar akat Indonesia dan Tuntutan Pluralisme

Pada era reformasi, kemguan masyarakat cenderung menjadi beban
daripada modal bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai
persoaan yang sumbernya berbau kemajemukan, terutama dalam bidang agama.
Dalam perspektif keagamaan semua kelompok agama belum yakin bahwa nilai
dasar setiap agama adalah toleransi. Akibatnya yang muncul intoleransi dan
konflik. Padahal agama bisamenjadi energi positif membangun nilai toleransi guna
mewujudkan negarayang adil dan sgjahtera. Seharusnya padaerareformasi ini, kita
menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi. Demokrasi tanpa toleransi akan
mel ahirkan tatanan politik yang otoritaristik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi
akan melahirkan pseudo- tolerans, yaitu toleransi yang rentan konflik-konflik
komunal. Oleh sebab itu toleransi dan demokrasi harus saling terkait, baik dalam
komunitas masyrakat politik maupun masyarakat sipil. Disamping itu nilai dasar
setiap agama adalah toleransi, terutama agama islam tidak kurang dari 300 ayat
menyebutkan mutiara toleransi secara eksplisit. Sehubungan dengan kedua hal

tersebut, dipandang penting adanya toleransi dalam kehidupan masyarakat plural
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yang demokratis. Permaslahannya sekarang bahwa toleransi dalam kehidupan
bersama semakin lemah, dan anti toleransi serta anti pluralism semakin menguat.
Untuk itu toleransi perlu dikembangkan dalam masyarakat plural >

Agama sebagai survival unit memunculkan solidaritas, tapi sekaligus
melahirkan jarak dan kecurigaan yang tinggi di antara berbagai kelompok agama.
Munculnya stereotype masyarakat tentang daerah tertentu akibat lebih jauh dari
posisi agama sebagai survival unit. Pada saat orang bicara Makasar, maka yang
terbayang adalah sebuah daerah Muslim, Ambon adalah Kristen, Flores adalah
Katolik, dan lain-lainnya. Pada tingkatan lebih kecil ternyata tampak jelas adanya
‘pengkaplingan’ wilayah berdasarkan agama. Kasus Ambon lebih parah lagi, nama
desa menunjukkan komunitas yang merujuk pada agama tertentu. Nama marga
tertentu menunjukkan asal daerah dan dari komunitas agama mana dia berasal.
Pergerakan orang beragama lain pada daerah yang sudah ‘dikapling’ merupakan
ancaman. Perpindahan agama dianggap menistakan agama sebelumnya, dan
dianggap sebagai sebuah ancaman, seperti konflik Poso, sebelum peristiwa
perkelahian antar pemuda yang menyulut konflik, ternyata sudah ada
pengkondisian awal, yaitu masuknya salah satu ustad (guru Agama Islam) menjadi
pendeta. Atas dasar inilah, perlu dibuka ruang dialog bersama antar pimpinan
agama. Dalam prosesnya dilakukan kesepakatan tentang nilai-nilai kemanusiaan
yang akan dijadikan pegangan, dilakukan analisis terhadap sumber konflik

bersama, sertaanalisisterhadap posisi kelompok. Endingnya, adalah rencanatindak

%0 Rosalina Ginting dan Kiki Aryaningrum, “Toleransi dalam Masyarakat Plural”, Majalah limiah
Lontar, Vol. 23, No. 4 (2009), 1.
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lanjut bersama dengan melibatkan masyarakat luas, serta kampanye dan

mendorong adanya gerakan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. !

C. Analiss Nilai yang Hegemonik dalam Pertarungan Wacana pada
Pemberitaan Kedua M uktamar di Harian Tempo

Hegemoni dalam pengertian tradisional, memiliki arti sebagal sistem
kekuasaan, atau dominasi politik. Istilah tersebut dalam tradisi Marxisme diperluas
ke arah pengertian hubungan kekuasaan di antara kelas-kelas sosial, khususnya
kelas berkuasa (ruling class).*

Dalam pemberitaan ini setidaknya terdapat beberapa kelas sosia yang
dijadikan aktor atau partisipan, yakni Negara, pemerintah, NU dan hubungannya
dengan PK B, serta Muhammadiyah dan hubungannya dengan PAN. Secara umum,
hubungan antar kelas-kelas sosial digambarkan sebagai berikut:

1) Pemerintah sudah didukung oleh PKB, sehingga perlu menjaga

stabilitas hubungan.

2) Pemberintah butuh dukungan PAN, sehingga perlu ada upaya

meningkatkan bargaining position.

3) NU memiliki hubungan “baik” dengan Negara, sebagai gerbong

pemersatu bangsa.

4) Muhammadiyah sedang memiliki hubungan “buruk” dengan Negara

melalui program jihad konstitusinya.

3L Ade Dedi Rohayana, “Islam dan Keberagaman (Kemajemukan)”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 9,
No. 2 (Desember, 2011), 211.
32 John C. Raines, Marx Tentang Agama, him. xxvii-xxviii.
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Lebih lanjut setelah melakukan tiga level analisis terhadap 13 (tiga belas)
pemberitaan terhadap kedua muktamar yang lebih bertujuan membongkar sedikit
banyak terkait teks dengan konteks yang melatarbel akangi penulisan dan pemuatan
berita tersebut, lebih lanjut penulis hendak menganalisis makna atas wacana
tersebut dengan menggunakan sudut pandang hegemoni seperti halnya yang telah
Antionio Gramsci konseputalisasikan.

Seperti halnya Gramsci tuliskan, bahwa hegemoni bukanlah hubungan
dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan
dengan menggunakan ideologi. 3 Setidaknyaberdasarkan tigalevel analisiswacana
yang telah penulis lakukan, penulis menemukan ideologi apa yang hendak
dipersetujukan kepada khalayak. Dan pada titik analisis ini penulis dapat
berkesimpulan bahwa sebenarnya pemberitaan mengenai kedua muktamar bukan
berorientas pada mempertarungkan nilai-nilai islam tradisi ala NU dengan nilai-
nilai issam moderat ala Muhammadiyah, justru lebih kepadaintegritas atas identitas
keorganisasan yang telah dibangun oleh masing-masing organisas
kemasyarakatan. NU dengan konsep Islam Nusantara yang masih sulit
diimplementaskan dalam beberapa segi  kehidupan  bermasyarakat,
Muhammadiyah dengan konsep Islam Berkemajuan yang tel ah terimplementasikan
dalam program jihad konstitusi.

Bagi Gramsci, ideologi lebih dari sekedar sistem ide. lamembedakan antara

sistem yang berubah-ubah (arbitrary systems) yang dikemukakan oleh intelektual

3 Roger Simon, The Paradoxical Practice of Zakhor: Memories of “what has never been my fault
for my deed.” (Lanham: Rowman & Littlefield, 2000), 20.
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dan filsuf tertentu, dan ideologi organik yang bersifat historis (historically organic
ideologies), yaitu ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosia tertentu.3* Dalam
wacanaini, hal yang terlihat secara kasat mata, urgensitas atas ideologi hegemonik
yang hendak Tempo sebarkan adal ah, pertama, bahwa Indonesia sedang mengal ami
krisis toleransi karena antar golongan saling mengkafirkan, antar golongan saling
menghancurkan. Kedua, berada padadimens yang lebih praktis, urgensitas tersebut
didorong oleh faktor kebutuhan pemerintah agar mendapatkan dukungan politik
yang kuat dari ormas-ormas terbesar di Indonesia (satu paket dengan sejarah
pergerakan politiknya).

Hubungan persetujuan atas suatu ideol ogi pada dasarnya merupakan bentuk
kompetis perebutan penerimaan publik. Dan setidaknya dalam perebutan
penerimaan publik tersebut, terdapat institusi yang berperan mengembangkan dan
menyebarluaskan hegemoni ideologi. * Kaitannya dalam wacanaini, institusi yang
sangat dominan adalah surat kabar Tempo.

Media massa—sebagai sebuah bagian dari ruang publik, yang di dalamnya
bahasa dan simbol-simbol diproduksi dan disebarluaskan— tidak dilihat oleh
Gramsci sebagal sebuah aat hegemoni yang bersifat pasif semata. Media massa
membentuk sebuah ruang tempat berlangsungnya perang bahasa, atau perang
simbol untuk memperebutkan penerimaan publik atas gagasan ideologis yang
diperjuangkan.®® Dalam hal ini secara khusus Tempo menyediakan rubrik khusus

untuk kedua muktamar, mengirimkan wartawan nasional untuk turun meliput

3 Alex Sobur, Analisis Teks Media, 65.
% Yasraf Amir Piliang, Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika, 136.
36 peter Beilharz, Teori-Teori Sosial, 203.
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Muktamar NU ke-33, bahkan kurang lebih 90% berita yang ditulis oleh wartawan
bisatermuat di surat kabar.

Selain itu media massa juga bertugas untuk selalu menyerap, dan
mengartikulasikan berbagai kepentingan, dan ideologi lain yang ada di dalam
masyarakat, agar media tidak dianggap sebaga alat kekuasaan semata, tetapi
sebagai alat hegemoni yang demokratis.

Selain itu media massa juga bertugas untuk selalu menyerap, dan
mengartikulasikan berbagai kepentingan, dan ideologi lain yang ada di dalam
masyarakat, agar media tidak dianggap sebaga aat kekuasaan semata, tetapi
sebagai alat hegemoni yang demokratis. Terlihat berdasarkan hasil wawancara
bahwa nilai-nilai yang dijunjung oleh wartawan Tempo adalah integritas wartawan

dan pertimbangan preferensi khalayak dalam menerima berita.

D. Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Setiap manusia pernah mel akukan kesalahan karena manusia adal ah tempat
salah dan lupa. Tak pelak dalam penelitian ini, penulis juga terdapat beberapa
keterbatasan sehingga menjadikan penelitian ini menjadi kurang maksimal. Dengan
penulis sampaikan keterbatasan penelitian berikut ini, besar harapan penulis dapat
menjadi rekomendasi bagi penelitian-penelitian sgjenis selanjutnya.

Pertama, dalam level analisis teks, karena ada 13 (tiga belas) pemberitaan
yang membentuk wacana terkait tentang kedua muktamar, penulis memiliki

keterbatasan untuk mendetailkan satu-per-satu analisis atas obyek teks yang telah
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penulis kutip. Sehingga besar kemungkinan analisis bersifat holistik, tidak parsial -
parsial.

Kedua, dalam level analisis praktik diskurus, sudah sepantasnya bagi
penulis untuk melakukan triangulasi data terkait produksi berita. Mengasumsikan
bahwa penulis tidak hanya mengumpulkan data dari wartawan yang meliput
muktamar, melainkan juga dari mega redaktur yang melakukan editing dan
pensortiran berita. Namun karena penulis memiliki keterbatasan jaringan, sehingga

penulis tidak bisa masuk ke ruang kosong tersebui.



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis wacana kritis pemberitaan kedua muktamar di
atas, dan pembahasan dari sudut pandang teori hegemoni ala Gramsci; berikut ini
poin-poin kesimpulan yang dapat penulis paparkan:

1. Pemberitaan Muktamar NU ke-33 memuat wacana terkait Islam Nusantara
yang cenderung masih belum terimplementasikan konsep toleransinya,
sedangkan pemberitaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 memuat wacana
terkait Islam Berkemajuan yang belum berani terjun ke duniapolitik praktis.
Kedua wacana inilah yang sedang dipertarungkan.

2. Hegemoni yang hendak disebarkan terkait tentang integritas atas identitas
diri, dengan momentum urgensitas Indonesia krisis tolerans dan
dibutuhkannya dukungan politik kepada pemerintah incumbent. Kelas
sosia yang terlibat di dalamnya adalah Negara, pemerintah, NU dan PKB,

serta Muhammadiyah dan PAN.

B. Saran
Berdasarkan poin-poin kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran sebagai
konsekuensi dari hasil penelitian ini. Berikut ini saran yang dapat penulis

sampaikan.
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. Bagi pemerintah, salah satu strategi yang digunakan untuk menggaet
organisas kemasyarakatan sebagai pendukung pemerintahan incumbent
sudah cukup baik. Sehingga roda gerak pemerintahan bisa berjalan secara
efektif.

. Bagi Nadhlatul Ulama, agar segera menyelesaikan segala permasalahan
internal keorganisasiannya. Sehinggadapat kembali memberikan peran bagi
masyarakat.

. Bagi Muhammadiyah, terus pertahankan jihad konstitusi yang telah
dicanangkan dengan tidak menutup kemungkinan untuk evaluasi diri agar
tidak menjadi tinggi hati.

. Bagi Tempo, tetap mempertahankan idealisme integritas wartawan dengan
tidak melupakan pemberitaan yang memiliki news value agar menjadi
perusahaan media massa yang maju dikemudian hari.

. Bagi khalayak media massa, untuk tidak berpikir praktis dan cenderung
skeptis terhadap pemberitaan media massa. Tetapi justru bersikap aktif dan
kritis agar antar elemen masyarakat dapat saling mendukung mencapai

lingkungan yang kondusif.
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